
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIKDAERAH.

Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENPARIGIMOUTONG

dan
BUPATI PARIG! MOUTONG

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomOI'4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 14Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagairnana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahtl.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5610);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

BUPATI PARIGI MOUTONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentua n Pasal 511 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu rnenetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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TENTANG
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Pasa1l
1. Oaerah adalah Oaerah Kabupaten ParigiMoutong. II
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pen~f.lenggara Pemerinta~a~

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemetmtahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. Ii

3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong selaku pemegangl kekuasaan pengelolaan
barang milik Daerah. :i

4. Wakil Bupati adalah WakilBupati ParigiMoutong. L
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disin~at OPRDadalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ParigiMoutong. II
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupate~ Parigi Moutong selaku

pengelola barang milik Daerah. I~l
7. Pengelola Barang MilikDaerah, yang selanjutnya disebut ....engelo~ B~ang adalah

pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukaf koordinasi pengelolaan
barang milik Daerah. ,

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD Yr:'.'g mempunyai fungsi
pengelolaan barang milik Daerah selaku pejabat pengelola I euangan Daerah.

9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan . nggunaan barang milik
Daerah. 1\

10.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS ad4lah pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor ~STahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara. II

11.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah ~nsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerjntahan yang menjadi
kewenangan Daerah. ii

12.Unit kerja adalah bagian POyang melaksanakan satu ata4 beberapa program.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja D~erah, yang sela1~utnya. ~isingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatn Parigi Moutong.
14.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disinglflt BLUDadalah satuan

kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Oaerah yang dibentuk untuk Ilmemberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasf_ yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam rPelakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. i.

15.Barang MilikOaerah, yang selanjutnya disingkat BMDadtIah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBDatau berasal dari] perolehan lainnya yang
~. .

16.Pengelolaan BMO adalah keseluruhan kegiatan yang] meliputi perencanaan
kebutuhan dan penganggaran,. pengadaan, pen~unaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasah dan pengendalian.

17.Kuasa Pengguna BMO,yang selanjutnya disebut Kuasa $ngguna Barang adalah
kepala unit kerjaatau pejabat yang ditunjuk oleh P gguna Barang untuk
menggunakan BMDyang berada dalam penguasaannya de gan sebaik-baiknya.

18.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejaljat yang melaksanakan
fungsi tata usaha BMOpada Pengguna Barang. ~

19.Pengurus BMO, yang selanjutnya disebut Pengurus tarang adalah Pejabat
dan/ atau Jabatan Fungsional Urnum yang diserahi tugas tpengurus barang.

20.Pen~rus Barang Pengelola adalah pejabat yang dis,rahi tugas mene~ima,
menyimpan , rnengeluarkan, dan menatausahakan I! BMO pada Pejabat
Penatausahaan Barang. Ii

21.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Uraum yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakari HMO pada Pengguna
Barang. i

22.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus ~arang yang membantu
dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahdan BMOpada Pengelola
Barang. '

BABI
KETENTUAN UMUM



23.Pembantu Pengurus 8arang Pengguna adalah pengur,*, barang yang membantu
dalam penyiapan administrasi maupun teknis pe~atausahaan BMD pada
Pengguna Barang. ::

24.Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus bar~ng yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, ~enatausahakan dan
rnempertanggungjawabkan BMOpada Kuasa Pengguna lfarang.

25.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secar~ independen berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya. ~

26.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan stllatu opini nilai atas suatu
objek penilaian berupa BMDpada saat tertentu. II

27.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat] dan Penilai Pemerintah
Daerah. ii

28.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumusk4 rincian kebutuhan BMD
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah, lu dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindaka yang akan datang.

29.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selariJiutnyadisingkat RKBMD
adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMDuntuk pel''ode 1 (satu) tahun.

30.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh .engguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan HMOyang sesuai de ' an tugas dan fungsi PD
yang bersangkutan. Ii

31.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang ~dak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD danj atau optimdlisasi BMDdengan tidak
mengubah status kepemilikan.

32.Sewa adalah pemanfaatan BMDoleh pihak lain dalam j4ngka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai. II

33.Pinjarn pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah d~ jangka waktu tertentu
tanpa rnenerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan
kernbali kepada Bupati. ,

34.Kerja Sarna Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat Kt adalah pendayagunaan
BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu d1am rangka peningkatan
pendapatan daerah atau surnber pembiayaan lainnya. Ii

35.Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS $alah pemanfaatan BMD
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan ba gunan danjatau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pi ak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk ~selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan danj atau sarana be~kut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu. ;:

36.Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG a~alah pemanfaatan BMD
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bapgunan danj atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunahnya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jang~ waktu tertentu yang
disepakati. "

37.Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI adalah
kerjasama antara pemerintah dan badan usaha unt,k kegiatan penyediaan
infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundTg- undangan.

38.Penan~ngjawab Proyek KeIj~~'lma yang selanjutnya] dis~gkat PjPK adal~
Bupati atau badan usaha milik negarajbadan usaha milik daerah sebagai
penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkari Peraturan Perundang­
undangan.

39.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD. "
40.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan

menerima penggantian dalam bentuk uang. :1

41.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD~ang dilakukan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar It,merintah daerah, atau
antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan imenerima penggantian
utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai s~bang.

42.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pe~erintah pusat kepada
pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pe1nerintahdaerah kepada
pihak lain, tanpa mernperolehpenggantian. :!"



Pasal2
Ruang lingkupPeraturan Oaerah ini adalah:
a. pejabat pengelolaBMO;
b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c. pengadaan;
d. penggunaan;
e. pemanfaatan;
f. pengamanan dan pemeliharaan;
g. penilaian;
h. pemindahtanganan;
i. pemusnahan;
J. penghapusan;
k. penatausahaan; ;'
1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; i:
m. pengelolaanBMOpada POyang menggunakan pola pengekilaankeuangan BLUO;
n. BMDberupa rumah negara; dan
o. ganti rugi dan sanksi.
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43.Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah adalah pengalihan fepemilikan BMOyang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan rrfnjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/sahant Daerah pada badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau bad~ hukum lainnya yang
dimilikinegara. Ii

44.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisikdan/ata, kegunaan BMO.
45.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari ~aftar barang dengan

menerbitkan keputusan dari pejaba.t yang beIWenangluntuk membebaskan
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa rengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang] yang berada dalam
penguasaannya. :.!

46.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang !rneliputi pembukuan,
inventarisasi,dan pelaporan BMOsesuai dengan ketentua~ Peraturan Perundang-
undangan. II

47.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendajaan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan BMD. II

48.0okumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupdkan bukti kepemilikan
atas BMD. .

49.Oaftar BMOadalah daftar yangmemuat data seluruh BMOl!
50.Oaftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMDyang digunakan

olehmasing-rnasingPenggunaBarang. :1

51.Oaftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang mqmuat data BMO yang
dimilikiolehmasing-masingKuasa PenggunaBarang. !I

52.Rumah Negara adalah bangunan yang dimilikiPemerintal Daerah dan berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pe~binaan keluarga serta
menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawaijnegeri sipil Pemerintah
Oaerah yang bersangkutan. :.

53.Pihak lain adalah pihak selain Pemerintah Oaerah. Ii
54.Surat Izin Penghunian, yang selanjutnya disingkat SIPIadalah dokumen yang

'Idikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuap Peraturan Perundang-
undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya PNSdi lingkungan Pemerintah Oaerah IIu~tukmenempati SMO
berupa tanah dan/ atau bangunan. :!

55.Berita Acara Serah Terima, yang selanjutnya disingkat I!sASTadalah dokumen
tertulis yang merupakan bukti legalitas atas pengelolaanBt!0.

56.Berita Acara Hasil Penelitian, yang selanjutnya disingkadBAHPadalah dokumen
tertulis yang merupakan bukti legalitas atas penelitian B~O yang dilakukan oleh
Timyang dibentuk Bupati dan/ atau PengelolaBarang/Pen~una Barang.

BAB II
RUANG LINGKUP



, Pasal9
(1)Bupati adalah pernegang kekuasaan pengelolaanBMD. :i
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimanadhnaksud pada ayat (1),

berwenang dan bertanggungjawab: '
a. menetapkan kebijakan pengelolaanBMD; II
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan,atau pemind1'tanganan BMD;
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemelihara BMD;
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan MD;
e. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang remerlukan persetujuan

DPRD; I

Bagian Kesatu ,;
Pemegang KekuasaanPengelolaan BIfD

BABDI
PEJABAT PENGELOLA BMD

Pasal8
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peIjanj*j kontrak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari: '
a. kontrak karya;
b. kontrak bagi hasil;
c. kontrak kerja sarna; ;,
d. perjanjian dengan negara lainjlembaga intemasional; dan i
e. kerja sarna Pemerint:ah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan

infrastruktur.

Pasal7 Ii
Barang yang diperoleh dari hibahjsumbangan atau sejenis !jsebagaimanadimaksud
dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibahj sumbangan atau yang sejenis dad
negaraj lembaga internasional sesuai Peraturan Perundang-ubdangan.

:;

Pasal6
BMDyang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: Ii
a. barang yang diperolehdari hibahjsumbangan atau yang sdienis;
b. barang yangdiperoleh sebagai pelaksanaan dari peIjanjianj!kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan P~rundang-undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan hang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap; atau I

He. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal
Pemerintah Daerah.

PasalS ti

(1) BMDyang dibeli atau diperoleh atas beban APBDsebagalmana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, dilengkapidokumen pengadaan. :1

(2)BMDyang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebag~mana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, dilengkapidokumen perolehan. I

(3)BMDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)bejsifat berwujud maupun
tidak berwujud, "

:i
it

Pasal4 Ii
(1) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang ~digadaikanjdijaminkan

untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepaf pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah. :

(2) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapa disita sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ~

BMDmeliputi:
a. BMDyang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;atau
b. BMDyang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal3



( 1) KepalaPD selaku Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati,

Pasa112

Bagian Keempat ii
IIPengguna Barang/Kuasa PenggunaBarJlng

Pasal 11 il

(1) Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan 11BMD selaku Pejabat
Penatausahaan Barang. "

(2) Pejabat PenatausahaanBarangsebagaimana dimaksud p~da ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. "

(3) Pejabat PenatausahaanBarang sebagaimana dimaksud p~da ayat (1) mempunyai
wewenang dan tanggungjawab: i
a. membantumeneliti dan memberikan pertimtf-:nganpersetujuandalam

penyusunanrencana kebutuhan BMD kepada Pengelolallsarang;
b. membantu meneliti dan memberikan. pertimbarfanpersetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaanyperawatan BMD kepada
Pengelola Barang;

II
c. memberikan pertimbangankepada Pengelola Barangi atas pengajuan usul

pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang rriemerlukan persetujuan
i'

Bupati; ,
d. memberikan pertimbangankepada Pengelola Barang untuk mengatur

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan.dan penghapusan BMD;
e. memberikan pertimbangankepada Pengelola Baralhg atas pelaksanaan

pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f. membantu Pengelola Barangdalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
g. melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/ ata~ bangunan yang telah

diserahkan dari Pengguna Barang yangtidakdigunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi PDdansedang tidak tiimanfaatkan pihak lain
kepada Bupatimelalui Pengelola Barang, serta BMD yatg berada pada Pengelola
Barang; [1

h. mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana di~sud pada huruf g;
i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan ~an pengendalian atas

pengelolaan BMD;dan .
j. menyusun laporan HMD.

Pasa110
Sekretaris Daerah selakuPengelolaBarang, berwenang dan bertanggungjawab:
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD; :,
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan sperawatan BMD;
c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan ,MD yang memerlukan

persetujuan Bupati; ii
d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusriahan.dan penghapusan

BMD' I
e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang tel~ disetujui oleh Bupati

atau DPRD; ~
f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD;dan
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaari BMD.

ii
Bagian Ketiga Ii

,(
Pejabat Penatausahaan Barang Ii

ii

Bagian Kedua
Pengeioia Barang

'i

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, d~n penghapusan BMD
I

sesuai batas kewenangannya; II
g. menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/ atau bangunan; dan
h. menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk [kerjasama penyediaan

infrastruktur.



Bagian Kelima H

Pejabat Penatausahaan PenggunaBaraPi,I
j!

Pasa114 ~
(1) Pengguna Barangdibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pentguna Barang.
(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

I,
ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. fi

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana fimaksud pada ayat (2)
yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD p4da Pengguna Barang.

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana ~imaksud pada ayat (2)
berwenang dan bertanggungjawab: '
a. menyiapkanrencana kebutuhan dan penganggarari BMD padaPengguna

Barang;
b. rneneliti usulan pennohonan penetapan status pepggunaan barang yang

diperoleh dari beban APSDdan perolehan lainnya yang ~ah;
c. meneliti pencatatandan inventarisasi BMDyang dilak)~anakan oleh Pengurus

Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; i;
d. menyusun pcngajuan usulan pemanfaatan dan Itmindahtanganan SMD

berupa tanah darr/atau bangunan yang tidak rnemerlhkan persetujuan DPRD
dan SMO selain tanah dan/ atau bangunan;

c. mengusulkan rcncana penyerahan SMD berupa tarfh dan/ atau bangunan
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelen~araan tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Ipihak lain;

f. rnenyiapkanusulanpemusnahan dan penghapusan BMlD;
g. meneliti laporan barangsemesteran dan tahunan ~ang dilaksanakan oleh

Pengurus Barangdarr/ atau Pengurus Barang Pernbantu;
;,

Pasa113
(1) Pengguna Barangdapat melimpahkansebagian kewenangan dan tanggung jawab

kepada Kuasa Pengguna Barang. i

(2) Pelimpahan se~)agian ~ewenang dan tanggungj~wab k~pada Kuasa .Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupatiatas usul
Pengguna Barang. '

(3) Penetapan Kuasa Pengguna Barangsebagaimana di~ksud pad a ayat (1)
berdasarkanpertimbanganjumlah barang yang dikelOlaj" beban kerja, lokasi,
kompetensi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbanganolPjektif lainnya.

(3) PenggunaBarang sebagaimana d imaksud pada ayat (1), berwenang dan
bertanggungjawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggarah BMO bagi PDyang

dipimpinnya; ,
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh

dari beban APBOdan perolehan lainnya yang sah; ,
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMO ':yang berada dalam

penguasaannya;
d. menggunakan BMO yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi POyang dipimpinnyad
e. mengamankan dan memelihara BMOyang berada dala~ penguasaannya;
f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah

dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan per$etujuan OPRD dan
BMDselain tanah dan/ atau bangunan; ;1

g. menyerahkan BMDberupa tanah dan/ atau bangunanj! yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Jipyang dipimpinnya dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati mtlalui Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pernusnahan dan penghapusan BMD;ii
i. melakukan pembinaan,pengawasan, dan pengendalian] atas penggunaan BMD

yang ada dalam penguasaannya; dan i:
J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pen~na semesteran dan

laporan barang pengguna tahunan yang berada dalamjpenguasaannya kepada
Pengelola Barang. '



Pasal16
(1) Pengurus SarangPengguna ditetapkan oleh Bupati atas u,ul Pengguna Barang,
(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud padal ayat (1), berwenang dan

bertanggungjawa b:
a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan fan penganggaran BMD;

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna

dian secara fungsional
Pengelola Barang melalui

(4) Pengurus Barang Pengelola sccara administratif
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pejabat Penatausahaan Barang.

(5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang
Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus ~arang Pengelola yang
ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. ij

(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatanjperdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak febagai penjamin atas
kegiatanj pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarrutnya dibebankan pada
APSD. :1

(1) Pengurus BarangPengelola ditetapkan oleh Bupati atas usulPejabat
PenatausahaanBarang. ,

(2) Pengurus BarangPengelola sebagaimana dimaksud padatyat (1) adalah pejabat
yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ~-yat (1) berwenang dan
bertanggungjawab: ,
a. membantumenelit.i dan menyiapkan bahan pertimbanganpersetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan BMDkepada PejabatPepatausahaanBarang;
b. membantu mencliti dan menyiapkan bahan pertimbanganpersetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaarr/perawalan BMDkepada Pejabat
Penatausahaan Barang;

c. menyiapkan dokumenpengajuan usulan pemanfaatan loan pemindahtanganan
BMDyang memerlukan persetujuan Bupati; I,

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,dan
penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbanganolch Pejabat
Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan,dan penghapusan SMD; :',I

e. menyiapkan bahan pencatatan BMDberupa tanah d~/ atau bangunan yang
telah diserahkan dari Pengguna Barangyang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi tD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lainkepada Bupatimelalui Pengelola Barang;

f. menyimpan dokumenasli kepemilikan BMD; "
g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna

Barang;
h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Iaporan SMD;dan
i. merckapit.ulasi dan mcnghimpun laporan barang pingguna semesterandan

tahunan serta laporan barangPengelola sebagai bahan penyusunan laporan
SMD.

Pasal 15

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola

1i

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan
menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPIJ,)untuk mengeluarkan
BMDdari gudang penyimpanan; '1

i. meneliti dan memverifikasi Kartu lnventaris Ruangan(If.IR)setiap semester dan
setiap tahun; ,

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan
kondisi fisik BMD; dan

k. menelitilaporan mutasi barang setiap bulanyang disctnpaikan olebPcngurus
Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

!'



Pasal17
(1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna

Barang melalui Pengguna Barang.
(2) Pembentukan Pengurus Barang Pernbantu sebagaimana ~dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan pertimbanganjumlah barang yaqg dikelola, beban kerja,
lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali dan pertim b~nganobjektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pad~ ayat (1) berwenang dan
bertanggungjawab: '
a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
b. menyiapkan usu lan permohonan penetapan status] penggunaan BMDyang

diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yangjsah;
c. melaksanakanpencatatan dan inventarisasi BMD; :;
d. membantu mengamankan BMDyang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
e. menyiapkan dokumenpengajuan usulan pemanfaatarj dan pemindahtanganan

BMOberupa tanah dan/ atau bangunan yanf tidak memerlukan
persetujuanDPRD dan BMD selain tanahdan/ atau bangunan;

II

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status lPenggunaan BMDyang
diperoleh dari beban APBOdan perolehan lainnya yang *h;

c. melaksanakanpencatatan dan inventarisasi BMD; "
d. membantu mengamankan BMOyang berada pada PenggimaBarang;
e. menyiapkan dokumenpengajuan usulan pemanfaatan ~an pemindahtanganan

BMOberupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak rr¢merlukan persetujuan
DPRD dan BMDselain tanah dan Ia tau bangunan; ,;!!

f. menyiapkandokumenpenyerahan BMOberupa tanah d Iatau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggara n tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan p~lain;

g. menyiapkan dokumenpengajuan usulan pemusnahan dfrt penghapusan BMD;
h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i
i. menyiapkanSurat Permintaan Barang(SPB) berdasalkan nota permintaan

barang; Ii
j. mengajukan Surat Permintaan Barang(SPB)kepada fejabat Penatausahaan

Barang Pengguna; iJ

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Pehyaluran Barang(SPPB)
yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barangi

1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR)semesteran d4n tahunan;
m. memberi label BMO; ;1

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada ~¢jabat Penatausahaan
Pengguna Barangatas perubahan kondisi fisik BMD~rdasarkan pengecekan
fisik barang;

o. melakukan stock opnamebarang persediaan; .I

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopiz salinan] dokumen kepemilikan
BMOdan menyimpan asli/fotokopi/ salinan dokumen pe;patausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna
Barang dan laporan BMO;dan .,

r. membuatlaporan mutasi barangsetiap bulan yang disampaikan kepada
Pengelola Barangmelalui Pengguna Barang setelahditelitioleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang. .

(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud [pada ayat (2) secara
administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Bararjgdan secara fungsional
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ~engelola Barangmelalui
Pejabat Penatausahaan Barang.

(4) Oalam hal melaksanakan tugas danfungsi administrasi Pepgurus BarangPengguna
dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh
Pengguna Barang. ii

(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatanjperdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak febagai penjamin atas
kegiatany pekerjaanypenjualan terse but yang anggararlnya dibebankan pada
APBD. "



Pasa120
i(1) Pereneanaankebutuhan BMDmengacu pada Rencana KerjaPD.

(2) Perencanaan kebutuhan BMO sebagaimanadimaksuddalam Pasal l Sayat (1),
kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
a. standarbarang;
b. standar kebutuhan; danj atau
c. standar harga. ,

'I(3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayaf (2) huruf a adalah
spesifikasibarang yang ditetapkan sebagai acuan pengh~tungan pengadaan BMO
dalam perencanaan kebutuhan. II

Pasa119
(1) Pereneanaankebutuhan BMOdilaksanakan setiap tahun setelah Reneana KerjaPO

ditetapkan.
(2) Pereneanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu

dasar bagi PO dalam pengusulan penyediaan anggaranj untuk kebutuhan baru
(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusjman reneana kerja dan
anggaran.

Pasa118
(1) Pereneanaan kebutuhan BMD disusun deqgan memperhatikan

kebutuhanpelaksanaan tugas dan fungsi POserta keterse<Jaan BMOyang ada.
(2) Ketersediaan BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (I):merupakan BMDyang

ada pada PengelolaBarang danjatau Pengguna Barang. ::
(3)Pereneanaan BMDsebagaimana dimaksud pada ayat (l)fan ayat (2)harus dapat

meneenninkan kebutuhan rill BMDpada PD sehingga dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan RKBMD.

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

BABIV
PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD

~
f. menyiapkandokumenpenyerahan BMDberupa tanah d1n/ atau bangunan yang

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan f,:gas dan fungsi Kuasa
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihaklilain;

g. menyiapkan dokumenpengajuan usulan pemusnahan dVl penghapusan BMD;
h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; ::
i. menyiapkanSurat Pennintaan Barang(SPB) berdas~an nota pennintaan

barang; ::
j. mengajukan Surat Pennintaan Barang (SPB)kepadaKU$a Pengguna Barang;
k. menyerahkan barangberdasarkan Surat Perintah Pejiyaluran Barang(SPPB)

yang dituangkan dalam berita aeara penyerahan barang]
1. membuat Kartu Inventaris Ruangan(KIR)semesterandan tahunan;
m. memberi label BMO;
n. mengajukan pennohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barangmelalui Kuasa Pengguna Barang atas ,tperubahankondisi fisik
BMDpengeeekanfisik barang; ,

o. melakukan stock opnamebarang persediaan;
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopijsalinan Ii dokumen kepemilikan

BMDdanmenyimpan aslijfotokopi/salinan dokumen pehatausahaan;
q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan !~poran barang Kuasa

Pengguna Barang dan laporan BMO;dan ;;
r. membuatlaporan mutasi barang setiap bulanyang diS!ipaikan pada Pengguna

Barang melalui Kuasa Pengguna Barang sete diteliti oleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barangdan Pengurus Barang I engguna.

(4)Pengurus Barang Pembantu baik seeara langsung maupu~'tidak langsung dilarang
melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemboron I dan penjualan jasa
atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatanjpekeIjaanj enjualan tersebut yang
anggarannya dibebankan pada APBD. '



Pasa125
(1) RKSMD pemeliharaan SMD tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang

danj atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
a. BMDyang berada dalam kondisi rusak berat;
b. SMDyang sedang dalam status penggunaan sementar~;
c. BMDyang sedang dalam status untuk dioperasikan olejppihak lain; dan/ atau
d. SMDyangsedang menjadi objek pemanfaatan. ::

(2) RKBMD pemeliharaan SMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diusulkan oleh Pengguna Barangyang menggunakan semehtara BMD.

(3) RKBMDpemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat !I) huruf d tidak
termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengjm jangka waktu kurang
dari 6 (enam)bulan.

Pasa124
RKBMDyang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang dilflnakan oleh Pengguna
Barangsebagai dasar penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran PD.

Pasal23
(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD ilyang diajukan oleh

KuasaPengguna Barang yang berada di lingkungan PDyan, dipimpinnya.
(2) Pengguna Barangmenyampaikan usulan RKBMDsebagaimana dimaksud pada

ayat (1)kepada PengelolaBarang.
(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan] RKBMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barangdengan memperhatikan data
barang pada Pengguna Barang dan/ atau PengelolaBarang,

(4) Data barang pada Pengguna Barangdanjatau Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)antara lain:
a. laporan Daftar Barang Penggunabulanan;
b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
c. laporanDaftar Barang Pengguna tahunan;
d. laporan Daftar Barang Pengelolabulanan;
e. laporan Daftar Barang Pengelolasemesteran;
f. laporan Daftar Barang Pengelolatahunan;
g. laporan Oaftar BMDsemesteran; dan
h. laporan Oaftar SMDtahunan. :i

(5) PengelolaBarang dalam melakukan penelaahan sebagaim$,ina dimaksud pada ayat
(3)dibantu PejabatPenatausahaan Barang dan Pengurus B' angPengelola.

(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud i da ayat (5) merupakan
anggota TimAnggaranPemerintah Daerah (TAPD). Ii

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat i (3) merupakan dasar
penyusunanRKBMD.

Pasa122 'I

Pengguna Barangdanj atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMDpengadaan
BMDmempedomani standar barang dan standar kebutuhan ..

Pasa121
(1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(2)huruf bmempedomani Peraturan Perundang-undangan. i

(2) Penetapan standar barangdan standar kebutuhan sebagajmana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2)huruf a dan huruf bdilakukan setelah ber~oordinasi dengan dinas
teknis terkait. i

(4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada i~yat (2) huruf badalah
satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan
dan penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan BMQ'pada PD.

(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf r adalah besaran harga
yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan BMDdalam perencanaan kebutuhan.

(6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga ,ebagaimana dimaksud
pada ayat (3),ayat (4)dan ayat (5)ditetapkan oleh Bupati.



Pasa128
(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan F,KBMD Pengadaanyang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 27
ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mel. ,:

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD Pengadaan yang d~sampaikan oleh Kuasa
PenggunaBarang sebagaimana dimaksud pada ayat f:(I), Pengguna Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Baraag dan Pengurus Barang
Pengguna untuk melakukan reviewterhadap kebenaran dan kelengkapan usulan
RKBMDpengadaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD pengadaanyang diaampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat '(I) diutamakan untuk
memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD
pengadaan yang sekurang-kurangnya mempertimbangkani
a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20ayat (1) dan ayat (2);dan
b. ketersediaanBMD di lingkungan Pengguna Barang.

I
(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD pengadaanyang disampaikan oleh Kuasa

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ~gunak~ oleh Pengguna
Barangdalam menyusun RKBMD pengadaan BMD I1ada tmgkat Pengguna
Barangyang sekurang-kurangnya memuat informasi: '
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. program;
d. kegiatan; I:
e. data Daft.ar Barangpada Pengguna Barang darr/atau D~ftar Barang pada Kuasa

Pengguna Barang; dan ii
f. rencana kebutuhan pcngadaan barang yang disetujui. :'

Pasa127
(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMDpengadaan BMD di lingkungan

Kuasa Pengguna Barangyang dipimpinnya. 1

(2) Kuasa PenggunaBarang menyampaikan usulan RKBMD tengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barangselambat-Iambatnya minggu
kedua bulan MeL ':

Bagian Ketiga ,
Tata Cara Penyusunan RKBMDPengadaanBMDPada ,engguna Barang

Pasa126
(1) Perencanaan kebutuhan barangmilik daerah meliputi:

a. perencanaan pengadaan BMD;
b. perencanaan pemeliharaan BMD;
c. perencanaan pemanfaatan BMD;
d. perencanaan pemindahtanganan BMD;dan
e. perencanaan penghapusan BMD.

(2) Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dituangkan dalam dokumen RKBMDPengadaan. .

(3) Perencanaan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
bdituangkan dalam dokumen RKBMDPemeliharaan. i;

(4) Perencanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksudi pada ayat (1) huruf c
dituangkan dalam dokumen RKBMDPemanfaatan.

(5) Perencanaan pemindaht.anganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dituangkan dalam dokumen RKBMDPemindahtanganan ..

(6) Perencanaanpenghapusan BMD sebagaimana dimaksud [pada ayat (1) huruf e
dituangkan dalam dokumen RKBMDPenghapusan.

i1Bagian Kedua ;1
II

Lingkup Perencanaan KebutuhanBMq
I,
)



Pasal33
(1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan da~ RKBMD Pemeliharaan

darikuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud daijtm Pasal 29 ayat (2)dan
Pasal32 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang,

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilengkapi surat pengantar
RKBMDyang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan hata barangsebagaimana
dimaksud dalamPasal 23ayat (4).

(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Perneliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barangkepada Pd,).IgelolaBarangdilakukan
selambat-lambatnya rninggu kesatubulan Juni.

Pasal32
(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RK~MD Pemeliharaanyang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31ayat (4)ditandatangani Pengguna Barang. :

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMDPemeliharaaal+Ml) berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)untqk disampaikan kepada
Pengguna Barangpaling lambat minggu keempat bulan Me],

Pasal31 "
(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RK$MD Pemeliharaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana di!6aksud dalam Pasal 30
ayat (2) pad a minggu ketiga bulan Mei. ,

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan yang ciR.sampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ;:ayat (1), Pengguna
Barangmengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMDPerneliharaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Perneliharaan yang d~~ampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1!(2)diutamakan untuk
memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMD Pemeliharaan
yang sekurang-kurangnya mengacu pada Daftar ElarangKuasa Pengguna
Barangyang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dikunakan oleh Pengguna
Barangdalam menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD tingkat Pengguna
Barangyang sekurang-kurangnya memuat informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan BMDyang disetujui.

Pasal30
(I) Kuasa PenggunaBarangmenyusun usulan RKBMD Pbmeliharaan BMD di

lingkungan Kuasa Pengguna Barangyang dipimpinnya. !
(2) Kuasa PenggunaBarang menyampaikan usulan ~KBMD pemeliharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barangselambat-
lambatnya minggu kedua bulan Mei. '

Bagian Keempat ,.
Tata Cara Penyusunan RKBMD PemeliharaanBMDPad~1PenggunaBarang

Pasal29
(1) Hasil penelaahan Pengguna Barangatas usulan RijBMD Pengadaanyang

disampaikan oleh Kuasa Pcngguna Barang sebagaimana !bimaksud dalam Pasal
28ayat (4)ditandatangani Pengguna Barang. ,

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun l~KBMDpengadaan $MD berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksudpada ayat [Ijuntuk] disampaikan kepada
Pengguna Barangpaling lambat minggu keempat bulanMei.



Pasal36
(1) Penelaahan atas RKBMDPemeliharaan BMD dilakukan untuk melakukan telaahan

terhadap data SMD yang diusulkan rencana pemeliharaannya.
(2) Penelaahan atas RKBMDPemeliharaan SMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memperhatikan Daftar Barang pada Pengguna Barang yang
memuat informasi mengenai status barang dan kondisi bafang,

(3) Penelaahan atas RKBMDPemeliharaan SMD sebagaima~ dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD yang sekurang­
kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan BMDyang disetujui. ,:

(4) Dalam melaksanakan penelaahan. BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang mengikutsertakanPejabat Penatausahaanlsarang dan Pengurus
Barang Pengelolauntuk menyiapkan dan memberika, pertimbanganterhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaanyang dilaksanakan
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni. '

Bagian Keenam ,
Tata Cara Penelaahan RKBMD PemeliharaanBMDPad, Pengelola Barang

Pasa135 ;:
(1) Hasil penelaahan RKBMDPengadaanBMD dari Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34ayat (3) ditandatangani oleh Pen$lola Barang.
(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan

sebagaimana dimaksudpada ayat (I),
(3) RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh

Pengguna Barangkepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan
Juni.

Pasa134 II
(1) Penelaahan atas RKBMDPengadaan BMDdilakukan terhadap:

'I
a. relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pe~na Barang;
b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang; dan
c. efektivitas penggunaan BMD yang berada pada pengguna Barangtelah

sesuaiperuntukannya dalam rangka menunjang tugas d~n fungsi PD.
(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memperhatikan: ::
a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagajmana dirnaksud dalam

Pasal 20ayat (1) dan ayat (2); dan
b. data barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayatl~4).

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKSMD Pengadaan BMD yang sekurang­
kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. program;
d. kegiatan;
e. data Daftar Barang pada Pengguna Barang dari/atau Daftar Barang pada

Kuasa Pengguna Barang; dan
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. i

(4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana d~SUd pada ayat (1),
Pengelola Barang rnengikutsertakan Pejabat Penatausahaanlsarang dan Pengurus
BarangPengelola untuk menyiapkan dan memberi.kan~ pertimbanganterhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pengaqaanyang dilaksanakan
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni. ~

BagianKelima Ii
Tata Cara Penelaahan RKBMD PengadaanBMDPada Pf'ngelola Barang



Pasal42
(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada

Bupati melalui PengclolaBMDuntuk ditetapkan status pepggunaannya.
(2)Laporan hasil pengadaan BMDsebagaimana dimaksud Iiada ayat (1), terdiri dari

laporan hasil pengadaan bulanan, sernesteran dan tahunan.

Pasal41
(1) Pengadaan BMDdilaksanakan berdasarkan prinsip efisieri, efektif, transparan dan

terbuka, bersaing, adil, dan akuntabcl. "
(2) Pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengJ,n ketentuan Peraturan

Perundang-unda ngan.

BABV
PENGADAAN

Pasal40
(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian R«BMDterdapat kondisi

darurat,pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuljan bam (new initiative)
dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline)d~lam rangka rencana
pengadaandanj atau rencana perneliharaan BMD dilakukan berdasarkan
mekanisme penganggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputi beneana alam dan
gangguan keamanan skala besar.

(3)Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana ~aksud pada ayat (1)
harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pen&elola Barangbersamaan
dengan penyampaian RKBMDPerubahan danjatauRKBM-q tahun berikutnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dig,nakan oleh Pengelola
Barangsebagai bahanpertimbangantambahandalam pene11ahan atas RKBMDyang
disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada If\PBDPerubahan tahun
anggaran berkenaandanj atau APBDtahun anggaran berilditnya,,

Bagian Kedelapan
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Dat11rat

Pasal39
(1) Pengguna Barangdapat melakukan perubahan RKBMD.
(2)Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat ij(1) dilakukan sebelum

penyusunan perubahan APBD. .•
(3)Penyusunan RKBMDsebagaimana dimaksud dalamPasal ~5 sampai dengan Pasal

38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunanlperubahan RKBMD.

Bagian Ketujuh
Penyusunan PerubahanRKBMD

Pasa138
(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan $MD dari Pengguna

I

Barangsebagaimana dimaksud dalamPasal 35ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3)
ditetapkan menjadi RKBMDPemerintah Daerah oleh PengekilaBarang.

(2)RKBMDPengadaan dan RKBMDPemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan paling lambat minggu keempatbulan Juni.

Pasa137
(1) Hasil Penelaahan RKBMDPemeliharaan BMDdari Pengguaa Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36ayat (3)ditandatangani oleh Peng,lok'lBarang.
(2) Pengguna Barang menyusun RKBMDPemeliharaan berdasarkan hasil penclaahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)RKBMDPemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh

Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan
Juni.



)1

(2)Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
memperhatikan:

Pasal47 '
(1)Bupati menetapkan BMDyang harus diserahkan oleh l:ienggunaBarang karena

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tu ias dan fungsi Pengguna
Barang dan/ atau kuasa Pengguna Barangdan tidak dima Ifaatkan oleh pihak lain.

":1

Pasal46 .
(1) Penetapan status penggunaan BMDberupa tanah dan/a~u bangunan dilakukan

apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggart',.iantugas dan fungsi
Pengguna Barangdan/atau Kuasa Pengguna Barang yang ersangkutan.

(2) Pengguna Barangwajib menyerahkan BMO berupa tanah darr/ atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang kepadaBupati melalui PengelolaBarang.

(3)Oikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah
dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (2)tflah direncanakan untuk
digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh
Bupati.

(4) Bupatimencabutstatus penggunaan atas BMDberupa tanah dan/ atau bangunan
yang tidak digunakan dalam penvelenggaraan tugas! dan fungsi Pengguna
Barangsebagaimana dimaksud ayat (2). .'

(5)Dalam hal BMO berupa tanah dan/ atau bangunansebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati,Pengguna $arangdikenakan sanksi
berupa pembekuan dana pcmeliharaan atas BMDberkenaan.

Pasal45
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
barang persediaan;
a. KonstruksiDalam Pengerjaan (KDP); ,
b. barangyang dari awal pengadaannya direncanakan untuk fihibahkan; dan
c. Aset Tetap Renovasi (ATR).

(1)Penggunaan BMDmeliputi:
a. penetapan status penggunaan BMD;
b. pengalihan status penggunaan BMD;
c. penggunaan sementara BMD;dan
d. penetapan status penggunaan BMDuntuk dioperasikan oleh pihak lain.

d
(2)Penetapanstatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk:
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi PO;dan
b. dioperasikan oleh pihak lain dalarn rangka menjalankan pelayanan umum

sesuai tugas dan fungsi POyang bersangkutan.

Pasal44

Pasal43
(1) Bupati menetapkan status penggunaan BMO.
(2)Bupatidapatmendelegasikanpenetapan status penggunaan ~tas BMOsebagaimana

dimaksud pada ayat (1)selain tanah dan/ atau bangunan ~engan kondisi tertentu
kepada PengelolaBarang. .

(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ahtara lain adalah BMO
yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nila] tertentu.

(4)Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan oleh Bupati.
(5) Penetapan status penggunaan BMDsebagaimana dimaksjid ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan secara tahunan.

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

BABVI
PENGGUNAAN



b. fotokopi dokumen kcpemilikan, untuk BMD berupa tanah:
c. fotokopi Izin Mcndirikan Bangunan, untuk BMD berupa bangunan.dao / atau

Pasa149
(1) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan BMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasa148 ayat (2)disertai dokumen. :
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa tanah yaitu

fotokopi sertifikat.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk BMB>berupa bangunan yang

diperolch dad APBDyaitu:
a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;dan
b. fotokopi dokumcn perolehan.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (l)untuk BM:p berupa bangunan yang
diperoleh dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen
BAST.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) untuk BMD berupa tanah dan
bangunan yang diperoleh dari APBDyaitu:
a. fotokopi sertifikat;
b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;dan
c. fotokopi dokumen perolehan.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk iiBMDberupa tanah dan
bangunan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen
BAST. ;:

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (l)untuk BMD selain tanah danj atau
bangunan yang memiliki dokumen yaitu:
a. fotokopidokumenkepemilikan; darr/ atau
b. fotokopi dokumenperolehan.

(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (Ijuntuk BMD yang dari awal
pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara
penyertaan modal Pemerintah Daera h yaitu:
a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;

Pasa148
(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD

yang diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pad a ay.t (1) dilakukan setelah

diterimanya BMD berdasarkandoku men penerimaan barang pada tahuri anggaran
yangberkenaan.

(3) Permohonan penetapan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pad a
ayat (2) diajukansecaratertulisolehPenggunaBarang kepada Bupati paling lambat
pada akhir tahun berkenaan.

(4) Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMD setiap tahun.

Paragraf Kesatu :j
Penetapan Status Penggunaan BMDOleh .upati

~l

BagianKedua
Penetapan Status Penggunaan BMDi,

a. standar kebutuhan BMD untuk menyelenggarakan dan: menunjang tugas dan
fungsi Pengguna Barang;

b. hasil audit atas penggunaan tanah danjatau bangunanjdarr/atau
c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumberj lain.

(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) ::huruf cantara lain
termasukhasil pelaksanaan pengawasan dan pengendaliah yang dilakukan oleh
Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari masyarakat,

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1) meliputi:
a. penetapan status penggunaan;
b. pemanfaatan; atau
c. pemindahtanganan.



(2) Status penggunaan BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengari
Keputusan Bupati.

Pasal52
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal Slayat(l),Bupati

menetapkan status penggunaan BMO.

Pasal 51
(1) Pengelola Barangmelakukan penelitian atas permohonan penetapan status

penggunaan BMD dari Pengguna Barangsebagaimanadimaksud dalam Pasal 48
ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) dilakukan
terhadapkelengkapandankesesuaiandokumen yang dipersyara tkan.

(3) Oalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada a~at (2) belum meneukupi,
Pengelola Barangdapat:
a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang

mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMO; darr/ atau
b. melakukan pengeeekan lapangan.

(4) Kegiatan Pengelola Barangsebagaimana dimaksud papa ayat (3) dilakukan
terhadap BMD berupa tanah dan zatau bangunan serta HMO selaintanah dany atau
bangunan yang' memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.

Pasal50
(1) Dikeeualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 49ayat (2) dan

ayat (5) huruf a apabila BMD berupa tanah belum mejniliki fotokopisertifikat,
dokumen dimaksud dapat diganti dengan:
a. akta jual beli;
b. girik;
c. letter C;
d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
f. berita aeara pcnerimaanterkait perolehan barang; atau
g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

(2) Dikeeualikan dati ketentuan sebagaimana dimaksud d~am Pasal 49 ayat (3)
apabila BMD berupa bangunan belum memiliki 1MBdandekumenperolehan dapat
diganti dengan surat pcrnyataan dariPengguna Barang yang menyatakan bahwa
bangunan tersebut. digunakan untuk penyelenggaraan tug&,sdanfungsi PD.

(3) Dikeeualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud d~am Pasal 49 ayat (5)
apabila BMD berupa tanah dan bangunan yang dipereleh dan APBD belum
memiliki sertifikat, 1zi11Mendirikan Bangunan.dandokumen perolehan dapat

I,

diganti dengan surat pernyataan dariPengguna Barang yf-ng menyat.akan bahwa
tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyeIen~aran tugas dan fungsi
PD.

(4) Dikeeualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 49 ayat (7)
apabila BMD berupa selain tanah dan bangunan yang diiJfroleh dari APBD belum
memiliki dokumen kepemilikan, dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat
pernyataan dariPengguna Barang yang menyatakan ba~wa BMD selain t.anah
dan/ atau bangunan terse but digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi
PD.

(5) Dikeeualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49ayat (8)huruf
b, huruf e, dan huruf dbelum ada, pengajuan usul permofonan penerbitan status
penggunaan disertai surat pernyataan dari Penggunalsarang bersangkutan yang
menyatakan bahwa barangtersebut adalah BMD yang <lui awal pengadaannya
direneanakan untuk dilakukan pemindahtanganan denga4 eara penyertaan modal
Pemerintah Daerah. .

(6) BMO yang belum rnerniliki dokumen kepemilikan teta~ harus menyelesaikan
pen guru san dokumen kepemilikanrncskipun telah ditetapkan status penggunaan
BMO.

d. fotokopi dokumen perolehan.



Pasal56
(1) Pengalihan status penggunaan HMD berdasarkan perjnohonan dari Pengguna

Baranglama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilakukan

Pasal55
(1) Pengalihan status penggunaan BMO berdasarkan inisiatilldariBupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dilakukanl dengan pemberitahuan
terlebih dahulu kepada Pengguna Barang. i

(2) Pengalihan status penggunaan BMO sebagaimana dimakfud dalam Pasal 54 ayat
(2) huruf b dari Pengguna Barang kepada Penggunaji Barang lainnya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan] persetujuanBupati.

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud ~ada ayat (2) dilakt~kan
terhadap BMO yang berada dalam penguasaan Pen~una Barang dan tidak
digunakan oleh Pengguna Barangyang bersangkutan. d

(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud ~pada ayat (2) dilakukan
tanpa kompensasi clan tidak diikuti dengan pengadaan 13*0 pengganti.

Pasal54
(1) BMD dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.
(2) Pengalihanstatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan:
a. inisiatif dari Bupati;dan
b. permohonan dari Pengguna Baranglama.

Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan BMD

Pasal53
(l) Pengelola Barangmenetapkan status penggunaan barang txfrdasarkan kewenangan

yang didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud daUj.mPasa143 ayat (2).
(2) Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barangsebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dengan mekanisme:
a. Pengguna Barangmengajukan permohonan penetapan ~tatus penggunaan BMD

yang diperoleh dari beban APBDdan perolehan lairmya yang sah kepada
Pengelola Barang; ,

b. pengajuan permohonan sebagairuana dimaksud pada h,ruf a dilakukan setelah
diterimanya BMO berdasarkan dokumen penerirnaah barang pad a tahun
anggaran yang berkenaan; dan ,

c. permohonan penetapan status penggunaan BMD diajukan secara tertulis oleh
Pengguna Barang kepadaPengelola Barang paling larPbat pad a akhir tahun
berkenaan.

(3) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disertai dokumensebagaimana !~imaksud dalam Pasal
49dan Pasal SO.

(4) Terhadap pengajuan permohonan penetapan stat~s penggunaan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitianisebagaimana ketentuan
PasalSI.

(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),Pengelola
Barangmenetapkan status penggunaan BMD. ,

(6) Dalam hal Pengelola Barangtidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebagairuana dimaksud padaayat (2), Pengelola Barangmenerbitkan surat
penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Paragraf Kedua ,
Penetapan Statu. Penggunaan BMDOlehPengelbla Barang~

(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barangsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), BupatimelaluiPeng~lolaBarangmenerbjtkan
surat penolakankepada Pengguna Barang disertai alasan.



Pasal59
(1) Berdasarkanpersetujuan Bupati scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58ayat

(2),PenggunaBaranglama melakukan serah terima BMD kepada Pengguna Barang
baru.

(2) Serah terima BMD kepada Pengguna Barang bam seb~gaimana dimaksud pad a
ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan al~ status penggunaan BMD
yang dituangkan dalam BAST. '

Pasal58
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ~alam Pasal 57, Bupati

memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan B'MD.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa.Surat Persetujuan

Bupati. ,
(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit rnemuat:

a. data BMDyang akan dialihkan status penggunaannya;
b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru.dan
c. kewajiban Pengguna Baranglama.

(4) Kewajiban Pengguna Baranglama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
yaitu:
a. melakukan serah terima BMO kcpada Pengguna Barang baru yang selanjutnya

dituangkan dalam BAST;dan
b. melakukan penghapusan terhadap BMO yang telah dialihkan dari daftar

I'Barang pada Pengguna Barang berdasarkan keputusan penghapusan barang.
(5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56ayat (1), Bupatimenerbitkansurat penolakan
kepadaPengguna Barang dengan disertai alasan.

Pasal57
(1) Pengelola Barangmelakukan penelitian atas permohonan pengalihan status

penggunaan BMO dari Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal
56ayat (1).

(2) Penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan
dan kesesuaian dokumenyang dipersyaratkan.

(3) Oalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada aya] (2) belum mencukupi,
Pengelola Barangdapat:
a. meminta keterangan atau data tambahan kepada , Pengguna Barangyang

mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMD; dan
b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru.

dengan pengajuan pennohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada
Bupati.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pad a a~at (1) paling sedikit
memuat:
a. data BMDyang akan dialihkan status penggunaannya;
b. calon Pengguna Barang baru; dan if
c. penjelasan serta pertimbanganpengalihan status penggunaan BMD.

(3) Data BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, arfara lain:
a. kode barang; ,
b. kode register;
c. nama barang;
d. jumlah;
e. jenis;
f. nilai perolehan;
g. nilai penyusutan;
h. nilai buku;
i. lokasi;
j. luas;dan
k. tahun perolehan.

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dilampiri:
a. fotokopi Oaftar BMO sebagaimanadimaksud pada ayat (~); dan
b. surat pernyataanyang rnemuat kesediaan calon Pen~una Barangbaruuntuk

menerima pengalihan BMO dari Pengguna Baranglama."



(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan
dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Oalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi,
Pengelola Barang dapa t:

Pasa164
(1) Pengelola Barangmelakukan penelitian atas permohonari penggunaan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasa163ayat (1).

Pasa163
(1) Permohonan penggunaan semen tara BMO diajukan secara; tertulis kepadaBupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. data BMOyang akan digunakan sementara;
b. Pengguna Barangyang akan menggunakan sementara B,MO;dan
c. penjelasan serta pertimbanganpenggunaan sementaraf: MD.

(3) Permohonan sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) harus .,.'·lengkaPidokumen:
a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BM ,; dan
b. fotokopi surat permintaan penggunaan sementara BM dan Pengguna Barang

yang akan menggunakan sementara BMO kepada Pengguna Barang.

Pasa162
(1) Penggunaan sementara BMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61dituangkan

dalam perjanjian antara Pengguna Barangdengan Pengguna Barang sementara.
(2) Biaya pemeliharaan barang milik daerah BMD yang timbul selama jangka waktu

penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dibebankan kepada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangyang menggimakan sementara BMO
bersangku tan.

Pasa161 i

(1) BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada !pengguna Barangdapat
digunakan sementara oleh Pengguna Baranglainnya dalani jangka waktu tertentu
tanpa harus mengubah status penggunaan BMD ersebutjsetelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Bupati. .

(2) Penggunaan sementara BMD sebagairoana dimaksud pada ayat (I] dapat
dilakukan untuk jangka waktu:
a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang urjtuk BMO berupa tanah

dari/ atau bangunan;
b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD selain tanah

dan/ atau bangunan.
(3) Penggunaansementara BMO dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan

dilakukan tanpa persetujuan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Sementara BMD

Pasa160
(1) BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) d;fin keputusanPengelola

Barang tentangpenghapusan BMD sebagaimana dimaksud ;~alam Pasal 59 ayat (5)
dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pen~na Barangbaru paling
lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan diteta~kan.

(2) Pengguna Barangdalam penatausahaan BMD melakukan llPencatatanberdasarkan
persetujuan Bupati, BAST, dan keputusan penghapusan B*,-O.

(3) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fengguna Barang lama
melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barangatas BMD yang
dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barangljaru dan Oaftar Barang
pada Pengguna Barang.

(4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu)
minggusejak tanggal BAST.

(5) Penghapusan BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Pengelola Barang.



(3) Penggunaan BMO untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) dituangkan dalarn perjanjianantaraPengguna Barangdengan pimpinan
pihak lain.

(4) Biaya pemeliharaan BMO yang timbul selama jangka waktupenggunaan BMO
untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang
mengoperasikan BMO.

Pasal68
(1) BMO yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat

digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada

ayat(l) dilakukandalam rangka mcnjalankan pelayanan umum scsuai tugas dan
fungsi PO yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Penetapan Status Penggunaan BMDUntuk Dioperasildan Oleh Pihak Lain

Pasal67 Ii
(1) Pengguna Barangsementara dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu

penggunaan sementara atas BMO sebagaimanadimaksud 4alamPasal 61ayat (2).
(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat] (1) diajukan Pengguna

BarangkepadaBupati paling lambat 3 (tiga] bulan ~ebelum jangka waktu
penggunaan sementara BMO berakhir.

(3) Mekanisme pengajuan permohonan,penelitian,persetpjuan,dan penetapan
olehBupati sebagaimana dimaksud dalam Pasa163sampaii:dengan Pasal 66berlaku
mutatis mutandis pada mekanisme pengajuanpermohonari, penelitian, persetujuan
danpenetapanoleh Bupatiterhadap perpanjangan penggunaan sementara HMO.

Pasal66
(1) Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas BMO telah

berakhirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) :
a. PenggunaBarangsementara mengcrnbalikan BMO kepada Pengguna Barang;

atau
b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barangyang

menggunakan semen tara BMO.
(2) Mekanisme pengalihan status penggunaan BMO sebagajmana dimaksud dalam

Pasal 54sampai dengan Pasal 60berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme
pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b. '

Pasal65
(1) Berdasarkanhasilpenelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasa164

ayat(I),Bupatimemberikan persetujuan atas penggunaan seitnentara BMO.
(2) Persetujuansebagaimana dimaksud pada ayat(I) dilakukan dengan menerbitkan

surat persetujuan Bupati. ,
(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. data BMDyang akan digunakan semen tara; ,
b. Pengguna Barangyang menggunakan sementara BMO; :;
c. kewajiban Pengguna Barangyang menggunakan stfnentara BMO untuk

memelihara dan mengamankan HMOyang digunakan sdmentara;
d. jangka waktu penggunaan sementara:
e. pembebanan biaya pemeliharaan;dan
f. kewajiban Pengguna Baranguntuk menindaklanjuti dalam perjanjian.

(4) Oalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1), Bupati rnenerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang
disertai alasan.

a. memintaketerangankepadaPenggunaBarangyang mengajukan pennohonan
penggunaan sernentara BMD; dan

b. memintakonfirmasi dan klarifika sikepada Pengguna Barangyang akan
menggunakan sementara BMO.



(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) paling sedikitmemuat:
a. data BMD;
b. jangka waktu penggunaan BMO untuk dioperasionalkan pihak lain;
c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan BMO; .
d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD;dan
e. kewajiban Pengguna Barang.

Pasa171 u
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 4alam Pasal 70ayat (2),

Bupati menetapkan penggunaan BMD untuk dioperasikanloleh pihak lain.
(2) Penggunaan BMO untuk dioperasikan oleh pihak Iainsebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasa170
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan BMD untuk

dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalani Pasal 69ayat (1).
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan

dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi,

Pengelola Barangdapat:
a. meminta keterangan kepada Pengguna Barangyang rnengajukan permohonan

penggunaan BMO yang dioperasikan oleh pihak lain;
b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepadaPilfk lain yang akan

mengoperasikan BMO; ,
c. mencari informasi dari sumber lainnya;
d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya

dan manfaa t.

Pasa169
(1) Permohonanpenggunaan BMD untuk dioperasikan oleh p~k lain diajukan secara

tertulis oleh Pengguna Barangbersangkutan kepada Bupati,
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit

memuat:
a. data BMO;
b. pihak lain yang akan menggunakan BMO untuk dioperasikan;
c. jangka waktu penggunaan BMO yang dioperasikan oleh ;pihak lain;
d. penjelasan serta pert.imbanganpenggunaan BMO yang (jlioperasikan oleh pihak

lain; dan
e. materi yang diatur dalam perjanjian.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokurnen:
a. fotokopikeputusan penetapan status penggunaan BMO;
b. fotokopisurat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan

mengoperasikan BMO kepada Pengguna Barang;dan ,
c. fotokopisurat pernyataan dari pihak lain yang akanl mengoperasikan BMO

kepada Pengguna Barang. .
(4) Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) huruf c

merupakan pernyataan pihak lain yang memuat:
a. BMD yang akan dioperasionalkan dalamrangka pelayanan umum sesuai tugas

dan fungsi PO/Unit Kerja;
b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMO yang timbul selama jangka

waktu pengoperasian BMO;
c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/ atau pemindahtanganan BMO selama

jangka waktu pengoperasian BMD;dan
d. mengembalikanBMO kepada Pengguna Barang,apabila jangka waktu

pengoperasian BMD telah selesai.

(5) Pihak lain yang mengoperasikan BMO dilarang melakukan pengalihan atas
pengoperasian BMO terse but kepada pihak lainnya dan/ a$umemindahtangankan
BMO bersangku tan.

(6) Bupati dapat menarik penetapan status BMO untuk dioperasikan oleh pihak
laindalam hal Pemerintah Oaerahakan menggunakan kembali untuk
penyelenggaraan Pernerintah Oaerah atau pihak lainnya.



Pasa176
(1) Penggunaan BMD untuk dioperasika n oleh pihak lain berakhir apabila:

a. berakhirnya jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak
lain, sebagaimana tcrtuang dalarn perjanjian;

b. perjanjian diakhiri secara sepihak olehPengguna Barang; atau
c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
a. pihak lain yang mengoperasikan BMD tidak memenuhi kewajibannya yang

tertuang dalam perjanjian; atau
b. t~rdapat. kondisi y~ng m~ngakiba~an pen~akhiran fengguna~n ~MD untuk

dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.

Pasa175
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan BMD dilakukan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ayat (I] diajukan Pengguna
bulan sebelum jangka waktu

(1) Pengguna Barangdapat melakukan perpanjangan penggunaan BMD untuk
dioperasikan oleh pihak lain.

(2) Perpanjangansebagaimana dimaksud pad a
BarangkepadaBupati paling lambat 3 (tiga)
penggunaan BMD bcrakhir.

(3) Ketentuan Pasal 69sampai dengan Pasal 71berlaku ftutatis mutandis pada
mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka waktu
penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. .

Pasa174

Pasa173
Perjanjian penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh p~ak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. data BMDyang menjadi objek;
b. Pengguna Barang;
c. pihak lain yang mengoperasikan BMD;
d. peruntukan pengoperasian BMD;
e. jangka waktu pengoperasian BMD;
f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMD,

termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan
pemeliharaan BMD;

g. pengakhiran pengoperasian BMD; dan
h. penyelesaian perselisihan.

Pasa172
(1) Penggunaan BMD oleh Pengguna Barang untuk dioperasikan oleh pihak lain

j:dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani olehPepgguna Barang dengan
pihak lain.

(2) Perjanjian penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Whak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah adanya keputusan Bupati.

(4) Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD sebagapnana dimaksud pada
ayat (3) huruf d an tara lainmemelihara dan mengamankan BMD yang
dioperasikan. I

(5) Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
meliputi: I

a. menindaklanjuti penggunaan BMD untuk dioperasikan l:olehpihak lain dengan
perjanjian; dan .

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 8MD yang dioperasikan
oleh pihak lain. :;

(6) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Penggurja Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69ayat (1), Bupatimenerbitkanstirat penolakan kepada
Pengguna Barangdisertai alasan. ::



Mitra Pemanfaatan meliputi:
a. penyewa, untuk pemanfaatan BMO dalam bentuk Sewa;

Pasal82

Bagian Kedua
Mitra Pemanfaatan

Bentuk Pemanfaatan BMD berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. KSP;
d. BGS atau BSG; dan
e. KSPI.

Pasal81

Pasal80
(1) BMOyang menjadi objekpemanfaatan dilarang dijaminkarratau digadaikan.
(2) BMO yang merupakan objekretribusi Oaerah tidakdapat dikenakan sebagai

objekpemanfaatan BMD.

Pasal79
(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang menjadi

objekpemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
(2) Biaya persiapan pemanfaataan BMO sampai dengan penunjukkanmitra

Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
(3) Pendapatan Oaerah daripemanfaatan BMO merupakan penerimaan Oaerah yang

wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
(4) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan BMD dalam I)fllgka penyelenggaraan

pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsiBLUD rmerupakan penerimaan
Daerah yangdisetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.

(5) Pendapatan Oaerah dari pemanfaatan BMO dalam rangka selain penyelenggaraan
tugas dan fungsi BLUO merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal78
(1) Pemanfaatan BMO dilaksanakan oleh: .

a. PengeiolaBarang denganpersetujuan Bupati, untuk BMO yang berada dalam
penguasaan Pengelola Barang;dan .

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola. Barapg, untuk BMD berupa
sebagian tanah darr/atau bangunan yang masih digimakan oleh Pengguna
Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. j:

(2) Pemanfaatan BMO dilaksanakan berdasarkan pertirpbanganteknis dengan
memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umurn.

(3) Pemanfaatan BMO dapat dilakukan sepanjang tidak mtngganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. .

(4) Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan OPRO.

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

BABVD
PEMANFAATAN

(1) Pada saat jangka waktu penggunaan BMO untuk dioperasikan oleh pihak lain
telah berakhir.pihak lain yang mengoperasikan BMO;: mengembalikan BMD
tersebut kepada Pengguna Barang dengan BAST.

(2) Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan BMD untuk dioperasikan
pihak lainsebagaimana dimaksud pada ayat (l)kepada Bupati paling lama 1 (satu)

I
bulan sejak ditandatanganinya BAST,dengan melampirkan fotokopi BAST.

Pasal77

(3) Oalam melakukan perigakhiran pengoperasian BMO yang ~~dasarkan pada kondisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); PcnggunaBarang
memintapersetujuanBupati.



Pasal88
(1) Dalam pemilihan mitra pemanfaatanKSP atau BGS/BSG, Pengelola

Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon

mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:

1. kemampuan keuangan;

Pasal87
(1) Pemilihan mitra dilakukan melalui tender.
(2) Dalam hal objekpcmanfaatan dalam bentuk KSPmenlpa:kan BMO yang bersifat

khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Pasal86
(1) Pelaksanapemilihan mitra pemanfaatan berupaKSPpada!: Pengelola Barang atau

BGS/BSG terdiri atas:
a. Pengelola Barang; dan
b. panitia pemilihanyang dibentuk oleh Pengelola Barang.,

(2) PelaksanapemilihanmitrapemanfaatanberupaKSPpada Pengguna Barangterdiri
atas: , .
a. Pengguna Barang; dan
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.

Pasal85
Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip:
a. dilaksanakan secara terbuka;
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
c. memperoleh manfaa t yang optimal bagi Daerah;
d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki [ntegritas, handal dan

kompeten;
e. tertib administrasi; dan
f. tertib pelaporan.

Bagian Ketiga
PemUihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaaqan BMD

(1) Objekpemanfaatan BMO meliputi:
a. tanahdanr ataubangunan; dan
b. selain tanah dan/ atau bangunan.

(2) Objekpemanfaatan BMO berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan : untuk sebagian atau
keseluruhannya.

(3) Oalam hal objekpemanfaatan BMO berupa sebagian tanahdarr/utau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dall/ atau bangunan yang
menjadi objekpemanfaatan BMO adalah sebesar luas bagian tanah dan/ atau
bangunan yang dimanfaatkan.

Pasal84

Pasal83
Mitra pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki tanggung jawab:
a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan BMO sesuai bentuk pemanfaatan;
b. menyerahkanhasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk

pemanfaatan;
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas aMO yang dilakukan

pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan BMO;
d. mengembalikan BMO setelahberakhirnya pelaksanaan; dan;
e. memenuhi kewajiban lainnyayang ditentukandalam perjanjian pemanfaatan BMO.

b. peminjam palmi, untuk pemanfaatan BMOdalam bentuk Pihjam Pakai;
c. mitra KSP, untuk pemanfaatan BMOdalam bentuk KSP;
d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan BMOdalam bentuk BGS/BSG; dan
e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan BMDdalam bentuk KSPI.



Pasa191
(1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

Pasa190
(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan:

a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;
b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;
c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelq~an BMD;
d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; clap
e. tidakmenjabat sebagai pengelola keuangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. berstatus PNS Daerah dengan golongan paling rendah m/b atau yang setara;

b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan i:
c. memiliki kemampuan kerja secara berkelornpok dal~ melaksanakan setiap

tugasjpekerjaannya.

Pasal89
(1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnva terdiri atas:

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(2) Keanggotaan panitia pemilihansebagaimana dimaksud \?ada ayat (l)berjumlah
gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) drang, yang terdiri atas:
a. unsur dari Pengelola Barangdan dapat mengikutsertakan unsur dari PDIunit

kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP BMD pad a
Pengelola Barang; "

b. unsur dari Pengguna Barangdan dapat mengikutsertakan unsur dari PD/unit
kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP BMD pada
Pengguna Barang;dan "

c. unsur dari Pengelola Barangserta dapat mengikutsertaJkan unsur dari PD/unit
f

kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra BGSjBSG.
(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh:

a. unsurdari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP BMD
pada Pengelola Barang atau BGS/ BSG;dan

b. un sur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP SMD
pada Pengguna Barang.

(4) Aparat Pengawasanlnternf'ernerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan panitia
pemilihan.

2. spesifikasi teknis; dan
3. rancangan perjanjian.

c. menetapkan panitia pemilihan;
d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra ber~sarkan usulan dari

panitiapemilihan;
e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia

pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
f. membatalkan tender, dalam hal:

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyjmpang dari dokumen
pemilihan;

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisrne yang
melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar;

g. menetapkan mitra;
h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra;dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepadaljupati.

(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
diperlukan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat:
a. menetapkan Timpendukung; darr/atau
b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengelola

Barang/Pengguna Barangsebagairnana dimaksud dalanj Pasal 10dan Pasal 12.



Bagian Keempat
Tender

Pasal93
(1) PengelolaBarangjPengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan

pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD,yang meliputi:
a. honorariumpanitia pemilihan mitra;
b. biaya pengumuman, terrnasuk biaya pengumuman ulang;
c. biaya penggandaan dokumen; dan
d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pela,sanaan pemilihan mitra.

(2) Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasa192
(1) Pemilihanmitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon

mitraPemanfaatanKSPdanj atauBGS / BSG wajib memenuhi persyaratan kualifikasi
sebagai berikut:
a. persyaratanadministratif sekurang- kurangnya melipu ti:

1. berbentukbadan hukum;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. membuat surat Pakta Integritas;
4. menyampaikan dokumen pcnawaran beserta dokumen pendukungnya; dan
5. merniliki domisili tetap dan alamat yang jelas,

b. persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
1. cakapmenurut hukum;
2. tidak masukdalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuanl teknis dan manajerial;

dan
4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
(2) Pejabatjpegawai paciaPemerintah Daerah atau pihak yang memiliki hubungan

keluarga, baik dengan Pengelola BarangjPengguna Barang, Timpemanfaatan,
maupun panitia pernilihan, sarnpai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon
mitra.

mitra dan
Baranguntuk

jadwal proses pemi¥han
Pengelola Barangj Pengguna

a. menyusun rencana
menyampaikannyakepada
mendapatkan penetapan;

b. menetapkan dokumen pemilihan; ,
c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di mediajmassa nasional dan di

website Pemerintah Daerah; .
d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra; ~
e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap pdnawaran yang masuk;
f. menyatakantender gagal; I;
g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;

h
h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam ijal tender gagal atau

pemilihanmitra tidak dilakukan melalui tender;
1. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender j seleksi

langsungjpenunjukan langsungkepadaPengelola Barang/Pengguna Barang;
j. menyimpan dokumen asli pemilihan;
k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan

kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan
1. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis darr/atauperubahan materi

perjanjiankepada Pengelola Barangj Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.
(2) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi ijerjanjian sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf 1 dilaksanakan setelahmeddapat persetujuan dari
Bupati untuk BMDyang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.

(3) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana
dimaksudpadaayat (1) huruf Idilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari
Pengelola Baranguntuk BMD yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan
Pengelola Barang.



Pasa199
(1) Pembukaan dokumen penawaran diJakukan secara terbuka di hadapan peserta

calon mitra pacta waktu dan tempa t yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

Paragraf Kelima
Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasa198
(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihanj secara langsung kepada

panitia pemilihan dan/ atau mengunduh dari website sJsuai waktu dan tempat
yang ditentukan dalam pengumuman. ;

(2) Panitia pernilihan membuat daftar peserta calon i mitrayang melakukan
pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Keempat
Pemasukan DokumenPenawaran

Pasa197
(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan.secara langsung kepada

panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat
yang ditentukan dalam pengumuman.

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan
pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Ketiga
PengambUan Dokumen PemUihan

Pasa196 t

(1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa
nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional dan website
Pemerintah Daerah.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat [Ijdilakukan paling sedikit 2 (dua)
kali.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang; ,
b. identitas BMD objekpemanfaatan;
c. bentuk pemanfaatan;
d. peruntukan objekpemanfaatan; dan
e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Kedua
Pengumuman

Tahapan tender meliputi:
a. pengumuman;
b. pengambilan dokumen pemilihan;
c. pemasukan dokumen penawaran;
d. pembukaan dokumen penawaran;
e. penelitian kualifikasi;
f. pemanggilan peserta calon mitra;
g. pelaksanaan tender; dan
h. pengusulan calon mitra.

Pasa195

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan I3.MDkepada mitra yang
tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan BMDyang efisien, efektif, dan optimal.

Pasa194

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum



Pasal105
(1) Panitia pemilihan menyatakan tender gaga1apabila:

a. tidak terdapat peserta calon mitra yang Iulus kualifikasi;
b. ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah

ini; atau
d. calon mitra mengunclurkan diri.

(2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

Paragraf Kesepuluh
Tender Gaga!

Pasall04
Pengelola Barangj Pengguna Barang menetapkan pemena~ tender sebagai mitra
pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 103ayat (1) dengan keputusan.

Pasal103
(1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatan disampaikan

secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
berdasarkan berita aeara hasil tender.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melampirkan.dokurnen pemilihan.

Paragraf Kesembilan ;;
Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanf1aatan

Pasal102
(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan BMD berdasarkan

spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang
kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra iyang lulus kualifikaai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100ayat (1).

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat
paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.

(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia
pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender. 1;

Paragraf Kedelapan
Pelaksanaan Tender

Pasa1101
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus
kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui suratitertulis danj atau surat
elektronik.

Paragraf Ketujuh
Pemanggilan Peserta Calon Mitra

Pasa1100
(1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi ¢rhadap peserta calon

mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secaja lengkap, benar, dan
tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan
untuk mengikuti tender pemanfaatan.

(2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acata yang ditandatangani
oleh panitia pemilihan.

Paragraf Keenam
Penelitian Kualiflkasi

(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalamj berita acara yang
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang $ksi dari peserta calon
mitra yang hadir.



Pasal 110
(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal l06ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri

Paragraf Ketiga Bela.
Penunjukan Langsung

Pasall09
(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita racara negosiasi melalui

cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing ffserta calon mitra.
(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calen mitra dengan hasil

negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Baranguntuk dapat
ditetapkan sebagai mitra. 1

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar
pertimbangandan melampirkan dokumen pemilihan.

Pasall08
(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pernanfaatan dan konsep materi

perjanjian.
(2) Selain hal sebagaimanadimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan BGS/BSG,

negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian Pernerintah Daerah dari
objekBGSjBSG yang dilakukan pemanfaatan.

(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BOS/BSG, termasuk perubahan yang
mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk
pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunanuntukpemanf~atanBGS/BSG dilarang
untuk dinegosiasikan.

(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosi~si dan hasil negosiasi
dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia
pemilihan dan peserta calon mitra.

Pasall07
(1) Dalam hal setelah dilakukan pengurnuman ulang sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 106ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2
(dua) peserta , panitia pcmilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya
melakukan seleksi langsung.

(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tahapan seleksi langsungterdiri atas:
a. pcmbukaan dokumen penawaran;
b. negosiasi;dan
c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barangj Pengguna Barang.

(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses tender
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 95.

Paragraf Keduabelas
Seleksi Langsung

Pasall06
(1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:

a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal l05ayat (1); atau
b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3fJ(tiga)peserta.

(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia
pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan
website Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling
sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme
tender.

Paragraf Kesebelas
TenderUlang



.Paragraf Kedua
Jangka Waktu Sewa

f. Iembaga/ organisasi internasiona 1/asing;
g. yayasan; atau
h. koperasi.

(1) BMD yang dapat disewa berupa:
a. tanahdan Zatau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang

kepada Bupati;
b. sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna

Barang; dan Zatau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Sewa BMD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuanBupati.

(3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c
dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah rnendapat persetujuan dari Pengelola
Barang.

(4) Pihak lain yang dapat menyewa BMD, meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. swasta;dan
d. badan hukum lainnya.

(5) Swastasebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf C, antara lain:
a. perorangan;
b. persekutuan perdata:
c. persekutuan firma;
d. persekutuan komanditer;
e. perseroan terbatas;

Pasall13

Pasa1112
(1) Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan:

a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belumy tidak dilakukan
penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan Daerah;

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi Pengguna Barang; danj atau

c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah.
(2) Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan

tidak mengganggu pelaksanaan tuga s dan fungsi penyelenggaraan pernerintahan
Daerah.

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Bagian Kelima
Sewa

Pasa1111
Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalani tahapanpenunjukan
langsungsebagaimana dimaksuddalam Pasal 110ayat (2) dan ~at (3), berlaku mutatis
mutandis terhadap penunjukan lang sung pada KSP atas BMp yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87ayat (2).

atas 1 (satu) peserta, panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan
selanjutnya melakukan penunjukan langsung.

(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang mengikuti
tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Proses tahapan seleksi langsungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 107berlaku
mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung.



Pasall18
(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ;117huruf aadalah hasil

perkalian antara nilai indeks BMD dengan luas tanah dan/ a tau bangunan dan
nilai wajar tanah dan/ atau bangunan. s

(2) Tarif pokok sewa sebagairnana dimaksud padaayat (1), dibedakan untuk:
a. BMO berupa tanah;
b. BMO berupa bangunan;
c. BMO berupa sebagian tanah dan bangunan;dan
d. BMO selain tanah dan Zatau bangunan.

Pasal 117
Formula tarif sewa 13MOrnerupakan hasil perkalian dari:
a. tarif pokoksewa; dan
b. faktor penyesuaisewa.

Pasal 116
(1) Formula tarif /besaransewa BMO ditetapkan oleh Bupati:

a. untuk BMD berupa tanah dan /atau bangunan; dan
b. untukBMO berupa selain tanah dan/ atau bangunan dengan berpedoman pada

kebijakan pengelolaan HMO.
(2) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal

sewa BMOyang ditentukan.
(3) Besaran sewa atas BMO untuk KSPIsebagaimana dimaksud dalamPasal 114ayat(2)

huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu
sewa Iebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 114ayat (2)
huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-rnasing jenis
infrastruktur.

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian sebagaimana dimaksud pad a ayat (3)
antara lain dengan mempertimbangkan daya beliykemampuan membayar
masyarakat dari/utau kemauan membayar masyarakat.

Paragraf Ketiga
Formula Tarif/Besaran Sewa

Pasal 115 .
Lingkup pemanfaatan BMJ?dalamrangkakerja sama infraStIuij.:tur dapat dilaksanakan
melaluisewarnempedomani ketentuan Peraturan Perundang-uridangan.

"

Pasall14
(1) Jangka waktu sewa BMO paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani

perjanjian dan dapat diperpanjang.
(2) Jangka waktu sewa BMO sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat lebih dari 5

(lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
a. kerja sarna infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5

(lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(3) Jangka wakt.u sewa BMO untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang
memerlukan Iebih dari 5 (lima) tahun sebagaimanadimaksudpada ayat (2) huruf b
dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atasxewayang dilakukan oleh
pihak yang berkompeten.

(4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung
berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
a. per tahun;
b. per bulan;
c. per hari; dan
d. per jam.

(5) Jangka waktu sewa BMO dalam rangka kerja sama infqastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh] tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali. .



Pasal124
(1) Tarif pokok sewa untuk BMO berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118ayat (2) huruf c mcrupakan hasll pcnjumlahan dan:

Pasal123
(1) Oalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dan bangunan, luas

bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121ayat el) hurufbadalah sebesar
luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.

(2) Oalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disev.fakan memiliki dampak
terhadap bagian bangunan yang lainnya, luas bangunani sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12Iayat (1) huruf b dapat ditambahkan jumlah t.ertentu dari luas
bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut..

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12Iayat (1) hUTUf c
dihitungdalam rupiah per meter perscgi,

Pasal122 ..
(1) Faktor varia bel sewa bangunan sebagaimana dimaksud ~alam Pasal 12Iayat (1)

huruf a ditetapkan oleh Bupati.
(2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b

merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) hurufc

merupakan nilai wajar atas bangunan.

Pasal121
(1) Tarif pokok sewa untuk BMO berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 118ayat (2)huruf b merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor varia be1sewa bangunan;
b. luas bangunan; dan
c. nilai bangunan.

(2) Oalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, tarif pokok sewa
bangunan ditambahkan tarifpokok sewa prasarana banguhan.

{:

Pasal120
(1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1I9ayat P)dihitung dalam meter

persegi.
(2) Oalam hal tanah yang disewakan hanva sebagian tanah, luas tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 119ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang
disewakan.

(3) Oalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap
bagian tanah yang lainnya, luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak
pemanfaatan tersebut.

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119ayat (4-)dihitungdalarn rupiah
per meter persegi.

Pasall19
(1) Tarif pokok sewauntuk BMO berupa tanah sebagaimana-dimaksud dalam Pasal

118ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa tanah;
b. luas tanah; dan
c. nilai tanah.

(2) Faktor varia beI sewa tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a
besarannya ditetapkan oleh Bupati.

(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ip dihitung berdasarkan
gambar situasijpeta tanah atau sertifikat tanah. .

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C' merupakan nilai wajar
atas tanah.

(3) Tarif pokok sewa BMO berupa tanah danjatau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapattermasuk formula sewa BMD
berupa prasarana bangunan.

(4) Tarif pokok sewa BMOditetapkan oleh Bupati.



Pasal128
(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127huruf a

diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk men:cari keuntungan, antara
lain:
a. perdagangan;
b. jasa; dan
c. industri.

(2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127huruf b
diperuntukkan bagi kegiatan yang rnenarik imbalan atas barang atau jasa yang
diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain: .
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu

atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupuh immateril;
b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas] yang diperlukan dalam

rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang.jdan
d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis. :

(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127huruf c
diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atasbarang/jasayang
diberikan dan/ atau tidak berorientasi mencari keuntungaa antara lain:
a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/ atau tidak

terdapat potensi keuntungan;
b. kegiatan sosial;
c. kegiatan keagamaan;

Pasal127
.Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalamlPasal 126ayat (1) huruf
a dikelompokkan atas:
a. kegiatan bisnis;
b. kegiatan non bisnis; dan
c. kegiatansosial.

Paragra! Keempat
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal126
(1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal LlZhuruf b meliputi:

a. jenis kegiatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
c. periodesitas sewa.

(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dihitung dalam
persentase.

(3) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal125
(1) Tarif pokoksewa untuk prasarana bangunan sebagaimana' dimaksud dalam Pasal

12Iayat (2)merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
b. nilai prasarana bangunan.

(2) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
huruf a ditetapkan sarna besar dengan faktor variabel sewa bangunan.

(3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b
merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan.

(4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

a. tarif pokok sewa tanah; dan
b. tarif pokok sewa bangunan.

(2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksjid pada ayat (1) huruf a
berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam PasalII9 dan Pasal 120.

(3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
"huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 121, Pasal 122dan Pasal

123.



Pasal 131
(1) Oikecualikan dariketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130ayat (2),

penyetoran uang sewa BMD untuk KSPldapat dilakukansecara bertahap dengan
persetujuan Pengelola Barang.

(2) Persetujuan Pengelola Barangsebagaimana dimaksud , pada ayat (1) wajib
dilaporkan kepada Bupati. ,

(3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalampcrjanjian Sewa.

(4) Penyetoranuang sewa BMD secara bertahap sebagaimanadimaksud pad a ayat (3)
dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran
berdasarkan besaran scwa BMD hasil perhitungan sesuai.ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116sampai dengan Pasal 126.

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta masukan dari
Penilai.

(6) Penyetoranuang sewa BMO secara bcrtahap sebagaimanaldimaksud pada ayat (3)
dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek
flnansial untuk membayar secara sekaligusdibuktikan dengan surat pcrnyataan.

(7) Surat pernyataansebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh
penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai

Pasal130
(1) Hasil sewa BMO merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan

ke rekening Kas Umum Daerah,
(2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2

(dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMO.
(3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan

dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau
menyetorkannya ke rekening Kas Umum Oaerah.

(4) Pembayaranuang sewa sebagaimana dimaksud pada !lyat (2) dan ayat (3)
dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada
lampiran yangmenjadi bagian tidak terpisahkan dari perjarfjian sewa.

Paragraf Keenam
Pembayaran Sewa

Pasal129
(1) Penyewaan BMO dituangkan dalam perjanjian sewa yang d,tandatangani oleh:

a. Bupati dan penyewa, untuk BMO yang berada pada Pe~elola Barang;dan
b. Pengelola Barang dan penyewa, untuk BMO yang berada pada Pengguna

Barang. •
(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paln18 sedikit memuat:

a. dasar perjanjian; I,

b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; i
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
d. besaran dan jangka waktu sewa, tennasuk periodesitas ~ewa;
e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional darl. pemeliharaan selama

jangka waktu sewa;
f. peruntukan sewa, tennasuk kelompok jenis kegiatari usaha dan kategori

bentuk kelembagaan penyewa;
g. hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain yang dianggap perlu.

(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan
di kertas bermaterai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung
penyewa.

Paragraf Kelima
Perjanjian Bewa

d. kegiatan kemanusiaan;
e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.



Pasa1134 !:
(1) Penyewa wajib menyerahkan BMO pada saat berakhirnjia sewa dalam keadaan

baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi da~ peruntukannya.
Ii
il

tl
(2)Penyerahan BMDs.ebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditt'langkan dalam BAST.
(3) Pengelola Barang/ Pengguna Barang harus melakukan ] ngecekan BMO yang

disewakan sebelum ditandatanganinya BASTgunamerna .I' an kelayakan kondisi
BMDbersangkutan. ~

(4)PenandatangananBASTsebagaimana dimaksud pada ay~t (3) dilakukan setelah
semua kewajiban penyewadipenuhi. f,

ji
;1

~

Sewa berakhir apabila:
a. berakhimya jangka waktu sewa; it
b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian iyallg ditindaklanjuti

denganpencabutanpersetujuansewaoleh Bupati atau PengelolaBarang;
c. Bupatiatau Pengelola Barang mencabut persetujuahsewa dalam rangka

pengawasan dan pengendalian;dan .
d. ketentuan lain sesuai Pcraturan Perundang-undangan,

Pasa1133

Paragraf Kedelapan
Pengakhiran Sewa

~
ketidakmampuan tersebut dan pemyataan tanggung jawabhmtuk membayar lunas
secara bertahap. ~

~
IiParagraf Ketujuh n

Perpanjangan Jangka Waktu Sewa I
Ij

Pasal132 ;
(1)Jangka waktu sewa BMDdapatdiperpanjang dengan persetjijuan:

a. Bupati,untuk BMDyang berada pada PengelolaBaran~g.. ~an
b. PengelolaBarang,untuk BMOyang berada pada Penggu] Barang.

(2)Penyewa dapat mengajukan perrnohonan perpanjang , jangka waktu sewa
kepada: 1;

a. Bupati,untuk BMOpada PengelolaBarang;dan [
b. PengelolaBarang,untuk BMOpada Pengguna Barang. f,

(3)Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewaijsebagaimanadimaksud
pada ayat (2)dilakukan ketentuan: ii
a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, pe+n.ohonan perpanjangan

harus disampaikan paling lambat 4 (empat)bulan sebefum berakhimya jangka
waktu sewa; ~

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan hatus disampaikan paling
lambat 3 (tiga)bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

!i

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan h~s disampaikan paling
lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhimyajangka wJlktu sewa;

d. untuk periodesitas sewa per han atau per jam, permohdnan harus disampaikan
sebelum berakhimya jangka waktu sewa. li

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r- dan huruf b diajukan
dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonanjsewa pertama kali.

(5)Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme
sebagaimana pengajuan usulan sewa baru. ':

(6)Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114ayat (5)dilakukan dengan mempertimbangkan: il
a. karakteristik jenis infrastruktur; 1,;

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; i1
c. ketentuan untukmasing-masingjenis infrastrukturdalam Peraturan Perundang-

undangan; dan If

d. pertimbanganlain dari Bupati. e



Pasal137 "
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat pejmohonan dan dokumen

pendukung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13Suntuk~menguji atas kelayakan
penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa. ii

(2) Oalam melakukan penelitianterhadap barang yang akdn disewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13Sayat (3)huruf c, Pengelola \13arang dapat meminta
keterangan kepada Pengguna Barangyang menyerahkdn BMD berupa tanah

I,

dan/ atau bangunan yang diajukan untuk disewakan. :
(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atay Penilai Publik untuk

melakukan penilaian objeksewa guna memperoleh nilai ~ajar BMD berupa tanah
dan/ atau bangunan yang akan disewakan, '"

(4) Penilai publik sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) ditetajfkan oleh Bupati.
(5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana d~aksud pada ayat (3)

diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana if1imaksud dalam Pasal
118adalah perhitungan besaran sewa. '

(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) d~unakan oleh Pengelola
Barangdalam melakukan kajian kelayakan penyewaan f!sebagaimana dimaksud
pad a ayat(l) dan perhitungan besaran sewa. '

(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibeb
(8) Oalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon pe ewa dalam waktu yang

bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa d ngan didasarkan pada
pertirubanganaspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta usulan sewa yang
paling menguntungkan Pemerintah Daerah.

Pasal136 i:
(1) Data calonpenyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ljSayat (2) huruf a terdiri

d~: .
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
d. data lainnya.

(2) Oalam hal calon penyewa adalah perorangan, dahl J, calon penyewa hanya
dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk seba~aimana dimaksud pada
ayat (l)huruf a. i

(3) Data BMO sebagaimana dimaksud dalam Pasa1l3Sayat (3J.puruf c terdiri dari:
a. foto atau gam bar BMD, berupa:

1. gambarlokasidan/ atau site plantanah dan/ atau bangunan yang akan
disewa;dan "

2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan dis+Va.
b. alamat objekyang akan disewakan; dan/ atau ,
c. perk iraan luas tanah dan/ atau bangunan yang akan di~ewakan_

"

Paragraf Kesembllan i!
Tata Cara Pelaku.naan Sewa Oleh Pengelola~Barang

ii
Pasal135 :i"

(1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan dist' i dengan dokumen
pendukung. '

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), _emuat:
a. data calon penyewa; ~
b. latarbelakang permohonan; !
c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; <tan
d. peruntukansewa. ~

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (qterdiri dari:
a. pemyataan/persetu~~andaripemilik/pengurus,perwakit;n pemilik/ pengurus,

atau kuasa pemilik /pengurus dalam hal calom penyewa berberituk
hukum Zbadan usaha;

b. pemyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMD
serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan

c. dataBMD yang diajukan untuk dilakukan sewa. '



Pasal 141 ,
(1) Usulan permohonan sewa sebagaimanadimaksud dalam Plsal 140ayat (5) disertai:

a. data BMD yang diusulkan; Ii

b. usulanjangka waktu sewa; "
c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran i~ewa;
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan
e. surat pernyataandari calon penvewa.

Pasall40
(1) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebag~ana dimaksud dalam

Pasal 135 dan Pasal 136beriaku mutatis mutandis terhadap pengajuan
permohonan sewa oleh calon penyewa pad a Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang rnelakukan penelitian atas ~elayakan penyewaan
permohonansewaoleh calon penyewasebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d

(3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap BMD [berupa sebagian tanah
dan/ atau bangunan atau selain tanah dan/ atau bangunari yang akan disewakan.

(4) Penilai~n .sebag~mana dimaks~d~adaa~at (3) di~ukan o*h: .
a. Penilai Pemenntah atau Penilai Publik yang ditetapkan ipleh Bupati, untuk BMD

berupa tanah danj atau bangunan; atau ,
b. Tim yang ditetapkan oleh Bupatidan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan

oleh Bupati, untuk BMD berupa selain tanah dan Zataulbangunan.
(5) Berdasarkan hasil penelitiankelayakan dan hasil penilaiaasebagaimana dimaksud

pad a ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajuIian usulan permohonan
sewa BMD kepada Pengelola Baranguntuk mendapat pers~tujuan.

:i

Paragraf Kesepuluh
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Penggun~ Barang

Pasal139
Pengguna Barangdapat rnembentuk Tirndalam rangka pemanfaatan sewa untuk
mempersiapkan usulan sewa.

Pasal138
(1) Bupatiroemberikanpersetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan

mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan genyewaan sebagairnana
dimaksud dalarn Pasal ] 37ayat (9).

(2) Apabila Bupati tidak rnenyetujui permohonan terse but, Bqpati menerbitkan surat
penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan] sewa dengan disertai
~~. '

(3) ApabilaBupatirnenyetujuipermohonan tersebut,Bupati i: menerbitkan surat
persetujuan penyewaan BMD berupa tanah dan/ atau bangiman.

(4) Surat persetujuan penyewaan BMD berupa tanah] danjatau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya ~emuat:
a. data BMD yang akan disewakan;
b. data penyewa;
c. data sewa, an tara lain:

1. besaran tarif sewa; dan
2. jangka waktu. til

(5) Besaransewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan wa BMD berupa tanah
danj atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan b ,Tdasarkan formula tarif

!.

sewa. I
(6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh ra10n penyewa dan nilai

usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdaserkan formula tarif sewa,
besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujudn sewa adalah sebesar
usulan besaran sewa dari calon penyewa. :'

(9) Berdasarkan hasil penelitian sebagairoana dimaksud p4da ayat (1), ~engelola
Barang mengajukan usulan pennohonan sewa BMD ~epada Bupati untuk
mendapat persetujuan.



Pasal145
(1) Apabila Pengelola Barangtidak menyetujui permohonari sewa yang diajukan

Pengguna Barangsebagairnana dimaksud dalam PasaJjl 140ayat (5) Pengelola
Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan perrnintaan sewa dengan
disertai alasan. ::

(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa fang diajukan Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140ayat (5) Pengelola Barang
menerbitkan surat persetujuan penyewaan BMD. '

Pasall43
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan pe4,yewaan yang diusulkan

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1404tyat (5).
(2) Oalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud I¥tda ayat (1) Pengelola

Barangdapat meminta keterangan kepada Pengguna Barangyang mengajukan
sewa.

(3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian gun a
menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila pdngelola Barangmemiliki
keyakinan yang memadai bahwa: Ii
a. luas tanah dan/ atau bangunan yang disewakan tidalq mencerminkan kondisi

peruntukan sewa; atau 'i
b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan men~unakan formula sewa

dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar. i:
(4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar jsebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118dalam penghitungan besaran sewa. ~

(5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan ~D berupa selain tanah
dan/ atau bangunan Pengelola Barang melakukan peneftian atas besaransewa
yang diusulkan oleh Pengguna Barang, ~

(6) Pelaksanaan penilaiansebagaimana dimaksud pada ayaf (3) dilakukan dengan
berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan 11 Peraturan Perundang-
undangan. i:

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipetgunakan oleh Pengelola
h

Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan [sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa. t

(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebB4kan pada APSD.

Pasall44
(1) Pengelola Barangmemberikan surat persetujuan atas termohonan sewa yang

diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud d~ Pasal 140ayat (5),
dengan mempertimbangkanhasil penelitiansebagaimana [dimaksud dalam Pasal
143ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
143ayat (7). t

(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud ilpada ayat (1) Pengelola
Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa] kepada Bupati dengan
melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Pasal 142 :,
(1) Surat pemyataan Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 141ayat

(1) huruf d menyatakan bahwa: ii
a. SMO yang akan disewakan tidak sedang diguhakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi POIunit kerja; dan I!
b. penyewaanBMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tt)gas dan fungsi POIunit

kerja. ~
I'

(2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksurf dalam Pasal 141 ayat
(l)huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedi~ untuk menjaga dan
memelihara SMO serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu

nse~. ~

~i

(2) Oalam hal usulan sewa yang diajukanoleh Pengguna S~"ang sebagaimana yang
dimaksud pad a ayat (1) bukan berdasarkan permohona dari calon penyewa,
usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu di ,:rtai surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe.



Pasall48
(1) Perubahan bentuk BMDdilakukan dcngan persetujuan: ;,

a. Bupati,untuk BMDyang berada pada Pengelola Baran~;dan
b. Pengelola Barang, untuk BMOyang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf Keduabelas
Perubahan Bento BMD

Pasal147
(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMDyang d~ewa.
(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada] ayat (1) termasuk biaya

yang timbuI dari pernakaian dan pemanfaatan BMD Qlenjadi tanggung jawab
sepenuhnya dari penyewa. .

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di~ujukan untuk menjaga
kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. :

(4) Perbaikan BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (~) harus sudah selesai
)

dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka Ijwaktusewa.
(5) Dalam hal BMD yang disewa rusak akibat keadaan ~ahar, perbaikan dapat

dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Bar~gl Pengguna Barangdan
Penyewa.

Paragrar Kesebelas
Pemeliharaan Bewa

Pasall46
(1) Pengguna Barang melaksanakansewa berdasarkan persetlijuan Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14Sayat (2) paling lanfbat 1 (satu) bulan sejak
dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang. Ii

(2) Oalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Batang tidak disertai data
calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14Sa~at (4) Pengguna Barang

II
mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan sewa sebagaimana
dimaksud pad a ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon
penyewa.

(3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang
bersamaan, Pengguna Barangmenentukan penyewa den,.aan mempertimbangkan
aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta pertimbanganusulan sewa yang
dianggap paling menguntungkan.

i'

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) palplg sedikit memuat:
a. data BMOyang akan disewakan; ,
b. data penyewa;
c. data sewa, an tara lain:

1. besaran tarif sewa; dan
2, jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. :

(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barangrdak disertai data calon
penyewa, persetujuan sewa tidak perlu disertai data calor] penyewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b. ;:

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujilan sewa BMO berupa
tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil pethitungan berdasarkan
formula tarif sewa.

(6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa darr/atau Pengguna
Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk BMO
ben:pa sebagian tanah dan/ atau bangunan adalah sebes,r usulan besaran sewa
dan calon penyewa dan/ atau Pengguna Barang. :

(7) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan ~ewa BMD berupaselain
tanah dan/ atau bangunan berdasarkan nilai sewa. .



(2) Pelaksanaan pinjam pakai BMDdilakukan oleh: .
a. PengelolaBarang, untuk BMDyang berada pada Pengelola Barang;dan
b. Pengguna Barang, untuk BMDyang berada pada PenqunaBarang.

(3)Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang /Pengguna
Barangsebagaimanadimaksud padaayat (2)dilaksanakaI} setelah mendapatkan
persetujuan Bupati. '

Pasa1153 .'1

(1) Pinjam pakai BMDdilaksanakan antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah
atau antar-Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggajaan pernerintahan.

Paragraf Kedua
Pihak Pelak.aua Pinjam Pakai

Pasa1152
(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: :i

a. mengoptimalkan BMDyang belum atau tidak dilak$an penggunaan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dfn

b. menunjang pelaksanaanpenyelenggaraanpemerintahanpaerah.
(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan ~tas objek pinjam pakai.

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Bagiau Keeuam
Pinjam Palmi

Pasa1151
(1)Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian;:BMD belum dilakukan

terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat tegur~ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 150 penyewadikenakan sanksi administratif ijerupa surat peringatan.

(2)Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantia~ BMObelum diIakukan
terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan] sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. "

Pasa1150 ,
Penyewadikenakan sanksi administratif berupa surat teguranjapabila:
a. penyewa belum menyerahkan BMDyang disewa pada $at berakhirnya jangka

waktu sewa; :
b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147ayat (f)belum dilakukan atau

diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka taktu sewa; dan/ atau
c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149belllm selesai dilaksanakan

'I
paling lambat sebelum berakhimya jangka waktu sewa. ~

Paragraf Keempatbelas
Deuda Sanksi

~I

Pasa1149 ~i!
Oalam hal BMD selain tanah dan/ atau bangunan yang di wakan hilang selama
jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi se uaiketentuanPeraturan
Perundang-undangan. i'

(2) Perubahan bentuk BMD sebagaimanadimaksud pada ayat!I(I) dilaksanakan tanpa
mengubah konstruksi dasar bangunan. i:

(3) Oalam hal perubahan bentuk BMO sebagaimana dmllaksud pada ayat (2)
mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambaf-kan menjadi BMOdan
disertakan dalam BASTpadasaat berakhimya jangka wakti] sewa.

II
j!
I'

Paragraf Ketigabelas i:
<'

Gauti Rugi



c. identitas para pihak yang terkait dalam peIjanjian; Ii

d. jenis, luas atau jumlah barangyang dipinjamkan, dan jJillgka waktu;
e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional d;n pemeliharaan selama

jangka waktu peminjaman;
f. hak dan kewajiban para pihak; dan
g. persyaratanlain yang dianggap perlu.

Pasa1157 ,
(1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian sdrm ditandatangani oleh:

a. peminjam pakai dan Bupati, untuk BMO yang 'berada pada Pengelola
Barang;dan

b. peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BMOya*g berada pada Pengguna
Barang. ;i

(2) PeIjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat:
a. para pihakyang terikat dalam perjanjian; .
b. dasar perjanjian;

Paragraf Keenam
Perjanjian Pinjam Pakai

Pasa1156
(1) Selama jangka waktu pinjam pakai peminjam pakai dapatjmengubah bentuk BMD

sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi datll!atau penurunan nilai
BMO. .

(2) Perubahan bentuk BMO sebagaimana dimaksud pada ayatt l}:
a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk danjatau konstruksi dasar BMD;

atau
b. disertai dengan perubahan bentuk danj atau konstruksi dasar BMO.

(3) Usulan perubahan bentuk BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mengajukan pennohonan perubahan bentuk oleh teminjam pakai kepada:
a. Bupati, untuk BMDyang berada pada Pengelola Barang.dan
b. Pengelola Barang, untuk BMOyang berada pada Penggpna Barang.

(4) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan
setelah mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf KeHma
Perubahan Bentuk BMD

Pasa1155 ,
(I) Jangka waktu pmjam pakai BMO paling lama 5 (lima] tahun dan dapat

diperpanjang 1 (satu) kali. "
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (~) dilakukan dengan

pertimbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 152ayatl(l).
(3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, pe~ohonan perpanjangan

jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pen~lola BarangjPengguna
Barang paling larnbat 2 (dua) bulan sebelum jangka Waktu*' injam pakai berakhir.

(4) Dalam hal permohonan pcrpanjangan jangka waktu pin am pakai disampaikan
kepada Pengelola BarangjPengguna Barangmelewati ba" s waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), proses pinjarn pakai dilakukan] dengan mengikuti tata
cara permohonan pinjam pakai baru, i'

Paragraf Keempat
Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasa1154 i!
(1) Objek pmjam pakai meliputi BMD berupa tanahdarr/atau bangunan dan selain

tanah danjataubangunan yang berada pada Pengelola Bar~gjPengguna Barang.
(2) Objek pinjam pakai BMD berupa tanah danj atau ttangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan untuk sebagian a~u keseluruhannya.

Paragraf Ketiga
Objek Pinjam Pakai



Pasal 161
(1) Pelaksanaan pinjam pakai BMD dituangkan dalam perjarijian pinjam pakai yang

ditandatangani oleh Bupati dan peminjam pakai. ,I

(2) Perjanjiansebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditindak!ajpjuti dengan penyerahan
objek pinjam pakai dari Pengelola Barangkepada peminjajn pakai yang dituangkan
dalam BAST.

Paaal160 n
(1) Pemberian persetujuanjpenolakan oleh Bupati ataspermohonanpinjam pakai

dilakukan dengan mempertimbangkan: ~
a. BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak rdang digunakan untuk

tugas dan fungsi Pengelola Barang;dan :i
b. BMD yang dimohon akan digunakan untuk *nunjang pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintah Pusatjpemerintahan dae . lainnya.
(2) Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai, B. pati menerbitkan surat

persetujuan pinjam pakai, yang paling sedikit memuat: '
a. identitas peminjam pakai;
b. data objek pinjam pakai;
c. jangka waktu pinjarn pakai; dan
d. kewajiban peminjarn pakai.

(3) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati menerbitkan
surat penolakan pinjarn pakai kepada calon peminjam pakai dengan disertai
alasan.

Pasal159
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana djmaksuddalam Pasal

lS8ayat(3)Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai
kepada Bupati.

(2) Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat:
a. pertimbanganyang mendasari permohonan pinjam pakes;
b. identitas peminjarn pakai;
c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan
e. jangka waktu pinjarn pakai.

(3) Apabila objek pinjam pakai berupa tanah danj atau bangu,an atau sebagian tanah
danj atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi tanah danj ataujbangunan.

(4) Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah danjatau~bangunan, rincian data
objek pinjam pakai sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)ij.uruf d, termasuk nama
dan jumlah BMD.

Paragraf Ketujuh ,
HTata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD PadaPe~elola Barang

Pasal158
(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengelola

Barang.
(2) Pengelola Barangmelakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana 41maksud pada ayat (2)

meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD;
b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan '
c. jangka waktu pinjam pakai.

(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat J,(:3) merupakan dasar
pertimbanganBupati dalam memberikan persetujuanjpen~kan atas permohonan
pinjam pakai.

(3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepadal-engguna Barang.



Pasa1165 'I

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam
pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud daIa.rl Pasal 164ayat (2).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: .
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD;

, b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan

Pasa1164
r

(1) Calon pennnjam pakai mengajukan permohonan pinjarn! pakaikepada Pengguna
Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola
Barangberdasarkan permohonan dari calon peminjam pak,i dengan melampirkan:
a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;
b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakaitidak

I.

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
Daerah; dan

c. data objek pinjam pakai, an tara lain kartu identitas barang, untuk BMD yang
memiliki kartu identitas barang.

(3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Bajangaekurang-kurangnya
memuat:
a. pertimbanganyang mendasari pcnnohonan pinjam pakai;
b. identitas peminjam pakai;
c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; I'
d. rineian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi

tanah dan/ atau bangunan; dan
e. jangka waktu pinjarn pakai.

Paragraf Kedelapan ,
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD Pada Pe~gguna Barang

Pasa1163
(I) Dalam hal pemmjam pakaiakan mengakhiri pmjam pakaisebelum masa pmjam

pakai berakhir perninjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang.
(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakaisebagaimana dimaksud pada ayat

(l)dituangkan dalam BAST. "
(3) PengelolaBarang melaporkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Bupati.

Pasa1162 I,

(1) Selama jangka waktu pmjam pakai peminjam pakai Fajib memelihara dan
mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada peminjam
pakai. "

(2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir peminjam pakai hams
memberitahukan kepada Pengelola Barang akan merigakhiri atau mernperpanjang
pinjam pakai.

(3) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang perrunjam pakai mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengelola Barang.

(4) Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan
persetujuanperpanjangan pinjam pakai kepada Bupati.

(5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;
b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih

digunakan untuk menunjang pelaksanaan penjelenggaraanPemerintah
Pusatjpemerintahan daerah lainnya; dan

c. surat pernyataan dari Pengelola Barangbahwa pelaksaqaan pinjam pakai tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
Daerah. '



Bagian Ketujuh
KSP

Pasal168
(1) Dalam hal peminjam pakaiakan rncngakhiri pinjam pa~aisebelum masa pinjam

pakai berakhir, peminjarn pakai hams memberitahukan k~pada Pengguna Barang.
(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakaisebagaimana dimaksud pad a ayat

(1)dituangkan dalam BAST.
(3) Pengguna Barang melaporkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal167
(1) Pelaksanaan pinjam pakai BMD yang berada pada Pengguna Barangdituangkan

dalarn perjanjian pinjampakai antara Pengelola Barang dengan perninjam pakai.
(2) Perjanjian pinjam pakai sebagairnana dimaksud pad a ~yat (1) ditindaklanjuti

dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam
pakai yang dituangkan dalam BAST.

(3) Selama jangka waktu pinjam pakai peminjam pakai ::wajib memelihara dan
mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dengan
biaya yang dibebankan pada peminjam pakai. .

(4) Sebelum jangka waktu pmjam pakai berakhir peminjam pakai hams
rnemberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakliiri atau rnernperpanjang
pinjam pakai.

(5) Dalarn hal pinjam pakai akan diperpanjang peminjam pakai mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai keIflda Pengguna Barang.

(6) Pengguna Barangrnenyampaikan pengajuan permohonan persetujuan
perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui Pengelqla Barang.

(7) Pengajuan permohonan perset.ujuan perpanjangan pi,jam pakaisebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: .
a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;
b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa obj~k pinjam pakai masih

digunakan untuk rnenunjang pelaksanaan penyelenggaraan
PemerintahPusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan :'

c. surat pernyataan dari Pengguna Barangbahw~ pelaks~naan pinjam pak~i tidak
mengganggu pelaksanaan t.ugas dan fungsi penyeldnggaraan pemenntahan
Daerah,dalam hal pinjam pakai dilaksanakan oleh Pengguna Barang,

Pasal166
(1) Pemberian persetujuarr/penolakan oleh Bupati atas

permohonanpinjampakaidilakukan dengan mempertirnban~an:
a. BMDyang dimohon dalam kondisi belum atau tidakdigunakan untuk tugas dan

fungsi Pemerintah Daerah; :
b. BMD yang dirnohon akan digunakan untuk mfnunjang pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ pemerintahan daer~ lainnya; dan
c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 II (lima) tahun sejak

ditandatanganinyaperjanjian pinjam pakai. I:
(2) Dalam hal Bupati menyetujuipermohonan pinjam pakai] sebagairnanadimaksud

dalam Pasal 164ayat (2), Bupati menerbitkan surat persejnjuan pinjampakaiyang
sekurang-kurangnya mernuat: i

a. identitas peminjam pakai;
b. data BMD objek pinjam pakai;
c. jangka waktu pinjam pakai; dan
d. kewajiban peminjam pakai. ,

(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pmjam pakai
sebagairnanadirnaksud dalam Pasal 164ayat (2), Bupati melalui Pengelola
Barangmemberitahukan kepada Pengguna Barangdisertai alasannya.

c. jangka waktu pinjam pakai.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),!disampaikan kepada

Bupatisebagai dasar pertirnbanganpersetujuan/penplakan permohonan
persetujuan pinjam pakai oleh Bupa ti. .



Pasa1172
(I) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:

a. Pengelola Barangdengan persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada pada
Pengelola Barang.atau "

b. Pengguna Barangdcngan persetujuan Pcngelola Barang,untuk BMD yang
berada pada Pengguna Barang.

(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud i: pada ayat (1) huruf b
setelah mendapat pertimbangandari Bupati.

(3) Pihak yangdapat menjadi mitra KSP BMDmeliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dari/utau

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSP

~(1) Selama jangka wakt.u pengoperasian mitra KSP dilarang menjaminkan atau
menggadaikan BMDyang menjadi objek KSP. ,

(2) Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna
Barangsampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan ipada APBD.

(3) Biaya persia pan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya
pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.

(4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP dibebankan pada
mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian ketmtungan.

(5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk BMD pada Pengelola Barang.dan
b. Pengguna Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.

Pasa1171

Pasa1170
(1) KSP atas BMD dilaksanakanapabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana,

dalam APBDuntukmemenuhi biaya operasional, pejneliharaan, dan/ atau
"perbaikan yang diperlukan terhadap BMDyang dikerjasarnakan.

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMIE>yang bersifat khusus
dapat dilakukan penunjukan langsung.

(3) BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memiliki
karakteristik:
a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuaidengan ketentuan Peraturan

Perundang- undangan;
b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus ~eperti bandara udara,

pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungantwaduk;
c. barang yang dikerjasamakan dalarn investasi yang :perdasarkan perjanjian

hubungan bilateral antar negara; atau
d. baranglain yang ditetapkan Bupati. ,

(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersif,t khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Baran~ atau Pengguna Barang
terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang mejailiki bidang dau/atau
wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahtlfl selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pemljagian keuntungan hasil
KSP ke rekening Kas Umum Daerah. i

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan ~sebagaimana dimaksud
h

pada ayat (5) yang merupakan bagian Pemerintah Daerap,harus memperhatikan
perbandingan nilai BMD yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima
Pemerintah Daerahdengan nilai investasi mitra dalam KSP!

Pasa1169
KSP BMD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; danj atau]
b. meningkatkan pencrimaan pendapatan Daerah.

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum



Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSP

Pasal177
(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian

ditandatangani dan clapat cliperpanjang.

Pasal176
(1) Dalam pelaksanaan KSP mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/ atau

penambahan hasil KSP. .,
(2) Perubahan dan/ atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara addendum perjanjian. '
(3) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ,yat (2) ditujukan untuk

menghitung kembali besarankontribusi tetap dan pembagifm keuntungan.
(4) Besaran kontribusi tetap dan pernbagian keuntungan seb~aimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Timberdasarkan hasil perhitungart
(5) Timsebagaimana dimaksud pada ayat (4)ditetapkan:

a. Bupati, untuk BMDberupa tanah dan/ atau bangunan;: atau
<'b. Pengelola Barang, untuk BMD selain tanah dan/ atau gangunan.

(6) Perubahan danj atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah memperoleh
persetujuan Bupati.

Pasal175
(1) HasilKSP BMD dalam rangka penyediaaninfrastrukturterdiri atas:

a. penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangkawaktu KSPBMD;dan
b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMD.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (Ijhuruf a terdiri atas:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian kcuntungan.

Pasal174
(1) Hasil KSPdapat berupatanah, gedung, bangunan.sertasarana dan fasilitas yang

diadakan oleh mitra KSP. I·

(2) Sarana dan fasilitas hasil KSPsebagaimana dimaksud padajayat (1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.

(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi b;agian dari pelaksanaan
KSP.

(4) HasilKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi ,BMD sejak diserahkan
kepada Pemerintah Daerahsesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya
perjanjian.

Paragraf Keempat
Basil KSP

(1) Objek KSP meliputi BMDberupa:
a. tanah dan/ atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola

Barang/PenggunaBarang.
(2) Objek KSP BMD berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. .

Pasal173

Paragraf Ketiga
Objek KSP

c. swasta, kecuali perorangan.



(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun selama
jangka waktu KSP.

(3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pembagian
keuntungan KSPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
penerimaan Daerah.

(1) Mitra KSPwajib menyetorkan:
a. kontribusitetap; dan
b. pernbagian keuntungan KSP.

Pasa1180

Paragraf Ketujuh
Kontribusi Tetap Dan Pembagian KeuntQ.ngan

1,

(5) Penandatanganan perja njian KSI::ldilakukan setelah mitra KSP menyampaikan
4bukti setor pernbayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola

BarangjPengguna Barang.
(6) Bukti setor pernbayaran kontribusi tetap pertama sebsgaimanadimaksud pada

ayat (5) merupakan salah satu dokurnen pada lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dad perjanjian KSP.

Pasal179
(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalarn perjanjian KSP antara Bupati atau Pengelola

Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkankeputusan pelaksanaanKSP
olehBupati.

(2) Perjanjian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditahdatangani oleh mitra
KSPdan:
a. Bupati, untuk BMDyang berada pada Pengelola Baran~atau
b. Pengelola Barang, untuk BMDyang beradapada Pcngguna Barang.

(3) Perjanjian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling sed~ldtmernuat:
a. dasar perjanjian; ,
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. objek KSP;
d. hasil KSP berupa barang, jika ada;
e. peruntukan KSP;
f. jangka waktu KSP;
g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme

pernbayarannya;
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
i. kctentuan mengenai berakhirnya KSP;
j. sanksi; dan
k. penyelesaian persclisihan.

(4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk
Akta Notaris.

Paragraf Keenam
Perjanjian KSP

Pasa1178
(1) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP d~hgan cara mengajukan

permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua)
tahun sebelum jangka waktu berakhir.

(2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan Iungsi penyelenggaraan

pemerintahan Daerah; dan
b. selama pelaksanaan KSP terdahulu mitra KSP mematuhiperaturan dan

perjanjian KSP.

(2) Dalam hal KSP atas BMDdilakukanuntuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu
KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ~SP ditandatangani dan
dapat diperpanjang.



"1

sebagaimana d$aksud pada ayat (1)
perhitungan Ttnfberdasarkan dan/ atau

I,

Pasal 184 ~
(1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukandengan mejapertimbangkan:

a. nilai investasiPemerintah Daerah;
b. nilai investasi mitra KSP; dan
c. risiko yang ditanggung mitra KSP.

(2) Perhitungan pembagian keuntungan
ditentukan oleh Bupatidari hasil
mempertimbangkan hasil penilaian.

(3) Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana jidimaksud pada ayat (1)
huruf a didasarkan pada nilai wajar BMOyang menjadi otijek KSP.

Pasal183
(1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP .sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 182ayat (1) huruf a meningkat setiap!: tahun, yang dihitung
berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi
tingkat inflasi.

(2) Besaran peningkatanpersentasekontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP (ian dituangkan dalam
perjanjian KSP.

Pasal182
(1) Perhitungan kontribusitetap merupakan hasil perkalian dati:

a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
b. nilai wajar BMOyang menjadi objek KSP. ,

(2) B~saran persentase_kont~busi ~etap ~ebagain_lana dima~s,d pada ayat (1) huruf a
ditentukan oleh Bupati dan hasil perhitungan TlIIi;berdasarkan dan/ atau
mempertimbangkan hasil penilaian. :,

(3) Nilai wajar BMD dalam rangka KSP sebagaimana dimakstld pada ayat (1) huruf b
berdasarkan: ;,
a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Pu t)Iik yang ditetapkan oleh

Bupati, untuk BMD berupa tanah danjatau bangunan.]
b. hasilpenilaian oleh Timyangditetapkan oleh Bupati ;,dan dapat melibatkan

Penilai yang ditetapkanBupati, untuk BMD selain tanali dan/ atau bangunan.
(4) Apabilaterdapat nilai BMD yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a, dalam rangka pemanfaatan BMD
digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a.

pembagian keuntungan KSP BMD
ditetapkan dari hasil perhitungan
Barang, berdasarkan dau/atau

(1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap
dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimanadlmaksud dalam Pasal
180ayat (5) paling banyak 10% [sepuluh persen) dari tota~1penerimaan kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP. '

(2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontnbusi tetap dan pembagian
keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD.

(3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD berupa
tanah dan/ atau bangunan dan sebagian tanah dan/ atau bangunan ditetapkan
dari hasil perhitungan Timyang dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/ atau
mempertimbangkan hasil penilaian.

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase
berupaselain tanah dan/ atau bangunan
Timyang dibentuk oleh Pengelola
mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 181

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ~sil KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, :

(5) Dalam KSP BMD berupa tanah dan/ atau bangu nan , sebagian kontribusi tetap dan
pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang
dibangun dalam satu kesatuan perencanaan. i,

(6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannyai yangberupa bangunan
beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan :i!nerupakan objek KSP.



Pasal190
(1) KSP berakhir dalam hal: ,

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang;
c. berakhirnya perjanjian KSP; dan '
d. ketentuan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-uridangan.

(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ihuruf bdapat dilakukan
dalamhal mitra KSP:

Paragraf Kesembilan
Berakhirnya KSP

Pasal189
(1) Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun seb9~umnya harus disetor ke

rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sespai dengan tanggal yang
ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap ;pbun sampai dengan
berakhirnya perjanjian KSP. ;

(2) Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal188
(1) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum Daerah oleh

mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 [dua] hari kerja sebelum
penandatanganan perjanjian KSP.

(2) Pembayaran kontribusi tetap tahunberikutnya disetorkanrke rekening Kas Umum
Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tangga1ltyang ditetapkan dalam
perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan ber~himya perjanjian KSP.

(3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pa<;laayat (1) dan ayat (2)
dibuktikan dengan bukti setor.

Paragraf Kedelapan .
Pembayaran Kontribusi Tetap Dan Pembagian Keuntungan

Pasal187
(1) Apabilamitra KSP BMD untiik penyediaan

infrastrukturberbentukBadanUsahaMilik Negara/Daerah., kontribusi tetap dan
pembagian keuntunganyang disetorkan kepada PeJjberintah Daerahdapat
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen] dari hasilperhitungan
TimKSPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (5). "

(2) Penetapankontribusitetapdanpembagiankeuntungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negaraj Daerah dan
hasil analisis kelayakan bisnis KSP.

(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasa1186 :
(1) KSP atas BMD dapat dilakukan untuk mengoperasionalkarj BMD.
(2) KSP operasional atas BMD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) bukan

merupakan penggunaan BMDyang dioperasikan oleh pihatf lain.
(3) Apabilamitra KSP hanya mengoperasionalkan BMD bagian keuntungan yang

menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Bupati berdasarkan persentase tertentu
dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

Pasa1185
(1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembaliolehlsupatidalam hal

realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi
investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian. :.

(2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (q didasarkan dari hasil
audit yang dilakukan oleh auditor independen.

(4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.



Pasal194 ,
Tahapan pelaksanaan KSP atas BMDyang berada pada Pengelola Barangmeliputi:
a. inisiatif atau pennohonan;

Paragraf Kesepuluh '
Tata Cara Pelaksanaan KSP BMDYang Berada Pad a pengelola Barang

Pasal193
(1) PengakhiranperjanjianKSP secara sepihak oleh Bupatiata.uPengelola Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190ayat (1) huruf ~, dilaksanakan dengan
menerbitkan teguran tertulispertama kepada mitra KSP.

(2) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguransebagaimcpla dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tejakditerbitkan teguran
tertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis
kedua.

(3) Apabilamitra KSP tidak melaksanakan tegurankedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalendersejakditerbitkan teguran
tertulis kedua, Bupati atau Pengelola Barangmenerbitkan teguran tertulis ketiga
yang merupakan teguran terakhir.

(4) Apabilamitra KSP tidak melaksanakan teguranketigasebagaimana dimaksud pada
ayat (3)dalam jangka waktu 30 (tiga puluh] hari kalender ~ejak diterbitkan teguran
tertulis ketiga.Bupati atau Pengelola Barangmenerbitkan sprat pengakhiran KSP.

(5) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada !;8upati atau Pengelola
Barangdalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh] han setelab menerima
surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal192
(1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambatpada *at berakhirnya jangka

waktuKSP. Ii
(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAST.
(3) Dalam hal mitra KSP belum selcsai menindaklanjuti hasil auditsctelah

dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ,*yat (1), mitra KSP tetap
berkewajiban menindaklanjuti hasil audit. r

(4) Pengguna Barang/Perigelola Barang mclaporkan pengakhiran KSP dan penyerahan
objck KSP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) kcpada iBupati paling lambat 1
(satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 191
(1) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSR berakhir, mitra harus

melaporkan akan mengakhiri KSP.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I], Bupati atau Pengclola

Barang meminta auditor independcnj aparat pengawasaninternpernerintah untuk
melakukan audit atas pelaksanaan KSP.

(3) Auditor independenj Aparat Pengawasanlntern Pemerintah i:sebagaimana dimaksud
padaayat (2) menyampaikan hasil audit kepada Bupati, Perigelola Barang,danj atau
Pengguna Barang. :,

(4) Bupati, Pengelola Barang.dau/atau Pengguna Barang menyampaikan hasil audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP. ,

(5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dim~sud pada ayat (4) dan
melaporkannya kepada Bupati,Pengelola Barang, danjataujlPengguna Barang.

a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut:
b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tig.l tahun berturut-turut

sesuai perjanjian KSP; atau I,

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dirJf.aksud pada huruf a
danhuruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP:l

(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilaI4ukan oleh:
a. Bupati, untuk BMDyang berada pada Pengelola Barangjatau
b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguria Barang.

(4) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dil~kan secara tertulis.



Pasal200
(1) Dalam hal BMO dapat dilakukan KSP sebagaimana dimaksud dal.am Pasal

199Bupatimembentuk TimKSP.
(2) TimKSP bertugas:

Pasal199
Apabilahasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 BMD
dapat dilakukan KSP, Bupati:
a. membentuk TimKSP; dan
b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan penilaian BMO

yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas BMObersangkut.an.

Pasal198
(1) Pengelola Barangmelakukan penelitian administrasi atas d.bkumen BMOyang akan

dilakukan KSP. '
(2) Dokurnensebagaimana dimaksudpada ayat (1)meliputi:

a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
b. dokumenpengelolaan BMO; dan
c. dokumen penatausahaan BMO.

Pasal197
(1) Permohonandari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasa1l95huruf b,

diusulkan kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)paling sedikit memuat:

a. latar belakangpermohonan;
b. rencana peruntukanKSP;
c. jangka waktu KSP; dan
d. usulanbesaran penerimaan Daerah dan KSP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)dilengkapi dengan:
a. data BMOyang direncanakan untuk dilakukan KSP;
b. data pemohon KSP;
c. proposal rencana usaha KSP;dan
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.

(4) Informasi lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,antara lain:
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

(5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberlakukan
untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan BMO.

Pasa!196
(1) lnisiatif Bupati terhadap KSP atas BMO sebagaimana ¢imaksud dalam Pasal

195huruf a, dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP BrO.
(2) lnisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rencana

kebutuhan yang disampaikan oleh Pcngguna Barang/Kuasa Pcngguna Barang.

Pasa! 195
KSP atas BMOyangberada pada Pengelola Barangdapat dilakukanberdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonandari pihak lain.

b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Timdan penilaian;
d. perhitungan besaran penerimaan Daerah dari KSP berupa kontribusi tetap dan

persentase pernbagian keuntungan;
c. pemilihan mitra;
f. penerbitankeputusan;
g. penandatangananperjanjian; dan
h. pelaksanaan.



Pasal205
(1) Berdasarkan keputusan pe1aksanaan KSP sebagaimana dhnaksud Pasal 204, para

pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179ayat (1) m~nandatangani perjanjian
KSPdilakukan paling lambat 1 (satu] tahun terhitun~ sejak tanggal berlaku
keputusan pelaksanaan KSP. i'

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak kepijtusan pelaksanaan KSP
ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP,
keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal204
(1) Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.
(2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) paling

sedikitmemuat:
a. objek KSP;
b. peruntukan KSP;
c. penerimaan Daerah dari KSP;
d. identitas mitra KSP; dan
e. jangka waktuKSP.

Pasal203
Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 85sampai
denganPasal 111.

Pasal202
(1) Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201ayat

(l)danjatau mempertirubangkan laporan penilaian nila] wajar BMD, TimKSP
menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan.

(2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
oleh TimKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 182sampai dengan Pasal 187.

(3) Oalam halusulan besaran kontribusi tetap dan persentaseipembagian keuntungan
yang diajukan oleh pihak lain Iebih besar dalri hasil perhitungan
TimKSPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarars kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalamjpersetujuan KSP adalah
sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan persentase !pembagian keuntungan
yang diajukan olehpihak lain.

(4) Besa ran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijadika n nilai limit terendah dalam pelaksanaan
pemilihan mitra KSP.

Pasal201
(1) Oalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat menugaskan

penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan:
a. analisis penggunaan atas BMDyang akan dilakukan KS'?; atau
b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1Q9huruf b dan laporan
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai
bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas fprangakan ditenderkan
apabilaKSPberdasarkan inisiatif Bupati dan b1Jkan dalam rangka
mengoperasionalkan BMO; ,

b. menghitung besaran penerimaan Oaerah dari KSP !berdasarkan dan/ atau
mempertimbangkan hasil penilaian;

c. menyiapkan perjanjian KSP;
d. menyiapkan BASTobjek KSP dari Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan
e. melaksanakankegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

(3) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada' ayat(2), TimKSP dapat
mengikutsertakan PD/unit kerja teknis yang berkompeten.



Pasa1209

Pasa1208
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207huruf a diajukan oleh

Pengguna Baranguntuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.
(2) Permohonansebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. latar belakangpermohonan;
b. rencana peruntukanKSP;
c. jangka waktu KSP; dan
d. usulanbesaran penerimaan Daerah dariKSP.

(3) Permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. data calon rnitra KSP;
b. proposal rencana usaha KSP;
c. data BMD yang akan dijadikan objck KSP;dan
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.

(4) Surat pernyataandari Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
d menegaskan bahwa:
a. BMD yang akan menjadi objek KSP tidak sedang digunakan dalarn rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD; dan
b. pelaksanaan KSP BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

PD.
(5) Dalam hal Pengguna Barangmengusulkan penetapan mitra KSP melalui

mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud ,dalam Pasal 170ayat (4),
pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola
Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data calon mitra KSP.

(6) Datacalon mitra KSPsebagairnana dimaksud pada ayat (5) rneliputi:
a. nama;
b. alamat;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. bentuk kelernbagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha rTanda

Izin Usaha ata u yang sejenisu nt uk calon mitra KSPyang berbentuk badan
hukum Zbadan usaha.

Pasal207 ,
Tahapan pelaksanaan KSPatas BMD yang berada pada Pengguna Barang meliputi:
a. permohonan;
b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Timdan penilaian;
d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian.ke untungan:
e. persetujuan;
f. pemilihanmitra;
g. penerbitan keputusan;
h. penandatangananperjanjian; dan
I. pelaksanaan.

Paracraf Kesebelas j
Tata Cara Pelabanaan KSP BMD Yang Berada Pada ~Dggu.na Barang

Pasa1206
(1) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam perjanjian

KSP.
(2) Apabila KSPdilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan BMD,pada saat

pembangunan selesai dilaksanakan mitra KSPwajib:
a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya r,ang merupakan bagian

dari kontribusi tetapdan pembagian keuntungansebagaj.mana dimaksud dalam
Pasal 180ayat (5); dan

b. dapatlangsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun sesuai dengan
perjanjian KSP.

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mitra KSP menu njukan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertarna.



Pasal212

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentasei pembagian keuntungan
KSP berdasarkan darr/ atau dengan mempertimbangkan hasil Penilaian;dan

I,
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskanoleh Bupati,

(1),
telah

ayat
yang

permohonan scbagaimana dim~sudpada
kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas BtviD yang berada pada
Pengeloia Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Bupati paling lambat 2 (dua)
tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP.

(2) Pennohonansebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima)

tahun terakhir.
(3) Bupati meneliti

sertamengevaluasi
berlangsung.

(4) Apabilaberdasarkan hasil penelitian sebagairoana dimaksud pada ayat (3),Bupati
menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, Bupsj.i:
a. membentuk TimKSP; dan
b. menugaskanpenilai untuk melakukan penghitungan nilai BMD yang akan

dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan persentase pembagian
keuntungan KSP.

(5) TugasTiroKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf aantara lain:
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

Pasal211

Paragraf Keduabelas
PerpauJanpn Jangka Waktu KSP t

Yang BeradaPada Pengelola BarangDan Pe~a Barang

Pasal210
Ketentuan pelaksanaan KSP BMD yang berada pada Pengelola Barangsebagaimana~
dimaksud dalam Pasal 197sampai dengan Pasal 206mutatis mutandisberlaku untuk~pelaksanaan KSP BMD yang berada pada Pengguna Barang.

(1) Persetujuan atas pennohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208ayat
(1) diberikan oleh Perigelola Barang berdasarkan laporan na-nitia pemilihan mitra
dan laporan TimKSP dengan mempertirobangkan hasil penllaian.

(2) ApabilaPengelola Barang tidak menyetujui pennohonan K)SP terse but, Pengelola
Barangmemberitahukan kepada Pengguna Barang disertai ctengan alasan.

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pengelola Barangdengan menerbitkan surat persetujuan. j

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pa~g sedikit memuat:
a. objek KSP;
b. peruntukan KSP;
c. nilai BMD yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilaitinvestasi pemerintah;
d. minimal besaran kontribusi tetap;
e. minimal persentase pemhagian keuntungan; dan
f. jangka waktu KSP.

(5) Berdasarkansurat persetujuan KSP sebagaimanadimaksud pada ayat (4), Bupati
menetapkan keputusan peiaksanaan KSP.

(6) Berdasarkan keput.usan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) menandatangani
perjanjian KSP dilakukan paling larnbat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggai
berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

(7) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan
penandatanganan surat perjanjian KSP.

(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pa,fia ayat (6) dilakukan
setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun
pertama.



Pasa121S
(1) TimKSP sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 214ayat (4)huruf. a bertugas antara

lain:
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;
b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase. pembagian keuntungan

KSP berdasarkan dari/ atau dengan mempertimbangkan hasil penilaian;
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pen&eIola Barang.

(2) TimKSP sebagaimana dimaksudpada ayat [Ijmenyampaikan laporan pelaksanaan
tugas kepada Pengelola Barang.

(3) Apabila hasil pelaksanaan tugas TimKSP sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)menunjukan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat

Pasa1214
(1) Pengguna Barang mclakukan pcnelitian administrasi atas permohonan

I

perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh+mitra KSPsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 213ayat (1).

(2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(I)Pengguna Barang mengajukan perrnohonan persetujuan perpanjangan jangka
waktu KSP kepada Pengelola Barang.

(3) (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keimtungan dalam 5 (lima)

tahun terakhir. ,:
(4) Apabilaberdasarkan hasil penelitian sebagaimana diniaksud pada ayat (1),

Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP,Pengelola
Barang:
a. membentuk TimKSP; dan
b. menugaskan penilai.

Pasa1213
(1) Permohonan perpanjanganjangka waktu KSP atas B~D yang berada pada

PenggunaBarangdiajukan oleh mitra KSP kepada PenggunaBarang.
(2) Pennohonan sebagairnana dimaksud avat (1) dilampirkan:

a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima)

tahun terakhir.

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan
KSP sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 211ayat (3),B~pati melalui Pengelola
Barang dapat menugaskan penilai ata u pihak yang berkompeten untuk melakukan
analisis kelayakan pcrpanjangan pelaksanaan KSP.

(2) Penilai atau pihak yang berkompetensebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil
pelaksanaan tugas kepada Bupatimelalui Pengelola Barang.

(3) TimKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211ayat (5) menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan tugas kepada Bupatirnelalui Pengelola Barang.

(4) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Timk.Sl-sebagaimaria dimaksud pada ayat
(3)menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangkajwaktu KSP tidak dapat
disetujui, Bupatimenerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu
KSPyang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan ala san.

(5) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas TimKSPsebagaimaina dimaksud pad a ayat
(~) m~n.unjukan. bahwa_ permohonan perpanjangan jangka ~aktu KSP dapat
disetujui, Bupatimenerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
yang ditujukankepada mitra KSP.

(6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana
dimaksud pad a ayat (5) TimKSP menyusun perjanjian perwmjangan jangka waktu
KSP sekaligus menyiapkan hal teknis yang diperlukan. .

(7) Perpanjangan jangka waktuKSP sebagaimana dimaksud p~a ayat (6)berlaku pada
saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupatidengan mitra KSP dilakukan.



Pasal220

(4) S~ya persiapan BGS/BSG yang t~l:ia?i setelah .ditetapkanpya mitra SGS/BSG dan
biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang b1rsangkutan.

(5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan Daerah yang
wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah,

(6) BGS/BSG BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dil*sanakan oleh Pengelola
Barangsetelah menciapat persetujuan Bupati.

Pasa1219
(1) SGS/BSG BMO dilaksanakandengan pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan Daerah untuk kepcntingan pelayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi: dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBO untuk penyediaan
bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG
harus dilengkapi dengan 1MBatas namaPemerintab Daerah.

(3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola BarangatauPengguna
Barang sampai dengan periunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Bagian Kedelapan
BGS dan BSG

Pasa1218
(1) Dalam hal Bupati atau Pengelola Barangtidak menyetujui permohonan

perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya
diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka
waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP.

(2) Penyerahan objek KSP besertasarana dan prasarananya .sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan BASTantara mitra KSP dengan:
a. Bupati, untuk BMOyang beracla pada Pengelola Barang; atau
b. Pengelola Barang, untuk BMO yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal217
(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan

KSPatas pennobonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213,
Pengelola Barangdapatmenugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk
melakukan analisiskelayakan perpanjangan pelaksanaan KSp.

(2) Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan perja njia n
KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 216
(1) Penilai sebagaimana ciimaksud dalarn Pasal 214ayat ,,(4) huruf b bertugas

melakukan penghitungan nilai SMD yang akan dijadikan objek KSP, besaran
kontribusi tetapdan persentase pernbagian keuntungan KSl?

(2) Penilai sebagaimana ciimaksud pacla ayat (1) menyampaikan laporan penilaian
yang merupakan basil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

disetujui, Pengelola Barangmenerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka
waktu KSPyang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.

(4) Apabilahasil pelaksanaan tugas TimKSP sebagaimana ~fnaksud pada ayat (2)
menunjukan bahwa pennohonan perpanjangan jangka wa~tu KSP dapat disetujui,
Pengelola Barangmenerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
yang ditujukankepada mitra KSP. '

(5) Berdasarkanpersetujuan perpanjangan jangka waktu KSP rebagaimana dimaksud
pada ayat (4), TimKSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP
sekaligus menyiapkan hal teknis yang diperlukan. '



Pasal224
(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG

merupakan hasil BGS/BSG.
(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara

lain:

(1) Objek BGS/BSG meliputi:
a. BMO berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau
b. BMD berupa tanah yang berada pad a Pengguna Barang.

(2) Dalam hal BMO berupa tanah yang status penggunaannYf; berada pada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pacta ayat (I) huruf btflah direncanakanuntuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan,
BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diecrahkan kepada Bupati.

(3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola
Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barangsesuai tugas dan fungsinya.

(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan 'BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan,

"pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil BGS/BSG.
Paragraf Keempat
Hasil BGS/BSG

Pasal223

Paragraf Ketiga
Objek BGS/BSG

Pasal222
(1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.
(2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. swasta kecuali perorangan; darr/atau
d. bad an hukum lainnya.

(3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk
konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk bad an ~pkum Indonesia sebagai
pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian
BGS/BSG.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana

setiapDaerah
pengoperasian:
a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas

tahunsesuaibesaran yang telah ditetapkan;
b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
c. dilarangmenjaminkan,menggadaikan, atau memindahtahgankan:

1) tanah yang menjadi objek BGS/SSG;
2) hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraar; tugas dan

fungsi Pemerintah Oaerah; dan/ atau
3) hasil BSG.

(2) MitraBGS BMO harus menyerahkan objek BGS kepadafsupati pada akhir jangka
waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasanintern
pemerintah.

Pasal221
(1) Mitra BGS atau mitra SSG yang telah ditetapkan, lselama jangka waktu

(1) Penetapan statusPenggunaan BMD sebagai hasil
daripelaksanaanBGS/BSGdilaksanakanoleh Bupati dalam nangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi PO terkait. ,

(2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud ~ada ayat (1) adalah
bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya
jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah selesainya pembangunan
untuk BSG.



Pasa1230
(1) Pelaksanaan BGSjBSG dituangkan dalam perjanjian.
(2) Perjanjian BGSjBSG sebagaimana dimaksud pada ayat (~) ditandatangani antara

Bupati dengan rnitra BGSjBSG.
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) sekurangjkurangnya memuat:

Paragraf Kedelapan
Perjanjian BGS/BSG

Pasa1229
(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) .tahun sejak perjanjian

ditandatangani.
(2) Jangka waktu BGSjBSG sebagaimana dimaksud pad a .ayat (1) hanya berlaku

untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Paragraf Ketujuh
Jangka Waktu BGS/BSG

Pasa1228
Hasil pemilihan mitra BGSjBSG sebagairnana dimaksud dalam Pasa! 227clitetapkan
oleh Bupati.

Pasa1227
(1) Pemilihan mitra BGSjBSG dilakukan melalui Tender.
(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan 11@.

Paragraf Keenam
PemUihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG

Pasa1226
BGS/BSG BMD dilaksanakan dengan bentuk:
a. BGSjBSG BMO atas tanah yang berada pada Pengelola Bajang.dan
b. BGSjBSG BMO atas tanah yang berada pada Pengguna B~al1g.

Paragraf Kelima
Bentuk BGS/BSG

Pasal225
(1) Dalam pelaksanaan BGSjBSG, mitra BGSjBSG dapat rnelakukanperubahan

danjatau penarnbahan hasil BGSjBS(l.
(2) Perubahan danjatau penarnbahan hasil BGSjBSG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pernerintah Daerahdanj atau untuk program nasional sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(3) Perubahan danjatau penambahan hasil BGSjBSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian BGSjBSG.

(4) Addendum perjanjian BGSjBSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)titahun; dan
b. rnenghitung kernbali besaran kontribusi yang ditetagkan berdasarkan hasil

perhitungan Timyang dibentuk oleh Bupati. ::
(5) Perubahan danj atau .penambahan hasil BGSjBSG sebagfimana dil1_laksud pad a

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah rnemperoleh persetujuan Bupati.

a. peralatan dan mesill;
b. jalan, irigasi dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya. Ii

(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana djmaksud pada ayat (1)
rnenjadi BMD sejak diserahkan kepada Pernerintah Daerajisesuai perjanjian atau
pad a saat berakhirnya perjanjian.



Pasal234

(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleb calon rnitra
BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang Jdilakukan oleh Penilai
Pemerintah, besaran kontribusi t.ahunan yang ditetapkan dalam persetujuan
pelaksanaan BGSjBSG dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar
usulan besa ran kontribusi tahuna n dari calon mitra BGSjBSG.

Pasal233
(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat setiap rahun

dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232ayat (2).
(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkankontribusi

tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.
(3) Besarankontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGSjBSG

dan dituangkan dalam perjanjian.

Pasal232
(1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian ~ari besaran persentase

kontribusi tahunan dengan nilai wajar bmd yang akan di1afukan BGS/BSG.
(2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dllmaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai. .
(3) Nilai wajar BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) llitentukan berdasarkann

hasil penilaian oleh Penilai Pemerintahatau Penilai Publik yang ditetapkan oleh
Bupati.

(4) Dalam hal nilai BMD berbeda dengan nilai wajar hasil] penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) BGS/BSG BMO menggunakan nllai wajar hasil penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal231
(1) Mitra wajib rnernbayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rckening Kas

Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah dari pelaksanaan BGS/BSG.
(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh

Timyang dibentuk oleh Bupati.

Paragraf Kesembnan
Kontribusi Tabunan, Hasn BGS/BSG Yang DigunaJtan Langsung

Untuk Tugas Dan Fungai PemerintahDa~rah,
Penghitungan, Dan Pembayarannya

a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. objek BGS/BSG;
d. hasil BGS/BSG;
e. peruntukan BGS/BSG;
f. jangka waktu BGSjBSG;
g. besaran kontribusi tahunan serta rnekanisme pembayarannya;
h. besaran hasil BGSjBSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi

Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
J. ketentuan mengenai berakhimya BGS/BSG;
k. sanksi;
1. penyelesaian perselisihan; dan
m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(4) PerjanjianBGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
bentuk Akta Notaris.

(5) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra
BGS/BSGmenyampaikan bukti setor pembayaran kontrihusi tahunan pertama
kepada Pemerintah Oaerah. .

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama seba~aimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.



c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan tegu*m kedua dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkaql teguran tertulis kedua,
8upati menerbitkan teguran tertulis ketiga yang mernpakan teguran
terakhir;dan

d. dalam hal mitra BOS/8SG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga,
8upati menerbitkan sural. pengakhiran BGS/BSG.

Pasa1237
(1) Pengakhiran perjanjian 8GS/SSG secara sepihak oleh Bupatisebagaimana

dimaksud dalam Pasal 236ayat (l)hurnf b dilaksanakan d9ngan tahapan:
a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS/8SG;
b. dalam hal mitra BGS/8SG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
pertama,Bupatimenerbitkan teguran tertulis kedua;

(1) 8GS/8SG berakhir dalam hal:
a. berakhimya jangka waktu BGS/ BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian

8GS/BSG;
b. pengakhiran perjanjian BGS/8SG secara sepihak oleh Bupati;
c. berakhirnya perjanjian 8GS/8SG;
d. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengakhiran BGS/8SG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BG$/BSG tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini, antara lain:
a. mitra 8GS/8SG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali

berturut-turut;
b. mitra BGS/BSG tidak membavar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali

berturut-turut;atau
c. mitra BGS/8SG belum mcmulai pembangunan darr/atau tidak

menyelesaikanpcmbangunan sesuaidengan perjanjian, kecuali dalam keadaan
kahar.

(3) Pengakhiran BGS/SSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh
Bupatisecara terrulis,

Pasa1236

Paragraf Kesepuluh
Berakhimya Jangka Waktu BGS/BSG

Pasa1235
(1) Dalam jangka waktu pengoperasian 8GS/BSG paling sedikit 10% (sepuluh persen)

dari hasil BGS/8SG harus digunakan langsung oleh Pengguna 8arang untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

(2) Besaran hasil BGS/8SG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan oleh 8upati berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan
rekomendasi oleh Timyang dibentuk oleh Bupati.

(3) Penyerahan bagian hasilBGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan scsuai dengan waktu yang ditentukan dalam
perjanjian 8GS/BSG.

(4) Penetapan penggunaan 8MO hasil 8GS/BSG yang digunakan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 8upati.

(1) Pembayaran kontribusi ta~unan pe~a ke Rekening ~s Um~m ~aerah oleh
mitra 8GS/8SG harus dilakukan paling lambat 2 (dU1l) han kerja sebelum
penandatanganan perjanjian 8GS/8SG.

(2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum Daerah
harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.

(3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan paling
lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakh ir.

(4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibuktikan dengan bukti setor.



Pasal241
(1) Permohonan dari pihak lainsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 239huruf b,

diusulkan kepada Bupati yang memuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan BGS/SSG;
c. jangka waktu BGS/BSG;dan
d. usulanbcsaran konrribusi tahunan.

Pasal240
(1) Inisiatif Bupati atas SGS/BSG SMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal239huruf

a dituangkan dalam bentuk rekomendasi SGS/SSG SMO. I
(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dan rencana

kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

Pasal239
SGS/SSG atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan
berdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan dan pihak lain.

Pasal238
Tahapan pelaksanaan SGS/SSG atas HMO yang berada pada Pengelola Barang,
meliputi:
a. inisiatif atau permohonan;
b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Timdan Penilaian;
d. perhitungan besaran penerimaan Daerah berupa kontribusi tahunan dan

persentase hasil SGS/RSG yangctigunakan langsung untuk tugas dan fungsi
pemerintahan;

c. pemilihan mitra;
f. penerbitan keputusan;
g. penandatanganan perjanjian; dan
h. pelaksanaan.

Paragraf Kesebelas
Tata Cara Pelaksanaan BGS{BSG Atas BMD Bempa Tanah

Yang BeradaPada Pengelola Barang

(2) Setelah menerima surat pengakhiran l3eTS/SSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra SGS/BSG wajib
menyerahkan objek SGS/SSG kepada Bupati.

(3) Bupati meminta Aparat Pengawasan IntemPemerintah untuk melakukan audit
atas objek SGS/SSG yang diserahkan oleh mitra SGS/SSG.

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa:
a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/SSG antara yang akan diserahkan

dengan perjanjian SGS/SSG;
b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSGantara yang akan

diserahkan dengan Perjanjian SGS / SSG; dan
c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.

(5) Aparat PengawasanIntern Pemerintah melaporkan hasil, audit kepada Bupati
dengan tembusan kepada mitra SGS/BSG.

(6) MitraBGS/SSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang l"sampaikan oleh Aparat
PengawasanIntem Pemerintah dan melaporkannya kepada , upati.

(7) Serah terima objek SGS/BSG dilakukan paling lambat .pada saat berakhimya
jangka waktu SGS/BSG dan dituangkan dalam BAST. I,

(8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit d~am hal terdapat hasil
audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra sctelah dilakukannya serah
terima sebagaimana dimaksud pada avat (7).

(9) Pengakhiran sepihak SGS/SSG tidak menghilangkan ke~.ajiban mitra SGS/SSG
untuk merneriuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian
SGS/SSG.



Pasal245
(1) Barang milik daerahberupa tanah yang berada pada Pengguna Barang dapat

dilakukan 8GS/BSG berdasarkan:
a. inisiatif Pengguna Barang; atau
b. permohonan dari pihak lain.

(2) lnisiatifPengguna Barang atas pelaksanaan BGS/B$G BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam bentuk surat permohonan
pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Bupati.

(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf b,
disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang
ditujukan kepadaPengguna Barang. ,

(4) Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan BGS/BSG;

Paragraf Keduabelas
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSGAta. BMD Betupa Tanah

Yang Berada Pad a PenggunaBarang

Pasa1244
Ketentuan mengenaipelaksanaan KSP BMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195
sampai dengan PasaI 206mutatis mutandis berlaku untuk' pelaksanaan BGS/BSG
yang berada pada Pengelola Barang.

Pasal243
(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan ~dung dan fasilitasnya

sesuai dengan yang telahditentukan dalam perjanjian BGSfBSG.
(2) Apabila mitraBGS/BSGtelah selesai melaksanakan perr\bangunan gedung dan

fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1): :,
a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunfkan langsung untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana ditentukan
dalam perjanjian BSG/ BGS; I: .

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BG$ yang dibangun sesuai
dengan perjanjian BGS;dan

c. mitramenyerahkanhasilBSGkepaciaBupati.
(3) Hasil BSG sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) hUIUf c merupakan BMD.

Pasa1242
(1) Besarankontribusitahunan, dan persentase hasil BGSABSG yang digunakan

langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahandihitung oleh TimBGS/BSG
berdasarkan darr/atau mernpertimbangkan nilai wajar IBMD dan analisis dari
Penilai.

(2) Penghitungan hasil BGS/ BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi
pemerintahan, dilakukan oleh TimBGS/BSG.

(3) Apabiladiperlukan, Bupati melalui Pcngelola Barangdapat menugaskan Penilai
untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk
tugas dan fungsi pemerintahan.

(4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuktugas dan fungsi pernerintahan merupakan nilaii limit terendah dalam
pelaksanaan pemilihan mitra.

(5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk
tugas dan fungsi pernerintahan sebagaimana dimaksud nada ayat (4) ditetapkan
Bupati. .

(2) Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
a. data BMOyang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
b. data pemohon BGS/BSG;
c. proposal rencana usaha BGS/BSG; ,
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG~ antara lain informasi

mengenai: ,
1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kpta; dan
2. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakari.



Pasa1248
(1) Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitasy~g akan dibangun di atas

objek BGS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan pertimbanganbersama an tara
Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (p) memuat persetujuan
Bupatidan kewajiban PenggunaBaranguntuk menyerahkan BMD yang akan
dijadikan sebagai objek BGS/BSG kepada Bupati.

(5) Penyerahan objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana.dimaksud pada ayat (4),
dituangkan dalam BAST.

Pasa1247
(1) Berdasarkan hasil penelitian adrninistrasi sebagaimanaj dimaksud dalam PasalI,

246ayat (7) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan SGS/SSG. i

(2) Apabila Bupati tidak rnenyetujui permohonan BGS/m~p, Bupati menerbitkan
surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna Barang dengan disertai
alasan.

(3) ApabilaBupatimenyetujui permohonan BGS/SSG, Bupati menerbitkan surat
persetujuan.

Pasa1246
(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan SGS/SSG terhadap

permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245ayat (3) kepada
Bupati, yang mernuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan BGS/BSG;
c. jangka waktu BGS/BSG;
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
e. usulan persent.ase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung unt.uktugas dan

fungsi pemerintahan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai..

a. data BMDyang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG; ,
b. data pemohon SGS/SSG;
c. proposal BGS/BSG;
d. data BMDyang akan dilakukan BOS/SSG; dan
e. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/SSG. i,

(3) Data SMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, nlenegaskan bahwa:
a. BMD yang akan dilakukan BGS/ BSG tidaksedang digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok PD/ unit kerja; dan
b. pelaksanaan BGS/BSG BMD tidak akan mengganggll,pelaksanaan tugas dan

fUllgsiPD. .
(4) Informasi lainnya yang berkaitan denganusulan BGS/BSGsebagaimana dimaksud

pad a ayat (2) huruf e,antara lain informasi mengenai:
a. RencanaUmum Tata Ruang Wilayah dan penataan kotajdan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

(5) Apabilapermohonan SGS/SSG yang diajukan oleh Pepgguna Barang bukan
berdasarkan permohonan dari pcrnohon BGS/SSG, permohonan BGS/BSG
kepada Bupati tidak perlu disertai data pemohon BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimanajdimaksud pada ayat (1)
dan ayat (5) Pengelola Barangmelakukan penelitian administrasi atas SMD yang
akan dilakukan BGS/ SSG.

(7) Pengelola Barangmenyampaikan hasil penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat
(6)kepada Bupati.

c. jangka waktu BGS/BSG;
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan

fungsi pernerintahan.



Pasal253

Paragraf Ketiga
PJPK KSPI Atas BMD

b. Baclan Usaha Milik Negara;
c. Baclan Usaha Milik Daerah; darr/ atau
d. Koperasi.

Pasal252
(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP! adalah: I

a. Pengelola Barang,untuk BMDyang berada pada Pengejola Barang; atau
b. Pengguna Barang,untuk BMDyang berada pada Pen~na Barang.

(2) KSPI atas BMD dilakukan antara Pernerintah Daerah dan !padan usaha.
(3) Badan usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) adalah badan usaha yang

berbentuk:
a. Perseroan Terbatas:

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSPIAtas BMD

Pasa1251
Jenis infrastruktur yang termasuk dalarn daftar prioritas program penyediaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 249!iuruf c sesuai dengan
ketentuan Peratuan Perundang-undangan.

Pasa1250
(1) Kewajiban mitra KSP! selama jangka waktu KSPladalah: I

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau mernindrjhtangankan BMD yang
menjadi objek KSPI; ,

b. wajib memelihara objekKSPldan barang basil KSPI; dan]
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat

kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang :ditcntukan pada saat
perjanjian dimulai.

(2) Mitra KSPlharusmenyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada
Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu K~PI scsuai perjanjian.

(3) Barang hasil KSPf sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) menjadi BMD sejak
diserahkan kepada Pemerintah Daerahsesuai perjanjian.

(4) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

Pasa1249
KSPlatas BMDdilakukan dengan pertimbangan:
a. dalam rangka kepentingan umum dan/ atau penyediaan infrastruktur guna

mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDuntuk penyediaan

infrastruktur; dan
c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan

oleh pemerintah.

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Bagian KesembUan
KSPI

(2) Ketentuan pada pelaksanaan KSPsebagaimana dimaksud ~alamPasal 195sampai
dengan Pasal 206berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan BGS/BSG BMD
atas tanah yang berada pad a Pengguna Barang yang Sudah diserahkan oleh
Pengguna Barang kepada Bupati.



Pasa1258
(1) Formulasi dan/ataubesaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh

Bupati. ,
(2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntunganseb,gaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil k'pjian dari TimKSPI yang
dibentuk oleh Bupati. (

(3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertirnhangkanantara lain: .

Pasa1257
(1) Hasil dari KSPI atas BMO terdiri atas:

a. baranghasil KSPTbcrupa infrastruktur beserta fasilitasnva yang dibangun oleh
rnitra KSPI; dan

b. pembagian atas kelebihan keuutungan yang diperoleh dari yang ditentukan
pad a saat. perjanjian dimulai.

(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf
b merupakan penerimaan Pernerintah Daerah yang harus disetorkan ke rekening
Kas Umum Daerah.

Paragraf Keenam
Hasll KSPI Atas BMD

Pasa1256
(1) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

255ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi qouertutieni forcemajeure, seperti
dampak kebijakan pernerintah yang disebabkan oleh tenadinya krisis ekonomi,
politik , sosial, dan keamanan.

(2) Perpanjangan jangka waktu KSPl atas BMD sebagaimanaj dimaksud pada ayat (1)
diajukan pennohonannya paling lama 6 (enam) bulan $etelah government force
majeureterjadi.

Pasa1255
(1) Jangka waktu KSPlatas BMD paling lama 50 (lima puluh] tahun sejak perjanjian

ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2) Jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Bupati.
(3) Jangka waktu KSPI atas BMDdan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dituangkan dalam perjanjian KSPI atas BMD.

Paragraf Kelima
Jangka WaktuKSPI

(1) Objek KSPI meliputi:
a. BMDyang berada pada Pengelola 8arang; atau
b. BMDyang berada pada Pengguna Barang.

(2) Objek KSPIatas BMD rneliputi:
a. tanah danz'atau bangunan;
b. sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan; atau
c. selain tanah dan/ atau bangunan.

Pasa1254

Paragraf Keempat
Objek KSPI

(1) PJPK KSPI atas BMD daIah pihak yang ditunjuk dan/ajau ditetapkan sebagai
PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja samaf'emerintahfraerah dengan badan
usaha. ,

(2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK febagaimana dimaksud
pad a ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan Perund~-undangan.



(2) Pennohonan sebagairnana dimak sud pada ayat ('1) sekurang-kurangnya
memuatdata dan informasi mengenai:
a. identitas P~JPK,termasuk dasar penetapan Zpenunjukkannya;
b. latar belakang pennohonan;
c. BMD yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan

kuantitas BMD;
d. rencana peruntukan KSPI;
e. jangka wakt.u KSPI; dan
f. estimasibesaran pembagian kelebihan keuntungan.

Pasal262
(1) KSPI atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapaj dilakukan berdasarkan

permohonan dari Pengelola Barang yang disampaikan' secara tertulis kepada
Bupati.

Pasal261
Tahapan pelaksanaan KSPI atas BMOyang berada pada Pengelola Barangmeliputi:
a. permohonan;
b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Timdan penilaian;
d. perhitungan besaran pcnerirnaan Daerah dari KSPI berupa pembagian kelebihan

keuntungan;
e. penerbitan keputusan;
f. penyerahan BMOdari Bupati kepada Penanggungjawab proyek KSPI;
g. pemilihan mitra;
h. penandatanganan perjanjian;
1. pelaksanaan;
J. pengarnanan dan pemeliharaan;
k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan, jika ada; dan
1. pengakhiran.

Paragraf Kedelapan
Tata Cara PelaksaDaan KSPI Atas BMDPada PeD,eloia Barang

Pasal260
(1) PJPKmenyerahkan BMD yang diterima dari mitra KSPlatas BMO sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 259ayat (3) kepada Bupati.
(2) Barang hasilKSPI atas BMOberupa infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi BMO

sejak diserahkan kepada PemerintahDaerah.

Pasal259
(1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas BMOberupa:

a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan ,rasarana;
b. pengembangan infrastruktu r berupa penambahan ~an/atau peningkatan

terhadap kapasitas, kuantitas dan/ atau kualitas infrastruktur; dan/ atau
c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan i!dan/atau peningkatan

terhadap kapasitas, kuantitas dan/ atau kualitas infrastjuktur lainnya.
(2) Mitra KSPlmenyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil Itegiatan KSPI atas BMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian ata~ pada saat berakhimya
perjanjian. !

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh mitra KSPI atas
BMOkepadaPJPK. '

Paragraf Ketujuh
Infrastrulrtur Basil Pemanfaatan BMD
Dalam RaDgka PeDyediaan Infrastrukur

a. nilai investasi Pemerintah Daerah;
b. nilai investasi mitra KSPI;
c. risiko yang ditanggung mitra KSPI.dan
d. karakteristik infrastruktur.



Pasa1267
(1) Bupatimenerbitkan keputusan KSP! apabilapermohonan KSPI dianggap layak,

dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim~SPI.
(2) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat:
a. data BMO yang rnenjadi objek KSPl;
b. peruntukan KSPI, termasuk kelornpok/jenis infrastruktur;
c. besaran pembagian kelebihan keuntungan;
d. jangka waktu KSPIatas BMD; dan

Pasa1266
(1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan dilakukan oleh TimKSPI

sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258;
(2) Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah Daerah dalam pembagian

kelebihan keuntungan dengan mempertirobangkan i: perhitungan TimKSPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan KSPl.

(3) Besaran bagian PemerintahDaerahdalam pembagian kelebihan keuntungan yang
ditetapkan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam
dokumen tender.

Pasa1265
(1) TimKSPI sebagaimana dimaksud daJam Pasal 264ayat (2)huruf a berjumlah gasal

dan beranggotakan antara lain:
a. Pengelola Barang;
b. perwakilan dari POterkait; dan
c. perwakilan dari PO yang membidangi pengelolaan BMO;,

(2) Tugas TimKSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melippti:
a. melakukan kajian atas BMDyangdiusulkan menjadi objek KSPI;
b. melakukan kajian atas besaran penerimaan Oaerah rrlari KSPI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal257ayat (1) hurufb; dan .
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bup~iti.

(3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TijuKSPI dibebankan pada
APBO.

(4) TimKSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang
berkompetendalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasa1264
(1) Bupatimelakukan penelitian adrninistrasi atas permohonan KSPI yang diajukan

oleh PJPK.
(2) Apabilaberdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pad a

ayat (1) menunjukan bahwa BMD dapat dilakukan KSPI, Bupati:
a. membentuk TimKSPI; dan
b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian B~D yangakan dilakukan

KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMO bersangkutan.

Pasa1263
(1) Permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 262ayat (2) dilengkapi

dokumenpend ukungberu pa:
a. proposal pra kelayakan studi proyek KSPI;
b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI;dan
c. surat kelayakan penyediaan infrastrukturdari PO teknis sesuai kententuan

Peraturan Perundang-undangan.
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) huruf b paling

sedikitmemuat:
a. data dan informasi mengenai P.JPKKSPI;
b. dasar penunjukanj'penetapan:
c. BMD yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek ~SPI;
d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI;q.an
e. kesediaan melaksanakan proses KSP! sesuai ketentuari Peraturan Perundang­

undangan.



Pasa1272
(1) PjPKPenyediaan Infrastrukturmelaporkan pelaksanaan penandatanganan

perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270,yat (1) dan penyerahan
BMO kepada mitra KSPI sebagaimana dimaksud dalam nasal 271ayat (1) kepada
Bupati dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan $.Iinan BAST.

(2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjiarl belum ditandatangani,
keputusan KSPIsebagaimana dimaksud dalaml-asal 270aYat (2) dinyatakan tidak
berlaku.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada' ayat (2) sepanjang lewat
waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra KSPl,
penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
berlakunya keputusan KSPI atas BMD.

Pasa1273
(1) Perjanjian KSPI atas BMO sekurang-kurangnya memuat:

a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak;
c. BMO yang menjadi objek pernanfaatan;
d. peruntukan pemanfaatan;
e. hak dan kewajiban;
f. jangka waktu pemanfaatan;
g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;

Pasa1271
(1) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalaml-asal 270ayat (1),

PjPKPenyediaan Infrastrukturmenyerahkan BMO yang menjadi objek KSPI kepada
mitra KSPI.

(2) Penyerahan BMO yang menjadi obje k KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam BASTyang ditandatangani oleh PdPk.Penyediaa n
Infrastrukturdan mitra KSPI.

(3) Penyerahan BMO yang menjadi objek KSPI sebagaimana ,dimaksud pada ayat (1)
hanya dalam rangka pemanfaatan BMD dan bukan sebagai pengalihan
kepemilikan BMD.

Pasa1270
(1) PjPKpenyediaan infrastrukturmenandatangani perjanjian KSPI dengan mitra KSPI

yang ditetapkan dari hasil tender.
(2) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua] tahun terhitung

sejak tanggal berlakunya keputusan KSPI.

Pasa1269
(1) PjPKpenyediaan infrastrukturatas BMD menetapkan mitra, KSPI berdasarkan hasil

tender dari proyek kerjasama sesuai dengan ketentuarr Peraturan Perundang­
undangan di bidang kerja sarna pernerintah dalam penyediaan infrastruktur.

(2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PjPKpenyediaan tmrastruktur atas BMD
I,

kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Pasa1268
(1) Bupatimenyerahkan BMO yangrnenjadi objek KSPI kepada P,JPKpenyediaan

infrastrukturberdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267ayat
(1).

(2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pad a ay~'t (1) dituangkan dalam
Berita BASTyang ditandatangani oleh Bupati dan PjPKpenyediaan infrastruktur
atas BMO.

(3) Penyerahan objek KSPI kepada pjPKpenyediaan infrastruktursebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas ~MD dan bukan sebagai
pengalihan kepernilikan BMO.

e. penunjukan PLJPKKSPI atas BMO.
(3) Salinan keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayattz] disampaikan kepada

Pengelola Barang.
(4) Apabila permohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati n!lemberitahukan kepada

pemohon disertai alasannya.



Pasal279
(1) Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Bupati ~sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 278, diawali dengan penerbitan teguran tertu~s pertama kepada mitra
KSP!oleh Bupati. '

Pasal278
(1) Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana iidimaksud dalam Pasal

.[

277huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP! atas BIfO:
a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas BMO yang

ditentukan pada saat perjanjian dimulai; atau if

b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana 4imaksud pada huruf a
sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

(2) Pengakhiran KSPI sebagaimana dirnaksud pada ayat (1~ dapat dilakukan oleh
Bupati berdasarkan hasil pertimbanganPengelola Bar31g danjatau Pengguna
Barang secara tertulis.

KSPI atas BMDberakhir dalam hal:
a. berakhimya jangka waktu KSP! atas BMO;
b. pengakhiran perjanjian KSP! atas BMOsecara sepihak ole~ Bupati;atau
c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal277

Pasal275
(1) Mitra KSPI dilarang mendayagunakan BMOyang menjadiiobjek KSPI selain untuk

peruntukan KSP! sesuai perjanjian. t

(2) Mitra KSPIdilarang menjaminkan atau menggadaikan BMp objek KSP!.

Pasal276 f

(1) Bagian Pemerintah Daerahatas pembagian kelebihan ke~tungan disetorkan oleh
mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat ~1 maret.

(2) Bagian Pemerintah Daerahatas pembagian kelebihan Hfuntungan yang terjadi
pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KS I disetorkan oleh mitra
KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum
berakhimya jangka waktu perjanjian. "

(3) BagianPemerintah Daerahatas pembagian kelebihan kduntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra KSPI sepa4jang terdapat kelebihan
keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pactp. saat perjanjian KSP!
dimulai. .

Pasa1274 ~
(1) Mitra KSPIatas BMOwajib melakukan pengamanan dan temeliharaan atas:

a. BMDyang menjadi objek KSPI; dan ~.
b. barang hasil KSPIatas BMDberdasarkan perjanjian. ~

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dit&'jukan untuk mencegah
terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMO yang \pIenjadi objek dan hasil
KSPI atas BMO. ~

(3) Pemeliharaan sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) d:Jujukan untuk menjaga
kondisi dan memperbaiki BMOyang menjadi objek KSPI ,an hasil KSPI atas BMO
agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna
dan berhasil guna. .

(4) Perbaikan BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (') harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangkajwaktu KSP!.

(5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimanadimaksud pad a ayat (1)
menjadi beban mitra KSP!. "

h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;
i. sanksi; dan
j. penyelesaian perselisihan. ~

(2) Perjanjian KSPI atas BMO sebagaimana dimaksud pada arat (1) dituangkan dalam
bentuk Akta Notaris. .



Pasal284

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan

(2) PJPK menyerahkan kepada Bupati:
a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasa128Iay4t (1); dan
b. hasil KSP! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281ay~t (2).

Pasal282 4
Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai dijmdaklanjuti oleh mitra
KSPI setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksudjdalam Pasal 281, mitra
KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan ~lesai.

l!
I:
i"

Pasal283 i:
(1) PJPK melaporkan kepada Bupati: J:

a. berakhirnya KSP! sebagaimana dimaksud dalam pasaj"""77;
b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasa1280 ay I (3); dan
c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dim I sud dalam Pasal 282.

B~D, mitra KSP! wajib
olVekKSPI sebagaimana

L

Pasal281
(1) Mitra KSPI menyerahkan BMO yang rnenjadi objek KSPI (pada saat berakhirnya

KSPI kepada PJPK dalam keadaan ba ik dan layak digunakan secara optimal sesuai
fungsi dan peruntukannya.

(2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas
menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan
dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ay~t (2) dituangkan dalam
BAST.

Pasal280 i:

(1) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua) tahun
sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK. !i

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dilakukan audit oleh
auditor independeri/ Aparat PengawasanIntern Pemerintah 4,:taspelaksanaan KSPI
atas BMOberdasarkan permintaan PJPK. Ii

(3) Auditor independeri/ Aparat PengawasanIntern pemerintahtbagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada P.JPK pepyediaan infrastruktur
atas BMO. ~

(4) PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud ~pada ayat (3) kepada
mitra KSP!. ;'

(5) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
melaporkannya kepada PJPK.

,
(2) Apabila mitra KSP1tidak melaksanakan teguran pertama setagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sfjak teguran tertulis
pertama diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis ked-pa.

(3) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua setagaimana dimaksud
pada ayat (2)dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ,guran tertulis kedua
diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran
terakhir. ;:

(4) Apabila mitra KSP! tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ~eguran tertulis ketiga
diterbit.kan, Bupati menerbitkan surat pengakhiran KSP!. :1

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat f2) dan ayat (3) serta
surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) [ditcmbuskan kepada
ru~. ~

(6) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSP! kepada SUfatidengan tembusan
PJPKberdasarkan surat pengakhiran KSPI atas BMO sebag~ana dimaksud pada
ayat (4) dalam jangka wakt.u paling lama 30 (tiga puluh) !jari setelah rnenerima
surat pengakhiran perjanjian KSP!. ;'



Pasa1292 (,
(1)Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 290belum dilakukan terhitung] 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dJUam Pasal 291, mitra
dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. il

Pasa1291 r
Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran d+.m hal:
a. belum melakukan perbaikan darr/ntau penggantian sebag4imana dimaksud dalam

Pasal 289dan Pasal 290pada saat berakhirnya KSPI;atau ii
b. belum menyerahkan BMDyang menjadi objek KSPIdan/~tau hasil pemanfaatan

pada saat berakhirnya KSPI.

Pasa1290
Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289ay{~t(1)dilakukan dengan
eara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah palin, lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalaml-asal 289ayat (2).

Pasa1289 i
(1) Dalam hal perbaikan dan/atau pcnggantian BMD sebagaJmana dimaksud dalam

Pasal 287dan Pasal 288tidak dapat dilakukan, mitral: KSPlmembayar biaya
perbaikan dan/ atau penggantian tersebut seeara tunai.

(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
PJPK.

Pasa1288 ..
(1) Dalam hal BMD yang menjadi objek KSPIhilang selajna pelaksanaan masa

KSPlakibat kesalahan a.tau kelalaian mitra KSP!,mitra wa~'ibmengganti objek dan
hasil KSPIdenganbarang yang sarna atau barang yang seje is dan setara.

(2) Penggantian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya KSP!. ;

Pasa1287
(1) Dalam hal BMD yang menjadi objek KSPI tidak dipelihara dengan baik sesuai

ketentuan pada perjanjian, mitra KSPlmemperbaiki sarnpai pada kondisi sesuai
dengan yang diperjanjikan.

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan
paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPIatas BMD..

Pasa1286
(1) Dalam hal mitra KSPIterlambat melakukan pembayaran atau melakukan

pembayaran namun tidak sesuaidengan ketentuan atas Pembagian keuntungan
KSPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, mitra] KSPlatas BMD wajib
membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah perj~ian.

(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat i (1) dilakukan melalui
penyetoran ke RekeningKas Umum Daerah.

Paragraf Kesepuluh
Sanksi Dan Denda

~
(1) PengelolaBarangmelakukan penatausahaan atas pelaksanaanKSPlatas BMDyang

berada pada PengelolaBarang. I
(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pe~sanaan KSPlatas BMD

yang berada pada Pengguna Barang. ..

Pasal285 ~
(1)Mitra KSPImelaporkan secara tertulis hasil penyetoran ptndapatan Daerah atas

KSPlkepada Bupati sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran
pendapatan Daerah. ~

(2) Bukti penyetoran pendapatan Daerah sebagaimana d$aksud pada ayat (1)
merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaankSl'I.



Pasal297
(1) Buktikepemilikan BMOwajib disimpan dengan tertib dan arnan.
(2) Penyimpananbukti kepemilikan BMDdilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal298 ,
Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau per$ggungandalam rangka
pengamanan BMO tertentu dengan mempertimbangkan I! kemampuan keuangan
Oaerah.

Pasal296
(1) PengeiolaBarang, Pengguna Barangdanj atau kuasa Pengguna Barangwajib

melakukan pengamanan BMOyang berada dalam penguasaannva.
(2) Pengamanan BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengamananfisik;
b. pengamanan administrasi; dan
c. pengamananhukum.

Paragraf Kesatu
Prinaip Umum

Bagian Kesatu
PeDgamanaD

BABVUI
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

I
Pasal295 .

Bupati melak.ukan penelitian administrasi terhadap BMO yan~berada pada Pengguna
Barang dengan dilampiri surat pemyataan dari Pengguna B' ang bahwa BMO yang
menjadi objek KSPI tidak sedang digunakan atau tidak m ngganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi Pengguna Barang. .1

Paragraf Kesebelas ~
Tata Cara PelakUDaaD K8PIAtas BMD Pada Pe~a Barang

Pasal294
Tata cara pelaksanaan KSPI pada Pengelola Barang sebag~ana dimaksud dalam
Pasal 26Isampai dengan Pasal 293berlaku mutatis mut.anpis terhadap tata cara
pelaksanaan KSPI pada Pengguna Barang. ,

Pasal293
Oalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ~ayat (2) tidak dilunasi
mitra KSPI, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

(2) Oalam hal perbaikan, penggantian, dau/atau penyerahanjBlvlf) belum dilakukan
terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan bebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana
diatur dalam naskah perjanjian.



Pasal302
(1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memilikijsertifikatsebagaimana

dimaksud dalam PasaJ 299ayat (4)huruf a dilakukan deng~n cara:
a. apabila BMD telah didukung oleh dokumen awal i4:epemilikan, antara lain

berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dpkumen setara lainnya,
Pengelola Barang/Pengguna Barang danjatau Kuasa Pengguna Barang segera
mengajukan' permohonan penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah
kepada Badan Pertanahan NasionaljKantor Wila~ah Badan Pertanahan
Nasional setempatjKantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang- undangan;dan

b. apabilaBMDtidak didukung dengan dokumen kepernilikan, Pengelola
BarangjPengguna Barangdan/ atau Kuasa Pengguna] Barang mengupayakan
untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti pwayat tanah.

(2) Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikatnamun belum atas
namaPcmerintah Daerahsebagaimana dimaksud dalamf'asal 299ayat (4) huruf b
dilakukan dengan cara Pengelola BarangjPengguna iiBarangdanj atau Kuasa
Pengguna Barangsegera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikathak
atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadl atas nama Pemerintah
Daerah.

pafal 299 ayat (l)huruf b,
i

Pasal301
Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud daJam
dibuat dengan ketentuan antara lain:
a. berbahan material yang tidak mudah rusak;
b. diberi tulisan tanda kepemilikan;
c. gambar lambang Pemerintah Daerah;dan
d. informasi lain yang dianggap perlu.

Pasal300
Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksuddalam pisaJ 299 ayat (1) huruf
abelum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan angga:rn, pemasangan tanda
letak tanah dilakukan me1alui pembangunan patok penanda optas tanah.

Pasal299
(1) Pengamanan fisik tanah dilakukandengan antara lain: ,

a. memasang tanda letak tanahdengan membangun pagar fbatas;
b. memasang tanda kepemilikan tanah;dan ;
c. melakukan penjagaan.

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (It dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah D:t:erah dan kondisijletak
tanah yang bersangkutan. '

(3) Pengamanan administrasi tanah dilakukandengan: j,

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti
kepemilikan tanah secara tertib dan aman; dan .

b. melakukan langkah sebagai berikut:
l. melengkapi bukti kepemilikan danjatau menyimpanisertifikattanah;
2. membuat kartu identitas barang;
3. melaksanakan inventarisasi/ sensus BMD sekali dalam 5 (lima) tahun serta

melaporkan hasilnya;dan
4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna.
(4) Pengamanan hukum dilakukanterhadap:

a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
b. tanah yang sudah memiliki scrtifikatnamun belum :~tas nama Pemerintah

Daerah.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pengamanan Tanah



Pasa1305
(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinaj[ sebagaimana dimaksud

dalam Pasal304ayat (2) huruf adilakukan dengan mejnbuat BAST kendaraan
antara Pengguna Barang IKuasa Pengguna Barang yang melakukan
penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan
kendaraan perorangan dinas. ,

(2) BASTsebagaimana dimaksud pada avat (1)berisi klausa antara lain:

(1) Kendaraan dinas terdiri dari:
a. kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermdtor yangdigunakan bagi

pemangku jabatan:
I) Bupati;
2) Wakil Bupati; dan
3) Sekretaris Daerah. ,

b. kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang dise~~akan dan dipergunakan
pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; dan !i

c. kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergijnakan untuk pelayanan
operasional khusus, lapangan,dan pelayanan umum. Ii

(2) Pcngamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
a. kendaraan perorangan dinas;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. kendaraan dinas operasional.

Pasal304

Paragraf Keempat
Tata Cara Pengamanan Kendaraan Di"as

Pasal303
(1)Pengamanan fisikgedung dan/atau bangunan dilakukan depgan,antara lain:

a. membangun pagar pembatas gedung dan/ atau bangunen;
b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; ..
c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/rnerianggulangi terjadinya

kebakaran; .'
d. gedung dan/ atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi

tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelay~man langsung kepada
masyarakat dapat memasang Closed-Circuit Television(qCTV);

e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlai sesuai fungsi dan
peruntukkan gedung danj atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung
dan/ atau bangunan terse but. .

(2) Pengamanan fisik terhadap BMD berupa gedung dany ataujbangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan
kemampuan keuangan Pernerintah Daerah. '.

(3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. fungsi penggunaan bangunan;
b. lokasi bangunan;dan
c. unsur nilai strategis bangunan.

(4) Pengamanan administrasi gedung dau/atau bangunan dilakukan dengan
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan

fteratur atas dokumen sebagai berikut: l'

a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bapgunan;
b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/ Iitau bangunan;
c. Daftar BarangKuasa Pengguna berupa gedung dan Iata! bangunan;
d. Daftar BarangPengguna berupaged ung dan/ atau bangiman:
e. Daftar Barang Pcngelola berupagedung dan Iatau bangunan;
f. BAST;dan
g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

(5) Pengamanan hukum gedung dan/ atau bangunan:
a. melakukan pengurusan 1MB,bagi bangunan yang belum memiliki Izin IMB;dan
b. mengusulkan penetapan status penggunaan.

Paragraf Ketiga :
Tata Cara Pengamanan Gedung Dan! Atau S+gunan



Pasa1307 i

(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasionaljsebagaimana dimaksud
dalam Pasa1304ayat (2) huruf c dilakukan dengan merabuat surat pernyataan,
tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani
oleh Pengguna BarangjKuasa Pengguna Barang dehgan penanggungjawab
kendaraan dinas operasional.

(2) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
antara lain:
a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,dan

perlengkapan kendaraan tersebu t;
b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh

risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; ,
c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas' segera setelah jangka

waktu penggunaan berakhir; ~
d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara

penyerahan kembali; dan Ii
e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat tang ditentukan.

(3)Apabilakendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari '.esalahan atau kelalaian
atau penyimpangan dari ketentuan, pejabatjpenanggungjtwab yang menggunakan

I'I
1

Pasa1306
(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan ~ebagaimana dimaksud

dalam Pasal304ayat (2) huruf b dilakukan dengan metlbuat BAST kendaraan
antara: ;,
a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan

dinas jabatan Pengguna Barang;
b. Pengguna Barangdengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan

kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang;dan
c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan

kendaraan dinas jabatan.
(2) BASTsebagaimanadimaksud pada ayat (1)berisi klausa antara lain:

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan f; keteranganantara lain:
nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, ko4:lebarang, dan rincian
perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; ..

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang
melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut; I:

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka
waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir.dan

d. pengembaliankendaraan dinas jabatan diserahkan pad, saat berakhirnya masa
jabatansesuai yang tertera dalam BASTkendaraan. "

(3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam iPerita acara penyerahan
kembali. 1,

(4)Kehilangan kendaraan dinas jabatan menjadi tanggung jawab penanggungjawab
kendaraandengansanksisesuai ketentuan Peraturan Perun~ang-undangan.

dinasmenjad] tanggung jawab
sanksi sesuai : ketentuan Peraturan,

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan ~eterangan, antara lain
nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, k&cie barang kendaraan
dinas perorangan.dan rincian perlengkapan yang m~lekat pada kendaraan

b L
terse ut;. . ~ ..

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh nsiko yang
melekat atas kendaraan dinas tersebut; i

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan sete$ berakhirnya jangka
waktu penggunaan atau masa jabatan telah ber . ir kepada Pengguna
BarangjKuasa Pengguna Barang yang melakukan pe tausahaan kendaraan
perorangan dinas; dan ~

d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkani pada saat berakhirnya
masa jabatan sesuai yang tertera dalam BASTkendaraap.

(3) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara
penyerahan.

(4) Kehilangan kendaraan perorangan
penanggungjawab kendaraan dengan
Perundang- undangan.



Pasa1311
(1) Pengamanan fisik terhadap BMD berupa rumah negara dilakukan dengan

membuat BASTrumah negara.
(2) BASTsebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh.,

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangyang melakukan penatausahaan
rumah negaradengan pejabat negara ataupemegang, jabatan tertentu yang
menggunakanrumah negara pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu;

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan
rumah negara dengan Pengelola Barang yang menggunakan rumah negara
jabatanPengelola Barang; :.

c. Pengelola Barangdengan Pengguna Barang yang menggunakan rumah negara
jabatan Pengguna Barang; :!

d. Pengguna Barangdengan Kuasa Pengguna Barang y~g menggunakanrumah
negara jabatanKuasa Pengguna Barang; dan :

e. Pengguna Barang/KuaS,a Pengguna Barang dengan ijenanggungjawab rumah
negarayang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kua~ PengelolaBarang.

(3) BASTsebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat antares lain:
a. pemyataan tanggung jawab atas rumah negara d~ngan keterangan jenis

golongan, luas, kode barang rumah negara,dan kode tiarang sarana/ prasarana
rumah negaradalam hal rumah negara tersebut dilengkapi dengan
saranaj'prasarana di dalamnya; ,

b. pemyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko yang
rmelekat atas rumah negara tersebu t;

Pasa1310
(1) Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material y,ng tidak mudah rusak,

dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan koridisi setempat.
(2) Setiap rumah negaradipasang papan nama kepemilikan Peberintah Daerah.

huruf b meliputi

dilarangBarang

Paragraf Kelima :,
Tata Cara Pengamanan Rumah Ne~

Pasa1309 11

Bafang/Kuasa Penggura(1) Pengelola Barang/Pengguna
menelantarkan rumah negara.

(2) Pengamanan fisikrumah negara dilakukan, antara lain:
a. pemasangan patok; dan/ atau
b. pemasangan papan nama.

(3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
unsur, antara lain:
a. logoPemerintah Daerah; dan
b. namaPemerintah Daerah.

Pasa1308
(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, I, dengan menghimpun,

mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas
dokumen sebagai berikut:
a. bukti pemilik kendaraan bermotor;
b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan;
c. BAST;
d. kartu pemeliharaan;
e. data daftar barang;dan
f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan. I,

(2) Pengamanan hukumkendaraan dinas dilakukan, antara laip:
a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilika, kendaraan bermotor,

seperti BPKBdan STNK,termasuk pembayaran Pajak Kfndaraan Bermotor;
b. melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dik9pakan pada pihak yang

bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor;
1,

j

kendaraan dinas sebagai penanggungjawab kendaraan dinas dikenakan
sanksisesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undaPgan.



Pasa1314

Pasa1313
(1) Penctapan status penggunaan BMDberupa rumah negara tiitetapkan oleh Bupati.
(2)Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ~ditetapkan dalam SIP,

kecuali ditentukan lain dalam keputusan pencabutan SIP.j
(3) SIPuntuk rumah negara golongan I ditetapkan oleh Penge¥>laBarang.
(4) SIP untuk rumah negaragolongan II dan golongan III ditetapkan oleh Pengguna

Barang. ,I

(5) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4)se~urang-kurangnya harus
mencantumkan:
a. namapegawai/pejabat, Nomor Induk Pegawai, dan jabatan calon penghuni

rumah negara;
b. masa berlaku penghunian;
c. pernyataan bahwa penghuni bersedia mernenuhikewajiban yang melekat pada

rumah negara; dan
d. menerbitkan pencabutan SIP terhadap penghuni, yang .dilakukan:

1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi
penghuni yang meninggaldunia;

2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi
penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan
hukuman disiplin pemberhentian;

3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya
pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian rumah
negara yang dihuninya; dan

4. paling lambat 6 (enam)bulan sebelum tangga.lpensiun, bagi penghuni yang
memasuki usia pensiun.

Pasa1312
(1)Kewajibanpenghuni rumah negara, antara lain: "

a. memelihara rumah negaradengan baik dan be~gungjawab, termasuk
melakukan perbaikan ringanatas rumah negara bersangkutan; dan

b. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik "kepada pejabat yang
berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satti) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya keputusan pencabutan SIP.

(2)Penghuni rumah negara dilarang untuk:
a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa 1zintertulis dari pejabat

yang berwenang pada PDyangbersangkutan;
b. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun

keseluruhannya kepada pihak lain;
d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya kepada

pihak lain;
e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negarasebagai agunan

atau bagian dari pert:anggunganutang dalam bentuk apapun; dan
f. menghuni rumah negara di Daerah bagi masing-rnasing suamij istri yang

berstatus PNS.

c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negarasetelah berakhirnya jangka
waktu SIP atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barangj Kuasa
Pengguna Barang;

d. pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali~ pada saat berakhirnya
masa jabatan atau berakhirnya SIP kepada Pengelola BarangjPengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang;

e. pengembalian sarana/ prasarana apabila ru~h negaradilengkapi
sarana Zprasarana sesua.i BASTdan diserahkan kembali pada saat berakhirnya
masa jabatan atau berakhirnya SIP kepada Pcngdlola BarangjPengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang;dan .

f. penyerahan kembali dituangkan dalam BAST.



BarangPenggunaBarang/Kuasaf. laporan persediaan Pengguna
semesterari/ tahunan; dan

Pasa1318
(1) Pengamanan fisikbarang persediaan dilakukan, antara lain:

a. menempatkan barangsesua.i dengan frekuensi pengeluaran jenis barang;
b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di j:dalam gudangy tempat

penyimpanan, jika diperlukan;
c. menyediakan tempat penyimpananbarang;
d. melindungi gudang/rempat penyimpanan; hroi

e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, j diperlukan;
,I

f. menghitung fisik persediaan secara periodik;dan I;
g. melakukan pengamanan persediaan. ::

(2) Pengamanan administrasi barang persediaandilakukan, alhara lain:
a. buku persediaan; .
b. kartu barang;
c. BAST;
d. berita acara pemeriksaan fisik barang;
e. Surat Perintah Pcnvaluran Barang:

Paragraf Keenam
Tata Cara Pengamanan BMDBerupa BarangPersediaan

Pasa1317
Pengamanan administrasi BMD berupa rumah negaradilakukan dengan menghimpun,
mencatat, menyimpan, dan menata.usahakan secara tertib dan teratur atas
dokumen,antara lain:
a. sertifikatatau surat keterangan hak atas tanah;
b. SIP;
c. keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau

golongan III;
d. gam bar / legger bangunan;
e. data daftar barang;dan
f. keputusan pencabutan SIP.

Pasa1316
(1) Apabila terjadi scngketa terhadap pcnghunian rumah nigara golongan I,rumah

negara golongan II dan rumah negara golongan III, Pengelota Barang/ Pengguna
Barangyang bersangkutan melakukan penyelesaian <Jan melaporkan hasil
penyelesaian kepada Bupati.

(2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(l),yang bersangkutan dapat meminta bantuan PD/unit kepa terkait.

Pasa1315
(1) Suamiy istriy ariak/ ahli waris lainnya dari penghuni rumaljnegara Golongan II dan

rumah negara golongan III yang meninggal dunia wajib menyerahkanrumah negara
yang dihuni paling lambat 2 (dual bulan terhitung sejak saat diterimanya
keputusan pencabutan SIP.

(2) Pencabutan SIPrumah negara Golongan I dilakukan oleh P~ngelola Barang.
fl:.

(3) Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan Golongan III dilakukan oleh
Pengguna Bararigyang menatausahakan rumah negara bersangkutan atas
persetujuan Pengeiola Barang.

(1) Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi m~nduduki jabatanharus
menyerahkanrumah negara.

(2) Penghuni rumah negara golongan II dan golongan IIItid~k lagi menghuni atau
menempati rumah negara karena:
a. dipindahtugaskan (mutasi);
b. izin penghuniannya berdasarkan SIP telah berakhir;
c. berhenti atas kemauan sendiri;
d. berhenti karena pensiun; atau
e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.



(3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas HMO sebagaimana dimakudpada ayat (2)
adalahuntuk menjaga kondisi dan mernperbaiki semua f:BMOagar sela1u dalam

Pasa1321
(1) Barang yang dipelihara adalah BMO danjatau BMO dalarn penguasaanPengelola

BarangjPengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, .
(2) Pengelola Barang, Pcngguna J3arangdan kuasa Pengguna Barang

bertanggungjawab atas pemeliharaan BMDyang berada d~lam penguasaannya.

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasa1320
(1) Pengamanan fisik BMD berupa barang tak berwujud dilakukandengan:

a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak tertentu yang berwenang
terhadap pengoperasian suatu aplikasi; dan

b. melakukan penarnbahan security systemterhadap aplikasi yang dianggap
strategis oleh Pemermtah Daerah.

(2) Pengamanan adminstrasi BMO berupa barangtak berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)melalui: .
a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan

teratur atas dokumen sebagai bcrikut:
1. BAST;
2. lisensi; dan
3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

b. mengajukan hak ciptadan lisensi kepada instansi alaupihak yang memiliki
I

kewenangan.

Paragraf Kedelapan
Tata Cara Pengamanan BMD Berupa Barang Ta~ Berwujud

l~
Pasa1319 ;;Ii

(1) Pengamanan fisik BMO berupa selain tanah,gedung danj ,tau bangunan, rumah
negara, dan barangpersediaan yang mempunyai dokumen ,AST dilakukan dengan
menyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor.

(2) Pengamanan adrninistrasi BMD berupa selain tanah.gedurig danjatau bangunan,
rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai do;k.umen BASTdilakukan,
an tara lain:
a. faktur pembelian;
b. dokumenBAST;
c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

(3) Pengamanan hukum HMO berupa selain tanah, gedung danjatau bangunan,
rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen BAST dilakukan
dengan melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pad a pihak
yang bertanggiingjawab atas kehilangan barangsesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh ,
Tata Cara Pengamanan BMD 8elain Tanah,Gedtmg D~IAtau Bangunan,

RumahNegara,Dan Barang Persediaan Yang M~punyai
DokumenBAST "

g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
(3) Pengamanan hukumbarang persediaan dilakukanv . dengan melakukan

pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakin pada pihakyang
bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian,sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal325
(1) Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pernerintah Daerah,

pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
(2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dikecualikanuntuk:

a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(3) Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca
PemerintahDaerahdilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan.

BABIX
PENILAIAN

Pasal324
(1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis BMD dilakukan pencatatan kartu

perneliharaany perawatan yang dilakukan oleh Pengurus Barang/Pengurus Barang
Pembantu.

(2) Kartu pemeliharaan /perawatan sebagaimana dimaksud pacta ayat (l)memuat:
a. nama barang;
b. spesifikasinya;
c. tanggal perneliharaan;
d. jenis pekerjaan atau perneliharaan;
e. barang atau bahan yang dipergunakan;
f. biaya pemeliharaan;
g. pihak yang melaksanakan perneliharaan.dan
h. hallam yang diperlukan.

Pasal323
(1) Kuasa Pengguna Barangwajib mernbuat daftar hasil pemeliharaan barangyang

berada dalam kewenangannya.
(2) Kuasa Pengguna Barangmelaporkan hasil pemeliharaan barangsebagairuana

dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna Baranguntuk dilakukan
penelitian secara berkala setiap enarn bulan/per semester.

(3) Pengguna Barangatau pejabat yang ditunjukmeneliti laporan sebagaimana
dimaksud pad a ayat (2) dan menyusun daftar hasil perneliharaan barang yang
dilakukan dalam 1 (satu] tahun anggaran.

(4) Daftar hasil pemeliharaan barang yang disusun Pengguna Barang atau pejabat
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pad a ayat (3)merupakan bahan untuk
melakukan evaluasi mengenai efisierisi pemeliharaan BMD.

(5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan
b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.

(6) Pengguna Barang melaporkarr/menvampaikan daftar hasil pemeliharaan barang
terse but kepadaPengelola Barang secara berkala.

Pasal322
(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 berpedoman pada daftar

kebutuhan pemeliharaan BMD.
(2) Daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dqnaksud pada ayat (1)

merupakan bagian dari daftar kebutuhan BMD.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pemeliharaan BMD

keadaan baik dan layak serta siapdigunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna.

(4) Dalam rangkatujuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah
harus memprioritaskananggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.

(5) Biaya pemeliharaan BMO sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) dibebankan pad a
APBD.

(6) Dalam hal BMD dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan BMD.



Pasa1330
(1) Dalamrangka pernindahtanganan EMD dilakukan penilaiari.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untukpemindahtanganan dalam bentuk hibah.
(3) Penilaiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanuntuk mendapatkan

nila iwajar.

Pasa1329
(1) BMO yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah

dapat dipindahtangankan.
(2) Bentuk pemindahtanganan BMO meliputi:

a. penjualan;
b. tukar menukar;
c. hibah; atau
d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Prinsip Umum.

BABX
PEMINDAHTANGANAN

Pasa1328
(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka

koreksi atas nilai BMDyang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
(2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iadalah proses revaluasi

I
dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahanyang
metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.

(3) Keputusan mengenai penilaian kernbali atas nilai BMD dilaksanakan berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati denganberpedoman pad a ketentuan
Pemerintah yang berlaku secara nasional.

(4) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (~) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna
Barangtanpa melibatkan penilai, hasil penilaian BMD hanya rnerupakan nilai
taksiran,

(6) Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasa1327
(1) Penilaian BMD selain tanah dari/utau bangunan dalam rapgka pemanfaatan atau

pemindahtanganan dilakukan olehTimyang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat
melibatkan penilai yang ditetapkan Bupati. Ii

(2) Timsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitf penaksir harga yang
unsumya terdiri dari PD/ unit kerja terkait. ;

(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Itnilai pemerintah atau
penilai pu blik.

Pasa1326
(1) Penilaian BMD berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pernanfaatan atau

pemindahtanganandilakukan oleh:
a. penilai pemerintah; atau
b. penilaipublik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penilaiselain
penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota
asosiasi penilai yang diakui oleh Pernerintah.

(3) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan Peraturan Peru9:(lang-undangan.

(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian
menjadi tanggung jawab penilai.

(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian BMO dibebankan pada APBD.



Pasal335
(1) Tanahdari/ atau bangunanyang diperuntukkan bag~ kepentingan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331ayat (2) huruf dlJ adalah tanah darr/ atau
bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyan4kut kepentingan bangsa
dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak Zbersama] dan /atau kepentingan
pembangunan, termasuk diantaranva kegiatan Pemerin~ Daerah dalam. lingkup
hubungan persahabatan an tara negara/rlaerah dengan negara lam atau
masyarakat/Iembaga internasional. .

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimanadimaksud pada a1.at (l)antara lain sebagai
beriku t:
a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan, jalan tol, dan rel kereta api;
b. saluran air minum / air bersih dan/ atau saluran pernbuangan air;
c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya.termasuk saluran irigasi;
d. rurnah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; !

Pasal334
Tanah dan/atau bangunandiperuntukkan bagiPNS Daerah lisebagaimana dimaksud
dalam Pasal 331ayat (2) huruf c,adalah:
a. tanah darr/utau bangunan yang ruerupakan kategori' rumah negara/daerah

golongan III;
b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk

pembangunan perumahan PNSDaerah.

Pasal333
Bangunanyang harus dihapuskan karena anggaran untuk bi;,unan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaransebagaimana " aksud dalam Pasal
331ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwayang dihapuskan~ adalah bangunan yang
berdiri di atas tanah terse but dirobohkan untukselanjutnya 1idirikan bangunan baru
diatas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah
disediakan dalam dokumen penganggaran. I

Pasal332 I
(1) Tanah darr/atau bangunanyang sudah tidak sesuai dengan Tata Ruang Wilavah

atau penataan kotasebagaimanadimaksud dalam Pasa~: 331ayat (2) hurui a,
dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/ atau bangunan dimaksud terjadi
perubahan peruntukan dan/ atau fungsi kawasan wilayah. I,

(2) Tanah dan/atau bangunanyang tidak sesuai dengan penataan kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada
perubahan luas tanah dan/ atau bangunan tersebut.

Pasal331
(1) Pemindahtanganan BMD yang dilakukansetelahmendapat persetujuan DPRD

untuk:
a. tanah dan/ atau bangunan;atau
b. selain tanah darr/atau bangunan yang bernilai lebih df; Rp.S.OOO.OOO.OOO,OO

(lima miliar rupiah). i:
(2) Pernindahtanganan BMD berupa tanah dan/ atau ~bangunansebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujjian DPRD, apabila:
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah; :
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah,

disediakan dalam dokumen penganggaran; r,

c. diperuntukkan bagi PNS Daerah;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasaiPemerintah Daerah berdasarkan keputusan .pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap danj'atau berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan, yang jika status kepemilikannj a dipertahankan tidak
layak secara ekonomis.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan



Pasa1338
(1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi HMDyang berlebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan/ atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) BMO yang tidak digunakanjdimanfaatkan sebagaimanajdimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah BMO yang tidak digunakan untuk kepehtingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi PO atau tidak dimanfaatkan oleh pihak thin.

ParagrafKesatu
Prinsip Umum

Bagian Ketiga
Penjualan

Pasa1337
(1) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai sampai

dengan Rp.5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola
Barangsetelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pemindahtanganan BMD selain tanah dari/atau bangunan yang bemilai lebih dari
Rp.5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan DPRD.

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar
untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan
penyertaan modal.

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan
untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(5) Usuluntuk memperoleh persetujuan OPRDsebagaimana dimaksud pad a ayat (2)
diajukan oleh Bupati.

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (~~dan ayat (2) dilakukan
per tiap usulan.

Pasa1336
Pernindahtanganan BMO berupa tanah dan/ atau bangunan [sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 331 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau tennjhal;
f. tempat ibadah;
g. sekolah atau lernbaga pendidikan non komersial;
h. pasar umum;
i. fasilitas pemakaman umum;
J. fasilitas keselamatanumum, antara lain tanggul penanggula ngan bahaya banjir,

lahar dan lain-lain beneana;
k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
1. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana: pendukungnya untuk

lembaga penyiaran publik;
n. kantor Pemerintah, Pernerintah Daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan

Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan
Bangsa -Bangsa;

o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

p. rumah susun sederhana;
q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
r. eagar alam dan eagar budaya;
s. promosi budaya nasional;
t. pertamanan untuk umum;
u. panti sosial;
v. lembaga pemasyarakatan; dan .
w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga ~trik termasuk instalasi

pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.



(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulangBMO seba&aimana dimaksud pada
ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindakl,njuti dengan penjualan
tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal a~u pemanfaatan.

(4) Pengelola Barangdapat melakukan kegiatan sebagaimanal dimaksud pad a ayat (3)
atas BMO setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasa1341
(1) BMD berupa t.anah dan,' atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang

pertarna, dilakukan lelang ulang sebanyak 1(satu)kali.
(2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan pcnilaian ulang.

Pasa1340
(1) Dalarn rangkapenjualan BMOdilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ,;pada ayat (1) adalah

bagipenjualan BMO berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah
susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oldJ,l Bupati berdasarkan
perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan ~erundang-undangan.

(3) Penilaiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan' berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 326dan Pasal 327.

(4) Penentuannilai dalam rangka pcnjualan BMO secaja Ielang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 339ayat (1) dilakukan dengan :¢emperhitungkan faktor
penyesuaian.

(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Iimit /batasan terendah
yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetaparr nilai limit.

(6) Nilai limitj batasan terendahsebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga
minimal barang yang akan dilelang.

(7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati selaku
penjual.

Pasa1339 ,
(1) Penjualan BMO dilakukan secara Ielang, kecuali dalam hal ~ertentu.
(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjuflan BMO yang terbuka

untuk umum dengan penawaran harga secara tertulisi dan/ atau lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga ¢rtinggi.

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tdilaksanakan setelah
dilakukanpengumuman lelangdan di hadapan pejabat le!l' .

(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud p da ayat (1)meliputi:
a. BMOyang bersifat khusus sesuai Peraturan Perundangjundangan: dan
b. BMO lainnyayang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. i:

(5) BMO yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ~yat (4) huruf a adalah
barang yang diatur secara khusus sesuai ketentuan I: Peraturan Perundang­
undangan, antara lain yaitu:
a. rumah negara golongan IIIyang dijual kepada penghuninya yang sah.
b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. mantan Bupati; dan
4. mantan Wakil Bupati.

(6) BMO lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf bjantara lain yaitu :
a. tanah darr/atau bangunan yang akan digunakan untukikepentingan umum;
b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pepgadaannya digunakan

untuk pembangunan perumahan PNS Daerah sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

c. selain tanah dan/ atau bangunan sebagai akibat dan keadaan kahar;
d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain

pemilik tanah tersebut;
e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali;atau
f. selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan

nilai wajar paling tinggi Rp.l.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) per unit.



(4) Penjualan BMD selain tanah dari/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pad a
ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratansebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan t.eknis:
b. mernenuhi persyaratan ekonomis, yakni se(jfara ekonomis lebih

menguntungkanbagi Pemerintah Daerah apabila B~O dijual, karena biaya
operasional dan pemeliharaanbarang lebih besar daripadamanfaat yang
diperoleh; dan

Pasa1344
(1) Objekpenjualan adalah BMO yang berada pada Pengelola BarangjPengguna

Barang, meliputi:
a. tanah danjatau bangunan; dan
b. selain tanah danj atau banguan.

(2) Penjualan BMO berupa tanah dan/ atau bangunan seba~imana dimaksud pada
ayat (1) huruJ a dilakukan dengan persvaratan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan teknis:
b. memenuhi persyaratan ekonomis,yakni secara ekonomls Iebih menguntungkan

bagi Oaerah apabila BMO dijual, karena biaya opera sional dan perneliharaan
barang Iebih besar daripada maniaat yang diperoleh.dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, vakni BMO tidak terdapat permasalahan
hukum.

(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
a. lokasi tanah dan/ atau bangunan sudah tidak sesuai dengan Tata Ruang

Wilayah;
b. lokasi dari/ atau luas tanah dan/ atau bangunan tidaks dapat digunakan dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan
Daerah;

c. tanah kavlingyang menu rut awal perencanaan
pengadaannyadiperuntukkanbagi pembangunan perumahan PNS Daerah;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau 1

e. BMO yang rnenganggur tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan
ataupemanfaatan.

Paragraf Kedua
ObjekPenjualan

Pasal343
(1) Hasil penjualan BMDwajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
(2) Dalam hal BMD berada pada BLUD:

a. pendapatanDaerah dari pcnjualan BMO dalam nlngka penyelenggaraan
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan f~hgsi BLUDmerupakan
penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rek$ing kas BLUD.

b. pendapatanOaerah dari penjualan HMD dalam rangka] sclain penyclcnggaraan
tugas dan fungsi BLUDmcrupakan pcncrimaan Dlerah yang disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal342
(1) BMD berupa selain tanah danjatau bangunan yang tidakllaku dijual pada lelang

pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
(2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ajat (1) dapat dilakukan

penilaian ulang,
(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana ~imaksud pada ayat (1)

tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa
lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.

(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana ;tlimaksud pad a ayat (3)
atas BMO selain tanah danj atau bangunan setelah 'mendapat persetujuan
Bupatiuntuk masing-masmg kegiatan bersangkutan.

(5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, dapat dilakukan
pemusnahan.



Pasal349
(1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 348ayat (2).
(2) Dalam melakukan penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

membentuk Timuntuk melakukan penelitian.

Pasal348
(1) Penjualan BMD pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan

penjualan yang meliputi antara lain:
a. data BMD;
b. pertimbanganpenjualan;dan
c. pertimbangandari aspek teknis, ekonomis, dan yuridisolehPengelola Barang.

(2) PengelolaBarang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai
perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat(I).

Pasal347
Pelaksanaan penjualan BMO yang berada pada Pengelola Barang dilakukan
berdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan pihak lain.

Paragraf Ketiga :'
Tata Cara Penjualan BMDPada Pengelola JJarang

Pasal346
(1) Penjualan BMD'berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan

apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen
kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitungmulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai
dokumenkepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

(3) Oalam hal BMD berupa kendaraan bermotorrusak berat q'Jengansisa kondisi fisik
setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), penjualan kendaraan bermotor dapat
dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.

(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh)
tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis
dari instansi yang berkompeten.

Pasal345
Penjualan BMD berupa tanah kavlingyang menurut awal perencanaan
pengadaannyadiperuntukkanbagi pembangunan perurnahan PNS Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339ayat (6) huruft b dilakukan dengan
persyaratan:
a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang

menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk
pembangunanperumahan PNSDaerah; dan

b. penjualan dilaksanakan langsung kcpada rnasing-rnasing yang ditetapkan oleh
Bupati.

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan
hukum.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
a. BMD secara fisik tidak dapat digunakan karenarusak, dan tidak

ekonomisapabila diperbaiki;
b. BMO secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat medernisasi;
c. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan

dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, danlain-lain
sejenisnya; atau

d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalamipengurangan
dalam timbanganyukuran disebabkan penggunaan atau susutdalam
penyimpanan atau pengangkutan



Pasa1353
(1) Bupati menetapkan BMD yang akandijual berdasarkan hasil penelitian yang

dituangkan dalam Berita Acara Penelitiansebagaimana ~dimaksud dalam Pasals
350ayat (3)dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam; 352 ayat (l)dan ayat (2).

(2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (~Opalingsedikitmemuat:
a. data BMOyang akan dijual; .
b. nilai perolehan dan/ atau nilai buku BMO;dan
c. nilai limit penjualan dari BMO.

Pasa1354
(1) Apabilakeputusan penjualanoleh Bupatisebagaimana dimaksud dalam

Pasa1353ayat(1)merupakanpenjualan BMOyang dilakukan secara lelang, Perigelola
Barangmengajukan perrnintaanpenjualan BMO dengan cara lelang kepada
KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasa1352
(1) Pengelola Barangmengajukan pcrmohonan persetujuan penjualan BMD kepada

Bupati.
(2) Apabilapenjualan BMO sebagairnana dimaksud pada ayat (l)memerlukan

persetujuan DPRD, Bupati terJebih dahulu mengajukan permohonan
persetujuanpenjualan kepada OPRO.

(3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)
dilakukan terhadap:
a. tanah dany atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 331ayat (1)

huruf a;
b. selain tanahdan / atau banguna n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331ayat

(1) hurufb.
(4) Apabilapersetujuan Bupati sebagaimana dimaksud padaayat (1) atau persetujuan

OPROsebagaimanadima.ksud pada ayat (2) melebihi batas waktuhasil penilaian,
sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harusdilakukan penilaian ulang.

(5) Apabilahasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi,
atau sarna, atau lebih rendahdengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan
kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak perlu
mengajukan pennohonan barn persetujuan penjualan BMb kepada DPRD.

(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada DPRD.

Pasa1351
(1) Berdasarkan Berita Acara Penelitiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 350ayat

(3), Bupatimelalui Pengelola Barang menugaskanPenilaiuntuk melakukan
penilaian atas BMOyang akan dijual,

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikansebagai dasar
penetapan nilai limit penjualan BMO.

Pasal350
(1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalaml-asal 349 ayat (3) huruf a

dilakukan untuk meneliti:
a. status dan buktikepemi1ikan, gambar situasi termasuk ~~okasitanah, luas, nilai

I
perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data:!BMOberupa tanah;

b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilaiperolehan bangunan, nilai
buku,dandata identitas barang, untuk data BMOberupa bangunan;dan

c. tahun perolehan, jumlah, nilaiperolehan, nilai buku, dandata identitas barang,
untuk data BMOberupa selain tanahdanj atau bangunan.

(2) Penelitian fisiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (3) huruf bdilakukan
dengancara mencocokan fisik BMO yang akan dijual dengan data
administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh
Timdalam Berita Acara Penelitianuntuk selanjutnya disampaikankepada Bupati
melalui Pengelola Barang.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:
a. penelitian data administratif; dan
b. penelitian fisik.



Pasal360

(3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud padaayat (l)huruf b, yaitu:
a. mantan Bupati; dan
b. mantan Wakil Bupati.

Pasal359
(1) Kendaraanperorangandinasdapat dijual tanpa melalui lelang kepada:

a. Pejabat Negara;
b. mantan Pejabat Negara;atau

(2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud padaayat (l)huruf a, yaitu:
a. Bupati; dan
b. Wakil Bupati.

Pasal358
Syarat kendaraanperorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada
Pejabat Negara dan' mantan Pejabat Negara adalah:
a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:

1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam
kondisi baru; atau

2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain
tersebut pada angka 1.

b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Paragraf Kelima
Tata Cara Penjualan Kendaraan PerorangaJ) Dinas

Kepada Pejabat !lepra, Mantan Pejabat !legaraDan P!lS

Pasa1357
(1) Serah terima barangpenjualan BMD pada Pengguna Barang dituangkan dalam

BAST.
(2) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud padaayat (1), PenggunaBarang

mengajukan usulan penghapusan 13MDkepada Pengelola Barang.

Pasal356
(1) Penjualan BMO pada Pengguna Barang diawali dengan rrienyiapkan permohonan

penjualan, antara lain:
a. data BMO;
b. pertirobanganpenjualan;dan
c. pertirobangandari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis q,lehPengguna Barang.

(2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan
penjualan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) kepada Bupati,

(3) Tata carapenjualan BMD pada PengeiolaBarang sebagaimana dimaksucl clalam
Pasal 349sampai dengan Pasal354berlaku mutatis mutandis pad a tata
carapenjualan BMO pacla Pengguna Barang.

Paragraf Keempat I:
Tata Cara Penjualan BMD Pada Penggllna .arang

Pasal355
(1) Serah terimabarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal] 354ayat (3)dituangkan

dalamBAST.
(2) Berdasarkan BASTsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang

mengajukan usulan penghapusan BMOkepada Bupati,

(2) Apabilakeputusan penjualanoleh Bupatisebagaimana dimaksud dalam
Pasa1353ayat(1)merupakanpenjualan BMOyang dilakukanjtanpa lelang, Pengelola
Barang melakukan penjualan BMO secara langsung kepada calon pembeli.

(3) Penjualan BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah
terima barang berdasarkan:
a. risalah lelang, apabilapenjualan BMOdilakukan secara lelang.dan
b. akta jual bell, apabilapenjualan BMOdilakukan tanpa l~lang.



Pasa1366
Pcmbayaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 365dilakuk~n mclalui penyetoran ke
rckening Kas Umum Daerahpaling lama 1 (satu) bulan ::terhitung sejak tanggal
berlakunya surat persetujuan penjualan.

Pasal365
Pembayaran atas penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lclang
dilakukan denganpembayaran sekaligus bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Ncgara;

Pasa1364
Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual
kcpada Pejabat Negara/rnantan Pejabat Negarayang dilakukan tanpa melalui lelang
dengan ketentuan scbagai berikut:
a. kendaraan dengan umur 4 (empat] tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga

jualnya adalah 40% (cmpat puluh pcrsen) dari nilai wajar *cndaraan; dan
b. kendaraan dengan umur lebih dad 7 (tujuh) tahun, harga [ualnya adalah 20% (dua

puluh persen) dari nilai wajar kenda raan.

Pasal363
(1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelangkcpada man tan

Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang rnantan
Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan. .

(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan perrnohonan Penjualan kendaraan perorangan
dinas paling lama 1 (SHtU) tahun sejakberakhirnya masa jabatan Pejabat Negara
yang bersangkutan,

Pasal362
(1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kcndaraan terorangan dinas tanpa

melalui lelang harus memenuhi persyaratan: i'
a. tclah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selania 4 (empat) tahun atau

lcbih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal dit¢tapkan menjadi Pcjabat
Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan; .

b. belum pernah membeli kendaraan perorangandinas tappa melalui lelang pad a
saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Ncgara;

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pWana dengan ancaman
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.idan

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dati jabatannya.
(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a adalah secara

berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi
yang berbeda.

Pasal361
(1) Pejabat Ncgara mengajukan permohonan penjualan kendaraan pcrorangan dinas

pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.
(2) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negarasebagaimana dimaksud padaayat

(l)adalah tahun tcrakhir pada periode jabatan Pejabat fNcgara sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui [elang paling banyak 1
"(satu) unit kcndaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap pcnjualan

yang dilakukan.

"(1) Syarat Pejabat Negarayang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa
melalui lelang adalah: ..
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau

lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pejabat
negara;

b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dcngan ancaman
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a adalah sccara
berkelanjutan mcnjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi
yang berbeda.



Pasa1372
(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 371ayat (3) dilampiri

dokumen pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) bagi

PejabatNegara/ rnantan Pejabat Negara, antara lain:
a. fotokopi keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negaraatau keputusan

pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
c. surat pernyataanyang menyatakan belum pernah membeli atau pemahmembeli

kendaraan perorangan dinas tanpa le1ang setelah jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara; .

Pasa1371
(1) Penjualan kendaraanperorangan dinas yang dijual t.anpa melalui

lelangsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 357, diawali dengan pengajuan
permohonan penjualan oleh:
a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara; atau
b. mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) t.ahun sejak berakhirnya masa

jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikanoleh:

a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang; dan
b. mantan Pejabat Negara kepada Bupati.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat,dan ternpat/tanggal lahir.dan
b. alasan permohonan pembelian kcndaraan perorangan dinas.

Pasa1370
(1) Pejabat Negara yang pernah membeli kendaraan perorangandinas.dapat membeli

lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelangsetelah jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.

(2) Pembelian kembali alas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud pad a
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut rnasih aktif sebagai
Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasa1369
(1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerahuntuk perbaikan kendaraan

perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum
adanya persetujuanpenjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara yang membeli
kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tarnbahan harga
jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364.

(2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas
kendaraan perorangan dinas.

Pasal368
(1) PejabatNegara dan mantan Pejabat Negara yang tidak memenuhisyarat

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 365,Pasal 366, dan Pasal 367, dicabut haknya
untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

(2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/rnantan Pejabat
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kembali untuk
pelaksanaan tugas.

Pasa1367
Apabila pembayaran ataspenjualan kendaraan perorangan dinassebagaimana
dimaksud dalam Pasal 366 belum lunas dibayar :
a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai BMO;
b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
c. biaya perbaikarr/ pemeliharaan rnenjaditanggung jawab Pejabat Negaray mantan

Pejabat Negara; dan
d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan,

atau dijarninkan kepada pihak lain.



c. nilai buku;
d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan
e. rincian biaya yang telah dike luarkan Pemerintah Daerah untuk perbaikan

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu)

Pasal374
>

(1) PengelolaBarang mengajukan pennohonan persetujuanpeqjualanberdasarkan hasil
penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (5) dan ayat
(7) kepada Bupatisesuai batas kewenangannya.

(2) Apabila persetujuan Bupatisebagaimana dimaksud pada: ayat (1) melebihi batas
waktu hasil penilaian, sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus
dilakukan penilaian ulang.

(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual
berdasarkan hasil penelitiandan penilaiansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), paling sedikit memuat:
a. data kendaraan perorangan dinas:
b. nilai perolehan;

Pasal373
(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 371ayat

(3),Pengguna Barangmelakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain: .
a. data administrasi kendaraan perorangan dinas;dan
b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa

melalui lelang.
(2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaima1a dimaksud pada ayat

(l)telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan
penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMDdisertai:
a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan:
c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 372 ayat (2);
d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sebelum adanya persetujuan penjualan;dan

e. surat pernyataan dari Pengguna Barangbahwa sudah ada kendaraan pengganti.
(3) Bupati rnelakukan penelitian atas usulanpermohonanpenjualan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam melakukan penelitiansebagairnana dimaksud pada ayat (3), Bupati

membentuk Timuntuk:
a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbanganpennohonan

penjualan BMD;
b. melakukanpenelitian fisik, dengan cara mencocokan fisik kendaraan

perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat :,(4) dituangkan dalam

BAHPuntuk selanjutnya disampaikan kepadaBupati melalui Pengelola Barang.
(6) Bupati melalui Pengelola Barangmenugaskan Penilai untjik melakukan penilaian

atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.
(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)4ijadikan sebagai dasar

penetapan nilai limit penjualan BMD.

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan
perorangan dinas tanpa lelang, dilarnpirkan fotokopikeputusan pengangkatan
menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas
sebagaimana dimaksud padahuruf c;

e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli
kendaraanperorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan
menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara;dan

f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut
tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun.



(4) Tukar menukar BMOdapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Oaerah lainnya;
c. Badan Usaha Milik Negara/Oaerah atau badan hukum milik Pemerintah

lainnya yang dimiliki negara;

Pasal376
(1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
b. untuk optimalisasi BMO; dan
c. tidak tersedia dana dalam APBD.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (l)ditempuh apabila Pemerintah
Daerahtidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

(3) Selain pertimbangansebagaimana dimaksud pada ayat (tL tukar menukar dapat
dilakukan:
a. apabila BMD berupa t.anah dan/ atau bangunan sudah tidak sesuai dengan

Tata Ruang Wilayah atau penataan kota;
b. gunamenyatukan BMOyang lokasinya terpencar;
c. dalamrangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Pusat/Pernerintah

Daerah;
d. guna mendapatkan zmemberikan akses jalan, apabjla objektukar menukar

"adalah BMO berupa tanah dan/ atau bangunan; dan/ aftu
e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, k~ndisi, atau ketentuan

Peraturan Perundang-undangan, apabila objektukan menukar adalah BMD
selain tanah dari/ atau bangunan. '

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Pasal 375
(1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan
dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal364; dan

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 369ayat (1).

(2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Oaerah sesuai
harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364.

(3) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan
surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.

(4) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD
sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(5) Pengelola Barangdan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesual ketentuan Peraturan
Perundang- undangan.

(6) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme
sebagaimana diatur dalam Pasal 358serta tidak digunakani untuk penyelenggaraan
tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebaga~ana dimaksud dalam
Pasa1369ayat (1) untuk Pejabat Negara.

(4) Oalam hal Bupatitidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa
melalui lelang Bupatimemberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui
Pengelola Barang.

(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud padaayat (3), Pengelola Barang
melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat
Negara/rnantan Pejabat Negara.



Pasal381
(1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai

wajar BMOyang dilepas.
(2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar BMD yang dilepas,

mitra tukar menukar wajib menyetorkanke rekening las Umum Oaerah atas
sejumlah selisih nilai antara nilai wajar BMD yang dilepas dengan nilai barang
pengganti. ::

(3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ay~lt (2) dilaksanakan paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum BASTditandatangani. ..

(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam
perjanjian tukar menukar.

Pasal380
(1) Barang pengganti tukar menukardapat berupa:

a. barang sejenis; dan/ atau
b. barang tidak sejenis.

(2) Barang pengganti utarna tukar menukar BMO berupa tanah,harus berupa:
a. tanah; atau
b. tanah dan bangunan.

(3) Barangpengganti utarna tukar menukar BMO berupa bangunan, dapat berupa:
a. tanah;
b. tanah dan bangunan;
c. bangunan.dari/atau
d. selain tanah dan/ atau bangunan.

(4) Barangpengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) harus berada
dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar
menukaratau BAST.

Pasal379
Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalamPasal 378rerhadap BMO berupa
tanah danj atau bangunan, Bupati dapat memberikan :alternatif bentuk lain
pengelolaan BMO atas permohonan persetujuan tukar menukaryang diusulkan oleh
Pengelola Barangj Pengguna Barang.

Pasal378
Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
a. aspekteknis, antara lain:

1. kebutuhan Pengelola Barangj Pengguna Barang; dan
2. spesifikasi barangyang dibutuhkan.

b. aspek ekonomis, antara lain kajian tcrhadap nilai BMO yang dilepas dan nilai
barang pengganti; dan

c. aspek yuridis, antara lain:
1. Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan.

Pasa1377
(1) Tukar menukar BMO dapat berupa:

a. tanah danj atau bangunan yang telah diserahkan kepadp- Bupati;
b. tanah danjatau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;dan
c. selain tanah danj atau bangunan.

(2) Tanah danj atau bangunan yang berada pada Pengguna Barangsebagaimana
dimaksud padaayat (I) huruf b antara lain tanah darr/atau bangunan yang masih
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi
tidak sesuai dengan tata ruang wilavah atau penataan kota,

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola
Barang.

d. Pemerintah Oesa; atau
e. Swasta.

(4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e ad~h pihak swasta, baik
yang berbentuk badan hukum maupun perorangan. .



Pasa1386
(1) Berdasarkan penetapan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 385ayat (6),Pengelola

Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:
a. tanahrneliputi luas dan lokasi vang peruntukannya sesuai dengan tata ruang

wilayah;

Pasa1385
(1) Pelaksanaan tukar menukar SMD yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 384hur'Uf a, diawali dengan
pembentukan Timoleh Bupatiuntuk melakukan penelitian.mengenai kemungkinan
melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pad a pe:rtimbangansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 376ayat (l)dan ayat (3).

(2) Penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. penelitian kelayakan tukar mcnukar, baik dari aspek teknis, ekonomis,

maupun yuridis;
b. penelitian data administratif; dan
c. penelitian fisiko

(3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b dilakukan
untuk meneliti:
a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi

tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang,dan nilai
perolehan, untuk data BMD berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi
bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilaibuku,
untuk data BMO berupa bangunan; dan

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nam, barang, jumlah, nilai
perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepeniilikan kendaraan, untuk
data SMO berupa selain tanah dan/ atau bangunan.

(4) Penelitian fisiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengancara
mencocokan fisik SMO yang akan ditukarkandengan data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil penelitian sebagaimana dirnaksud pad a ayat (3) dan (4) dituangkan dalam
Berita Acara.

(6) Timmenyarnpaikan BAHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
Bupatiuntuk penetapan SMD menjadi objek tukarmenukar,

a. kebutuhan dan Pengelola Barang untuk melakukan tukar ~enukar; atau
b. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana tlimaksud dalam Pasal

376ayat (4).

berdasarkan:

Pasa1384 fj

Pelaksanaan tukar menukar SMO yang berada pada Pengelola Barang dilakukan

Paragraf Kedua j;

Tata Cara PelaksaDaan Tukar Menukar BMD Pada P,ngelola Barang
r

Pasa1383
Tukar menukar dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah, mendapat persetujuan
Bupatisesuai dengan kewenangannya.

Pasa1382
(1) Apabilapelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar

membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk
konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangandari
PO terkait.

(2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan
hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.

(3) Biaya konsuitan pengawas sebagairnana dimaksud pad a ayat (1)menjadi tanggung
jawab mitra tukar menukar.



Pasal389
(1) Berdasarkan perjanjian tukar mcnukar sebagairnana .dimaksud dalam Pasal

387ayat (5)Pengelola Barang melakukan serah terima barang yang dituangkan
dalam BAST.

Pasal388
(1) Bupati membentuk Timuntuk melakukan monitoring pelaksanaan

pengadaan / pernbangunan barang pengganti berdasarkan Japoran konsultan
pengawas dan penelitian lapangan.

(2) Sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas.Pengelola Barang melakukan
penilaian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 326 dan Pasal 327terhadap
kesesuaian barang pengganti sesuai denganyang tertuang dalarn perjanjian tukar
menukar.

(3) Dalarn hal hasil penilaiansebagaimana tersebut pad a ayat (2)menunjukkan bahwa
terdapatketidaksesuian spesifikasi dan/ atau jurnlah barang pengganti dengan
perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukarberkewajiban
melengkapi/rnemperbaiki ketidaksesuaian tersebut.

(4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, mitra tukar rnenukar
berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai BMD dengan barang penggantike
rekening Kas Umum Daerah.

(5) Bupati mernbentuk Timuntuk melakukan penelitian kelengkapan dokurnen barang
pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan BASTuntuk
ditandatangani oleh Pengclola Barang danmitra tukar mcnukar.

Pasal387
(1) Berdasarkan hasil peniIaian sebagaimana dimaksud dalam PasaI 386ayat (3),

Bupati melakukan penetapan mitra tukar menukar.
(2) Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:

a. mitra tukar menukar:
b. BMOyang akan dilepas;
c. nilai wajar BMDyang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan

diterbitkan; dan
d. rincian rencana barangpengganti.

(3) Pengelola Barangmengajukan pennohonan persetujuan tukar menukar kepada
Bupati.

(4) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD.

(5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4)Bupatidan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian tukar
menukar.

(6) Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagairnana dimaksud pada
ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan:
a. pekerjaan pembangunarr/ pengadaan barang pengganti sesuai dengan

perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas BMD berupa tanah
dan/ atau bangunan; dan ,

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan
perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan] pengurusan dokumen
administratif yang diperlukan, tukar menukar atas BMD berupa selain tanah
dan/ atau bangunan.

b. bangunan meliputi:jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta saran a dan
prasarana penunjang; dan

c. selain tanah dan bangunanmeliputijumlah, jenis barang, kondisi barang dan
spesifikasi barang.

(2) Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam PasaI 326
dan Pasa1327 terhadap BMOyang akan ditukarkan dan bal-ang pengganti.

(3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) idisampaikan Pengelola
Barang kepada Bupati.



(5) Berdasarkan BAST Pengguna Sarangmengajukan usulan -penghapusan SMD yang
dilepasdari Oaftar Barang Penggu na kepada Pengelola' Barang serta Pengguna
Barangmencatatdan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
terhadap barang pengganti sebagai BMD.

Pasal391
(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuantukar menukar kepada

Bupati melalui Pengelola Barang,dengan disertai:
a. penjelasan Zpertimbangantukar menukar;
b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar meriukaryang

ditandatangani oleh Pengguna Barang;
c. Peraturan Daerah rnengenai Tata Ruang Wilayah atau penataan kota;
d. data administratif HMOyang dilepas; dan
e. rineian rencana kebutuhan barang pengganti.

(2) Data administratif BMDyang dilepassebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
diantaranya:
a. status penggunaan dan bukti kcpemilikan, gambar situasi termasuk lokasi

tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang,dan nilai perolehan,
untuk BMD berupa t.anah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi
bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk
BMO berupa bangunan; dan

c. tahun perolehan,kode barang,kode register, nama barang,jumlah, nilai
perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti keperriilikan kendaraan, untuk
BMO berupa selain tanah darr/ atau bangunan. '

(3) Rincian reneana kebutuhan barang penggantisebagaim~nadimaksud pada ayat
(l)huruf e, meliputi: "
a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan ta:~ ruang wilayah, untuk

BMD berupa tanah;
b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana

penunjang,untuk BMD berupa bangunan; darr/atau
c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi baranguntuk BMD berupa

selain tanah dari/ atau bangunan.
(4) Pelaksanaan tukar menukar SMD padaPengelola Barang sebagaimana dirnaksud

dalam Pasal 385sampai dengan Pasal 389ayat (1) berlaku mutatis mutandis pada
pelaksanaan tukar menukar SMO pada Pengguna Barang.

ParagrafKetiga
IITata Cara Pelaksanaan Tukar MenukarPada Pencguna Barang

Pasal390
(1) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384huruf bdiawali dengan mengajukan
permohonan seeara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data pendukung
berupa:
a. rineian peruntukan;
b. jenis / spesifikasi:
e. lokasij data teknis;
d. perkiraan nilai barang pengganti; dan
e. hal lain yang diperlukan.

(3) Pelaksanaan tukar meriukar BMO yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385sampai dengan Pasal 389berlaku
mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar BMrj yang didasarkan pad a
permohonan dari pihaksebagaimana dimaksud dalam PasaIJ376ayat (4).

(2) BerdasarkanBAST sebagaimana dimaksud pada ayat ,(1), Pengelola Barang
mengajukan usulan penghapusan BMD yang dilepas dari Daftar BarangPengelola
kepada Bupati serta Pengelola Barang meneatat dan rnengajukan permohonan
penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMO.



(2) Penyelenggaraan pemerintahan Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f adalah termasuk hubungan antar-negara, hubungan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan antara Pernerintah Daerah dengan
masyarakat/Iernbaga internasional, dan pelaksanaan k~gi.atan yang menunjang
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau lPemerintah Daerah.

Pasa1395
(1) Hibah BMD dilakukan dengan pertirnbanganuntuk kepentingan:

a. sosial;
b. budaya;
c. keagamaan:
d. kemanusiaan;
e. pendidikan yang bersifat non komersial;
f. penyelenggaraanpemerintahan PusatJDaerah.

ParagrafKesatu
Prinsip Umum

Bagian Kelima
Hibah

Pasa1394
Bupati berwenang membatalkan perjanjian tukar menukar secara sepihak dalam hal
BAST tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 393ayat (3)dan ayat (4).

Pasa1393
(I) Penyerahan BMD dan barang pengganti dituangkan dalam BASTsebagaimana

dimaksud da.lam Pasal 389 ayat (1).
(2) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (l)ditandatangani oleh mitra tukar

menukar dan Pengelola Barang.
(3) Penandatanganan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling

lambat I (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar
menukaruntuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal
perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(4) Penandatanganan BAST sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dilakukan paling
lama 2 (dua) tahun setelah tanggaJ penandatanganan perjanjian tukar menukar
untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar
menukar ditandatangani,

(5) Penandatanganan BASThanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar
tela.h memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam
perjanjian tukar menukar.

Pasa1392
(I) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas pihak;
b. jenis dan nilai BMD;
c. spesifikasi barang pengganti;
d. klausal bahwadokumen kepemiJikan barang pengganti diatasnamakan

Pemerintah Daerah;
e. jangkawaktu penyerahan objek tukar menukar;
f. hak dan kewajiban para pihak;
g. ketentuan dalam hal terjadi kahar:
h. sanksi; dan
i. penyelesaian perselisihan.

(3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan
Bupati.

Paragraf Keempat
Perjanjian dan BAST



Pasal400
Pelaksanaan hibah BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:
a. inisiatif Bupati; at.au

Paragraf Kedua
Tata Cara Hibah BMDPada Pengelola Barang

(1) Hibah dapat berupa:
a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;dan
c. selain tanah dan/ atau bangunan.

(2) Tanah dan/ atau bangunan yang berada pad a Pengguna Barangsebagaimana
dimaksud pad a ayat (1) huruf b antara lain tanah dari/atau bangunan yang dari
awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

(3) BMD selain tanah darr/atau banguna n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c meliputi:
a. BMD selain tanah dan/ at.au bangunan yang dari awal pengadaannya untuk

dihibahkan;dan
b. BMD selain tanah dan/ atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.

(4) Penet.apan 8MD yang akan dihibahkan sebagaimana dunaksud padaayat (1)
dilakukan oleh Bupati.

Pasal399

Pasal398
(1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga -keagamaan, lembaga
kemanusiaan,atau lembaga pendidikan yang btfsifat non komersial
berdasarkan aktapendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pemyataan
tertulis dari instansiteknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan
adalah sebagai lernbaga dimaksud;

b. Pemerintah Pusat;
c. Pemerintah Daerah lainnya;
d. Pemerintah Desa;
e. perorangan at.au masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria

Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dilakukan dalam hal:
a. BMD berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada

desa; atau
b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh Pemerintah Daerah

dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas
umum.

Pasal397
(1) BMD yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan

dalam naskah hibah.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada HyM(1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal396
(1) BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:

a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orangbanyak; atau
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

penyeIenggaraanPemerintahan Daerah.
(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya

oleh pihak penerima hibah.



(2) Naskah hibahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat sekurang-kurangnva:
a. identitas para pihak;
b. jenis dan nila i barang yang dilakukan hibah;
c. tujuan dan peruntukan hibah;
d. hak dan kewajiban para pihak;

Pasa1403
(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalamPasal

402ayat(3),Bupati dan pihak penerima hibahmenandatangani naskah hibah.

Pasal402
(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibahkepada Bupati.
(2) Dalarn hal hibah memerlukan persetujuan DPRO, Bupati terlebih dahulu

mengajukan permohonan persetujua n hibah kepada OPRD.
(3) Apabilapermohonan hibah disetujui oleh Bupatisebagairnana dimaksud ayat pada

(l)atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. penerima hibah;
b. objek hibah;
c. nilai perolehandan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan

penyusutan, untuktanah dan/ At.H u bangunan;
d. nilai perolehandan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan

penyusutan, untuk selain tanah dari/atau bangunan: dan
e. peruntukan hibah.

Paaal401
(1) Pelaksanaan hibah BMO pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif

Bupati sebagaimana dimaksud Pasal dalarn 400huruf a, diawali dengan
pembentukan Timoleh Bupati unt.uk melakukan penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pacta ayat. (1) meliputi:
a. penelitian data administratif; dan
b. penelitian fisik.

(3) penelitian data administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan untuk meneliti:
a. status dan bukti kepemilikan, garnbar situasi termasuklokasi tanah, luas, kode

barang, kode register, nama barang, nilai perolehan.dan peruntukan, untuk
data BMO berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang,
nilai perolehan, nila i buku.dan status kepemilikan untuk data BMO berupa
bangunan;

c. tahunperolehan, spesifikasi/Identitas teknis, buktikepemilikan, kode barang,
kode register, nama barang, nilaiperolehan, nilai buku,dan jumlah untuk data
barangmilik daerahberupa selain tanah darr/atau bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.
(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerirna hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tirndapat melakukan klarifikasi kepada instansi
yang berwenang dan berkornpetenrnengenai kesesuaian data calon penerima
hibah.

(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan
cara mencocokan fisik BMD yang akan dihibahkandengan data administratif
sebagairnana dimaksud pada ayat (3).

(6) Hasilpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),ayat (4) dan ayat (5)
dituangkan dalam berita acara penelitian.

(7) Timmenyampaikan berita acarahasil penelitian kepada Bupatiuntuk menetapkan
BMDmenjadi objek hibah.

(8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagairn,na dimaksud pada ayat
(7) hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Penge lola II Barang meminta surat
pemyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

b. permohonan dari pihak vang dapat mcnerima hibah sebagairnana dimaksud dalarn
Pasa1398.



Pasa1406
(1) Pelaksanaanhibah BMD pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim

internal padaPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif; dan
b. penelitian fisiko

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud ;Jpada ayat (2)huruf a
dilakukan untuk meneliti:
a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode

barang, kode register, nama barang, nilai perolehan dan peruntukan, untuk
data BMD berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register,nama barang,
nilai perolehan, nilai buku,dan status kepemilikan untuk data BMD berupa
bangunan:

c. tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang,
kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku,dan jumlah untuk data
BMD berupa selain tanah dan/ ata II bangunan; dan

d. data calon penerima Hibah.
(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdilakukan dengancara

mencocokan fisik BMD yang akan dihibahkandengan data administratif
sebagairnana dimaksud pada ayat P).

(5) Hasil penelitian sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan
dalam berita acara dan selanjutnya disampaikan TimkepadaPengguna Barang.

ParagrafKetiga
Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMD Pada Pen~na Baran,

Pasa1405
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404ayat (1)Bupati

membentuk Timuntuk melakukan penelitian.
(2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan

hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
401sampai dengan Pasal403berlaku mutatis mutandis terhadap tatacara
penelitian sampai dcngan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang
didasarkan pada permohonan pihak pernohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
404.

(3) Apabilapennohonan hibah tidak disetujui, Bupatimelalui Pengelola Barang
mernberitahukan kepada pihak vang mengajukan pennohonan hibah disertai
dengan alasannya.

Pasal404
(1) Pelaksanaanhibah BMO pada Pengelola Barangyang didasarkan pada permohonan

dari pihak yang dapat menerima hibahsebagaimana dimaksud Pasal 401huruf b
diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. datapemohon;
b. alasan permohonan;
c. peruntukanhibah;
d. jenis / spesifikasi/ nama BMD yangdimohonkan untuk dihibahkan;
e. jumlah/Iuas/volume BMD yang di mohonkan untuk dihibahkan;
f. Iokasi/ data teknis; dan
g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

e. klausul beralihnva tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima
hibah; dan

f. penyelesaian perselisihan.
(3) Berdasarkan naskahhibah sebagaimana dimaksud pada a~at(2), Pengelola Barang

melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam
BAST.

(4) Berdasarkan BAST sebagaimana climaksud pada avat (3)Pengelola Barang
mengajukan usulanpenghapusan BMf) yang telah dihibahkan



Pasal 409
Pelaksanaanhibah BMD berupa tanah darr/atau bangunan dan selain tanah dany atau
bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 399 ayat (2) dan ayat (3) huruf amengikuti ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal408
(1) Pengelola Barang mengajukan pennohonanpersetujuan hibahkepada Bupati.
(2) Dalamhal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupatiterlebih dahulu

mengajukan pennohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
(3) Apabilapermohonan hibah disetujui oleh Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat

(l)atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Bupati menetapkan
pelaksanaan hibah, yang sekurang- kurangnya memuat:
a. penerima hibah;
b. objek hibah;
e. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan

penyusutan, untuk tanah dan /atau bangunan;
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan

penyusutan, untuk selain tanah darr/atau bangunan; dan
e. peruntukan hibah.

(4) Apabila pennohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang
menerbitkan sural penolakan kepada Pengguna Barangyang mengajukan
permohonandisertai dengan alasannya.

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),Pengelola Barang dan pihak penerima hibahmenandatapgani naskah hibah.

(6) Naskah hibahsebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
a. identitas para pihak;
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
c. tujuan dan peruntukan hibah;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. klausul beralihnya tanggung jawab dankewajiban kepada pihak penerima

hibah; dan
f. penyelesaian perselisihan.

(7) Berdasarkan naskah hibahsebagaimana dimaksud padaayat(5) Pengelola Barang
melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam
BAST.

(8) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (7),Pengguna Barang
mengajukan usulanpenghapusan BMDyang telah dihibahkan.

Pasal407
Tata cara penelitian BMD yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola
Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 401berlaku mutatis mutandis terhadap
tata eara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh Pengguna Barangkepada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasa1406.

(6) Berdasarkan BAHP sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) Pengguna
Barangmengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang yang memuat:
a. data calon penerima hibah;
b. alasan untuk menghibahkan;
e. data dan dokumen atas tanah danj atau bangunan;
d. peruntukan hibah;
e. tahun perolehan;
f. status dan bukti kepcmilikan;
g. nilai perolehan;
h. jenisj spesiflkasi BMDyang dimohonkan untuk dihibahkan;dan
i. lokasi.

(7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai
dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.



Pasal414

Paragraf Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintahj>aerah

Atas BMDPada Pengelola Barang

Pasal413
Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan
investasi mengenai penvertaan modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

Pasal412
(1) Penetapan BMO berupatanah dany atau bangunan yang akan disertakan sebagai

modal Pemerintah Oaerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 411ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

(2) Tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal411ayat (1) hurufb antara lain tanah danj atau bangunan
yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal
Pemerintah Oaerahsesuai yang tercantum dalam dokurnen penganggaran, yaitu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

(3) BMD selain tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1411ayat(l) huruf cantara lain meliputi:
a. BMD selain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk

disertakan sebagai modal Pemerintah Oaerah; dan
b. BMO selain tanah darr/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan

sebagai modal perncrintah daerah.

Pasal411
(1) Penyertaan modal Pernerintah Daerah atas BMO dapat bexv.pa:

a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
b. tanah dan/ atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
c. selain tanah darr/atau bangunan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati
sesuai batas kewenanga nnya.

Pasal410
(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka

pend iria n, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik
NegarajOaerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai
ketentuanPeraturan Perundang- unda ngan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pertimbangansebagai berikut:
a. BMO yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran

diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum
lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan Pemerintah.atau

b. BMO lebih optimal apabila dikclola oleh Badan Usalla Milik Negara/Daerah
atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun
yang akan dibentuk.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Oaerah.
(4) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)yang telah diseFkan dalampenyertaan

modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Ne~/Oaerah atau badan
hukum lainnya yang dirniliki Negaramenjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah



Pasa1417
Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416~yat (2) Pengelola Barang
mengajukan usulanpenghapusan BMD yang t.elah dijadjkan penyertaan modal
Pemerintah Daerah.

Pasa1416
(1) Berdasarkan Peraturan Oaerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan
penyertaan modal Pemerintah Daerah berpedoman pada keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415ayat (4).

(2) Berdasarkan peraturan daerahdankeputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pengelola Barangrnelakukan serah terima dengan penerima penyertaan
modal Pernerintah Daerah yang dituangkan dalam BAST.

Pasa1415
(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal

Pemerintah Daerahkepada Bupati.
(2) Dalam hal penyertaan modal Pernerintah Daerah memerlukanpersetujuan OPRD,

Bupatiterlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
(3) Apabila permohonan tidak disetujuioleh Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat

(1) atau tidak disetujui oleh DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupatimelalui PengelolaBarang mernberitahukan pada calen penerima penyertaan
modal disertai dengan alasan.

(4) Apabilapermohonan penyertaan modal Pemerintah Daerahs atas BMD disetujuioleh
Ii

Bupatisebagaimana dimaksud pad a ayat (1) atau disetujui pleh DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bupatimenetapkan keputusanl atas BMO yang akan
disertakan sebagai penyertaan modal. ,

(5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerahtcntang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerahdengan melibatkan PD terkait. ':

(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan MOfal Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRDuntuk dilakukan

I,
pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal.

(1) Pengelola Barang melaksanakanpenilaian dengan merrugaskan:
a. Penilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, untuk tanah dan / atau

bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;
b. T~yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai sebagaimana

d~~~sud dalam Pasal 327, untuk selain tanah dan/ atau bangunan yang akan
dijadikan objek penyertaan modal.

(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil peni1aian kepada Bupati.
(3) Bupati membentuk Timuntuk melakukan penelitian terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang- undangan;

b. dataadministratif,diantaranya: tahun perolehan, spesiflkasij identitas teknis,
bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang,dan nilai
perolehan atau nilai buku; dan '

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1410.

(4) Timmelakukan kajian. bersama dengan calon penerima penyertaan modal
Pemerintah Daerahdari/ atau PD terkait yang dituangkart dalam dokumen hasil
kajian.

(5) Apabilaberdasarkan hasil kajian scbagaimana dimaksud pada ayat (4) penyertaan
modal Pemerintah Daerah layak dilaksanakan, calon pen~rima penyertaan modal
Pemerintah Daerah menyampaikan surat pernyataanl kesediaan menerima
penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari B~D.

(6) Timmenyampaikan dokumen hasil kajiansebagaimana i dimaksud pada ayat
(4)dansuratpernyataan kesediaan menerimapenyertaan modal Pemerintah Oaerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kcpada Bupati.



Pemusnahandilakukandengancara:
a. dibakar;
b. dihancurkan;
c. ditimbun;

Pasa1422

Pasa1421
(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan

Bupati, untuk BMO pada Pengguna Barang.
(2) PemusnahandilaksanakanolehPenge lolaBarang setefahmendapatpersetuj uan

Bupati, untuk BMD padaPengelolaBarang.
(3) Pelaksanaanpemusnahansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan

dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pernusnahan BMOdilakukanapabila:
a. tidak dapat digunaka n, tidak dapat dimanfaatkan, darr/atau tidak dapat

dipindahtangankan: atau
b. terdapat alasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasa1420

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

BABXI
PEMUSNAllAN

Pasa1420
Berdasarkan BAST Pengguna Barangmcngajukan usulan penghapusan BMO yang
telah dijadikan penyertaan modal Pernerintah Oaerah.

Pasa1418
(1) Penyertaan modal PemerintahDaerah yang dari awal pengtdaannya direncanakan

untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerin~h Oaerah, Pengguna
Barangmelalui Pengelola Barang mengajukan usulkepada Bupati disertai
pertimbangandan kelengkapan data berupa:
a. data administratif, antara lain:

1. dokumen anggaran dan/ atau dokumen perencanaannya;
2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran;dan
3. keputusanpenetapan status penggunaan.

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasimengenai penyertaan modal sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

(2) Penyertaanmodal Pernerintah Daera h yang diarahkan untuk optimalisasi BMO,
pengajuan usul oleh Pengguna BarangmelaluiPengelola Barang kepada Bupati
disertai pertimbangandan kelengkapan data berupa:
a. data administratif, antara laintah un perolehan, spesifikasi/ identitas teknis,

bukti kepemilikan,kode barang, kode register, nama barang.dan nilai perolehan
atau nilai buku; dan

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Tata carapenyertaan modal Pemerintah Oaerahmengenai penilaian sampai dengan
serah terima barang yang disertakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Oaerah
yang berada pada Pengelola Barangsebagaimana dimaksudldalam Pasal414sampai
dengan Pasal 416berlaku mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan serah
terima barangyang akan disertakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Oaerah
yang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf Ketiga ~
Tata Cara PeDyertaan Modal PemeriDtah Diaerah

Atas BMD Pada PeDgguDa Barang I



h. bukti kepernilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan;

i. nilai perolehan; dan/ atau
j. nilai buku, untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.

Pasa1424
(1) PengelolaBarangmelakukanpenelitian terhadappennohonanusulanPemusnahanse b

agaimanadimaksuddalamPasa1423.
(2) Penelitiansebagaimana dimaksudpadaayat (1) meliputi: ,

a. penelitian kelayakan pertimbangandan alasan permohonan pemusnahan BMO;
b. penelitian data adm.inistratif; dan '
c. penelitian fisiko !:

(3) Penelitian data administratif sebagairoanadimaksud pflda ayat (2) huruf b
dilakukan untuk meneliti antara lain:
a. kode barang;
b. kode register;
C. nama barang;
d. tahun perolehan;
c. spesifikasi barang;
f. kondisi barang;
g. jumlah barang;

Pasa1423
(1) Pengajuan pennohonan pemusnahan BMO dilakukan :oleh PenggunaBarang

kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling s~ikit memuat:

a. pertimbangandanalasanpemusnahan;dan "
b. data BMO yang diusulkanpemusnahan. i.

(3) Data BMO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahunperolehan;
e. spesifIkasibarang;
f. kondisi barang;
g. jumlah barang;
h. bukti kepemilikan untuk BM0 yang harus dildlngkapi dengan bukti

kepemilikan;
i. nilaiperolehan; dan
j. nilaibukuuntuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan,

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayatjt l ] dilengkapi dokumen
pendukung berupa:
a. surat pernyataan dariPenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barangyang sekurang­

kurangnyamem uat:
l. identitasPenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barang;dan
2. pernyataanbahwa BMD tidakdapatdigunakan, tid* dapat dimanfaatkan,

dan Iatau tidak dapatdipindahtangankanataualasan lain sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

b. fotokopi buktikepemilikan, untuk HMO yang harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan;

c. kartu identitas barang, untuk HMO yang harus dilengkapi dengan kartu
identitas barang; dan

d. fotoBMD yang diusulkanpemusnahan.

BagianKedua
Tata Cara Pemu.nahanPadaPenggunaBuiang

d. ditenggelamkan; atau
e. cara lain sesuai ketentuanPeraturan Perundang-undangan.



I

(5)Surat persetujuan pemusnahan BMD sebagaimanadimaksudpadaayat (4) paling
sedikit memuat: :.
a. data BMD yang disetujuiuntukdimusnahk~ yang sekurang-

kurangnyameliputikode barang, kode register, nama btrang, tahun perolehan,

Pasa1428 i
(1)Bupatimelakukanpenelitianterhadappermohonanusulanpetltusnahansebagaimana

dimaksuddalamPasal427. ;
(2)Tata cara penelitian terhadap permohonan pernusnahan BMD pada Pengguna

Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 424ayat (2)1ayat (3), dan ayat (4)
berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitiart terhadap permohonan
pemusnahan BMDpada PengelolaBarang. !

(3)Apabila pennohonanpemusnahan BMDI, tidakdisetujui,
BupatimemberitahukankepadaPengelolaBarangdisertaidenganalasan.

(4)Apabila permohonanpemusnahan BMD disetujui, Btfpatirnenerbitkan surat
persetujuan pemusnahan BMD. '

Pasa1427 ~
(1) Pengajuan permohonan pemusnahan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang

kepada Bupati. l'
(2)Muatan materi surat permohonan pemusnahanpada pengguna Barangserta

kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dirnaks~d dalam Pasal421ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4)berlakumutatis mutandis terhadJP muatan materi surat
permohonan pemusnahan dan serta keJengkapandokumert dukung pada Pengelola
Barang. :,

BagiaDKetiga Ii
Tata Cara PemusnahanPadaPengelolaBa~

Pasa1426 t
(1)Berdasarkansurat persetujuanpemusnahaji BMD

sebagaimanadirnaksuddalamPasal 425ayat (2)1: PenggunaBarang
melakukanpemusnahan BMD. t',

(2)Pelaksanaanpemusnahan sebagaimanadimaksu padaayat (1)
dituangkandalamBerita Acara Pernusnahandandilaksanak In paling lama 1 (satu)
bulansejaktanggalpenerbitan surat persetujuanpemu] nahan BMD oleh
BupatisebagaimanadimaksuddalamPasal 425ayat (2). Ii

(3)BerdasarkanBerita Acara Pemusnahansebagaimanadtnaksudpadaayat (2),
PenggunaBarang mengajukanusulanpenghapusan BMD. '

I'

(4) Penelitian fisik s~bagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf bdilakukan dengan cara
mencocokan fisik BMD yang akan dimusnahkanden~ data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Ii

(5) PengelolaBarang menyampaikanhaSilPenelitiansebagaim=11dimaksudpadaayat (2)
kepada Bupatisebagaibahan pertimbanganpersetujuan pe . snahan BMD.

I

Pasa1425 Ii
h

(1)Apabila permohonanpemusnahan BMDIi tidakdisetujui,
BupatimemberitahukankepadaPenggunaBarang me!UiPengelOlaBarangyang
mengajukanpermohonandisertaidenganalasan.

(2)Apabila permohonanpemusnahan BMD disetujui, B' atimenerbitkan surat
persetujuan pemusnahan BMD.

(3) Surat persetujuanpemusnahan BMD sebagaimanadimak udpadaayat (2) paling
sedikit memuat:
a. data BMD yang disetujuiuntuk dimusn yang sekurang-

kurangnyameliputikode barang, kode register, nama b . ang, tahun perolehan,
spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, npai perolehan,dan nilai
buku untuk BMDyang dapat dilakukan penyusutan;dq

b. kewajibanPenggunaBarang untukmelaporkanpelaksanaan pemusnahankepada
Bupati. .



Pasal432
(1) SMO sudah tidak berada dalam penguasaanPengelola Barang, Pengguna Barang

dan/ atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
a. penyerahan SMD;
b. pengalihan status penggunaan BMD;
c. pemindaht:anganan atas SMD;
d. putusan pengadilan yang telah bcrkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada

upaya hukum lainnya;
e. menjalankan ketentuan Peratu ran Perundang-undangan:
f. pcmusnahan; atau
g. scbab lain.

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, merupakan sebab yang
secara normaldipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti,
hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, me:q\:air , kadaluwarsa, mati,
dan sebagai akibat dari keadaan kahar.

Pasal431 .~
(1) Penghapusan dari Oaftal" Barang Pengguna dan/ata-p Oaftar BarangKuasa

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430huruqa, dilakukan dalam hal
BMO sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna ~arang dan/ atau Kuasa
Pengguna Barang, ,

(2) Penghapusan dari Oaftar Barang Pengelola sebagaimanat dimaksud dalam Pasal
430huruf b, dilakukan dalam hal BMO sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengelola Barang.

(3) Penghapusan dari Oaftar BMO scbagaimana dimaksud 'alam Pasal 430huruf c
dilakukan dalam hal terjadi penghapusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disebabkan karena:
a. pemindahtanganan atas BMO;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tdi.ap dan sudah tidak ada

upaya hukum lainnya;
c. menjalankan ketentuan Undang-undang;
d. pernusnahan; atau
e. sebab lain.

Penghapusan BMO meliputi:
a. penghapusan dari Oaftar Barang Penggunadarr/atau Oaftar Barang Kuasa

Pengguna;
b. penghapusandari Oaftar Barang Pengelola; dan
c. penghapusan dari Oaftar BMD.

Pasal430

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

BAB XII
PENGHAPUSAN

Pasal429 ,
(1) Berdasarkanpersetujuan pemusnahan SMO sebagaimapadimaksuddalamPasal

428ayat (4) Pengelola Barang melakukanpemusnahan BMO~
(2) Pelaksanaanpemusnahansebagaimanadimaksudpadaayat ,. (1)

dituangkandalamberita acara pemusnahandandilaksanakan paling lama 1 (satu)
bulansejaktanggalpersetujuanpemusnahan BMO dari Bupati.

(3) Berdasarkanberita acara pemusnahansebagaimanadip1aksudpadaayat (2),
PengelolaBarang mengajukanusulanpenghapusan BMO.

spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nhai perolehan,dan nilai
bukuuntuk BMOyang dapat dilakukan penyusutan; da4

b. kewajibanPengelola Barang untukmelaporkanpelaksa4anpemusnahankepada
Bupati.



(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud palla ayat (2) paling lama 1
(satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal BASTpengalihan
status penggunaan BMD.

(4) Pengguna Barangmenyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan
melampirkan:
a. keputusan penghapusan; dan
b. BASTpengalihan status penggunaan BMD.

Pasal436
(1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan ~MD kepada Pengguna

Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayalt (1) huruf b dilakukan
oleh Pengguna Sarangj Kuasa Pengguna Sarang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola
Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.

Pasal435
(1) Perubahan Daftar BarangPengguna danjatau Oaftar sfrang Kuasa Pengguna

sebagai akibat dari pcnyerahan BMD kepada Bupati harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna J3arangdanj atau Kuasa
Pengguna Barang. ;!

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerah~ BMD dari Pengguna
Barangkepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan !!semesteran dan laporan
tahunan. .

Pasal435
(1) Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Bupati sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 432ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna BarangjKuasa
Pengguna Barang.

(2) Penghapusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaldrkan setelah Pengelola
Barangmenerbitkan keputusan pcnghapusan BMD.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling lama 1 (satu) bulan
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal BASTpelwtrahan kepada Bupati.

(4) Pengguna Barang rnelaporkanpenghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati, dengan melampirkan:
a. keputusan penghapusan; dan
b. BASTpenyerahan kepada Bupati. -,

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dirriaksud pada ayat (3),
Pengelola Barangmelakukan penyesuai.an pencatatan BMq!pada Daftar BMD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghapusan BMD Ii

Pada Pengguna Barang Dan/ Atau Kuasa Pengg.Jna Barang
;;

Pasal433
(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ay~t (1) untuk BMO pada

Pengguna Barangdilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh
Pengelola Barangsetclah mendapat persetujuan Bupati. :

(2) Penghapusan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayp.t (l)untuk BMD pada
Pengelola Barangdilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh
Supati. .

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persctujuan I' penghapusan Bupati
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah untuk BMOy$1.g dihapuskan karena:
a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksudi dalam Pasal 54sampai

dcngan Pasal 60;
b. pcmindahtanganan; atau
c. pcmusnahan.

i1
(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuanpenghapusan SMO berupa

barangpersediaan kepada Pengelola Baranguntuk Da1{tar Barang Pengguna
danjatau Daftar SarangKuasa Pengguna.

(5) Pelaksanaan atas penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.



Pasa1440
(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnyai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 432 ayat (1) huruf d dilakukan oleh p'engguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barangmengajukan permohonan penghapusan- BMD kepada Pengelola
Barang yang sedikitnyarnemuat:
a. pertimbangandanalasan penghapusan; dan <

b. dataBMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, cijantaranyameliputitahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, [jenis, identitas, kondisi,
lokasi, nilai buku,danj atau nilai perolehan. i

(3) Permohonan pcnghapusan BMD sebagaimana dimaksudl pada ayat (2)sekurang-
kurangnya dilengkapi dengan: Ii
a. salinanjfotokopi putusan pengadilan yang telah d~egalisasi/disahkan oleh

pejabat berwenang; dan ~
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 'I

(4) Pengelola Barangmelakukan penelitian terhadap permohpnan penghapusan BMD
dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (~).

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)yang meliputi:

Pasa1439
(1) Perubahan Daftar BarangPengguna danjatau Oaftar B,rang Kuasa Pengguna

sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtangaaan harus dicantumkan
dalam laporan barangPcngguna/laporan barangKuasa P~nggunasemesteran dan
tahunan Pengguna Barang danjatauKuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan karena
pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan.

Pasa1438
(1) Penghapusan karena pemindahtangananatas BMD sebagdimanadimaksud dalam

Pasal 432ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang.

(2) Penghapusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaknkan setelah Pengelola
Barangmenerbitkan keputusan penghapusan BMD.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)p~ling lama 1 (satu)
bulanditerbitkan oleh Pengelola Barangsejak tanggal BAST.

(4) Keputusan penghapusan BMD karena pemindahtanganan .atas BMO disampaikan
kepadaPengguna Barang disertai dengan:
a. Risalah Lelang dan BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam

bentuk penjualan secara lelang;
b. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa

lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal Pemerintah Oaerah;dan
c. BAST dan naskah hibah, dalam hal pernindahtanganan dilakukan dalam

bentuk hibah.
(5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan ~ebagaimana dimaksud

pada ayat (4)kepada Bupati dengan mclampirkan:
a. Keputusan Penghapusan; dan
b. BAST,Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.

(6) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pengelola Barangmenghapus BMDdruiDaftar BMD.

<,

Pasa1437 t
(1) Peruba~an. Daftar. Baran~ Pengguna danjatau Daftar qa_rangKuasa Pengguna

sebagai akibat dan pengalihan status penggunaan BMDh3.fls dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunanPengguna Barang dany atau Kuasa
Pengguna Barang.

I

(2) Perubahan Oaftar BMD sebagai akibat dari pengalihan statuspenggunaan BMO
harus dicantumkan dalam laporan BM0 semesteran dan laporan tahunan.

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dim~SUd pada ayat (3),
Pengelola Barangmelakukan penyesuaian pencatatan BMDfada Oaftar BMD.



Pasal444
(1) Perubahan Oaftar BarangPengguna danjatau Daftar Barang Kuasa Pengguna

sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan,
tahunanPengguna Barang dany atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar BMO sebagai akibat dari putusani pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.

Pasal443 1:

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalamPasal 440, Pasal 441danPasal 442hanya
dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telaij memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal442
(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421ayat (2),

Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang,
(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pad4ayat (l)menjadi dasar

Pengguna BarangjKuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan BMO dari
Oaftar Barang Pengguna danj atau Daftar Barang Kuasa P~ngguna.

(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pa,a ayat (1) paling lama 1
(satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sej~ tanggal persetujuan
penghapusan BMD dan Bupati.

(4) Pengguna Barangmelaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan
keputusan penghapusan BMO.

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana di1naksud pada ayat(3),
Pengelola Barangmenghapuskan BMO dari Oaftar BMO. I

Pasal441 .'
(1) Apabila permohonan penghapusan BMD sebagaimana 4imaksud dalam Pasal

440ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada
Pengguna Barang disertai dengan alasan. f,

(2) Apabila permohonan penghapusan BMO disetujui, Bu~ti menerbitkan surat
persetujuan penghapusan BMD. ~

(3) Surat persetujuan penghapusan BMO sebagaimana dtflaksud pada ayat (2)
memuat data BMOyang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:
a. kode barang; :
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
e. spesifikasi/ identitas teknis;
f. kondisi barang;
g. jumlah;
h. nilai perolehan;
i. nilai buku untuk BMDyang dapat dilakukan penyusu~; dan
j. kewajiban Pengguna Baranguntuk melaporkan pelaksanaan penghapusan

kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

a. penelitian data dan dokumen BMO; i

b. penelitianterhadap isi putusan pengadilan terkait BMOjisebagai objek putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tet!p dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya; dan .

c. penelitian lapangan, jika diperlukan. .
(6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) llPruf c dilakukan untuk

memastikan kesesuaian antara BMO yang menjadi objek putusan pengadilan
dengan BMDyang menjadi objek pennohonan penghapusarj, -

(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimanadimaksud pat a ayat (5), Pengelola
Barangmengajukan permohonan persetujuan kepada Bupad.



Pasa1449
(1) Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengguna Barangsebagaimana

dimaksud dalam Pasa1432ayat (1) huruf f dilakukan oleh Rengguna Barang./Kuasa
Pengguna Barang. h

(2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat] (1) dilakukan setelah
PengelolaBarang menerbitkan keputusan penghapusan BMo.

Pasa1448
Ii

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna darr/atau Oaftar $arangKuasa Pengguna
sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan Iteraturan Perundang­
undanganharus dicantumkan dalam laporan semdsteran dan laporan
tahunanPengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanak4n ketentuan Peraturan
Perundang-undanganharus dicantumkan dalam laporan ¥Ihesteran dan laporan
tahunan.

Pasa1447
(1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMO kcipada Bupati, dengan

melampirkan keputusan penghapusanyang dikeluajkan oleh Pengelola
Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 446ayat (4). ,

(2) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
446ayat(4),Pengelola Barang menghapuskan BMOdari Oaf$r BMO.

Pasa1445
(1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan Peraturaa Perundang- undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayat (1) hutuf e diawali dengan
pengajuanpermohonan penghapusan BMD oleh Pengguna Barangkepada Bupati
melalui Pengelola Barang. ;.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling s¥ikit memuat:
a. pertimbangandan alasan penghapusan; dan :1

b. dataBMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yarJg sekurang-kurangnya
meliputi tahun perOle,han, kode barang, kode registe,r.,nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku.dari/atau nilai perotehan.

(3) Pengelola Barangmelakukan penelitian terhadap permoho,an penghapusan BMD
dari Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1)~

(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud padJ,,: ayat (3), Pengelola
Barangmengajukan permohonan persetujuan kepada Bupa¥.

Pasa1446
(1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana 4imaksud dalam Pasal

445ayat (4),Bupatimenerbitkan suratpersetujuan penghapusan.
(2) Surat persetujuan penghapusan BMDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat: t
a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yruf. sekurang-kurangnya

meliputi tahun perolehan, kode barang, kode r~gister, nama barang,
spesifikasi/ identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilfli buku.dan/ atau nilai
perolehan; dan i.

b. kewajiban Pengguna Baranguntuk melaporkan pet+sanaan penghapusan
kepada Bupati. "

(3) Berdasarkan persetujuan Bupatisebagaimana dimaksud Ifda ayat (1), Pengguna
Barang melakukanpenghapusan BMD dari Oaftar Pehggunalsarangdari/ atau
Oaftar BarangKuasa Pengguna dengan berdasarkan k~putusan penghapusan
PengelolaBarang. ,

(4) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud p,da ayat (3) diterbitkan
paling lama 1 (satu)bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Bupati.



I,

c. pemyataan dari Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang bahwa SMO telah
terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluivarsa, mati untuk
hewan I ikan I tanaman; dan

d. surat pernyataansebagaimana dimaksud pad a huruf cdilampiri hasil laporan
pemeriksaari/ penelitian.

(3) Permohonan penghapusan SMO dengan alasankeadaan kahar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 451ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
a. surat keterangan dan instansi yang berwenang:

Pasa1452
(1) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.51ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari Kepolisian.dan
b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa .Pengguna Sarangyang

sekurang- kurangnya memua t:
1. identitasPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang

karena kecurian sertatidak dapat diketemukan; dan i
3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan

SMO dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/ atau kesengajaan
dari Pejabat yang menggunakan/penanggungjawab;BMO/Pengurus Barang
tersebut, tidak menutup kemungkinan kepada Y:Eg bersangkutan akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Permohonan penghapusan SMO dengan alasan terbakar, susut, menguap,,
mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanamansebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45layat (3) huruf b hams dilengkapi:
a. identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
b. pernyataandari PenggunaBarangl Kuasa Pengguna Barangmengenai kebenaran

permohonan yang diajukan;

matiuntuk
I
~kadaluwarsa,mencair,

(1) Penghapusan karena sebab lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayat (1)
huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna !Sarang.

(2) Pengguna Barangmengajukan permohonan penghapusari BMO kepada Bupati
melalui Pengelola Barangyang sedikitnyarnemuat:
a. pertimbangandan alasan penghapusan; dan :
b. dataBMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, dia,taranyameliputi tahun

perolehan, kode barang, kode register, nama barang, ~~nis, identitas, kondisi,
lokasi, nilai buku.darr/ atau nilai perolehan. l

(3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat
diajukan karena alasan: I

a. hilang karena kecurian;
b. tidak dapat ditelusuri;
c. terbakar, susut, menguap,

hewany ikany tanaman: atau
d. keadaan kahar.

Pasa1451

Pasa1450
(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan Zatau Daftar Barangkuasa Pengguna

sebagai akibat dari pernusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pernusnahanharus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud p~da ayat (2) diterbitkan
oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sej~k tanggalberita acara
pemusnahan. ,

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusa~ disampaikan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan Eagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan berita acara pemusnahansebagaimana di,: aksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dim sud pada ayat (3),
Pengelola Barang menghapuskan BMD pad a Daftar BMD. '
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(2) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 454 ayat
I,

(4) Pengelola Barang menghapuskan BMOdari Oaftar BM~.
(3) Perubahan Oaftar Barang Penggunadan/atau Oaftar fBarangKuasa Pengguna

sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam~laporan semesteran dan
laporan tahuna'nPengguna Barang danj atau Kuasa Pengguna Barang.

(4) Perubahan Oaftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan,

Pasa1455
(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan. kepada Bupati dengan

melampirkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksuddalam Pasal
454ayat (4).

Pasa1454 ,
(1) Apabilapermohonan penghapusansebagaimana dimaksuddalarn Pasal 451ayat

(3)tidak disetujui, Bupati mernberitahukan kepada pJr-gguna Barangmelalui
Pengelola Barangdisertai dengan alasan. ;,

(2) Apabilapermohonan penghapusansebagaimana dimaksuddalarn Pasal 451ayat
(3)disetujui, Bupati menerbitkan sural. persetujuan penghapusan SMD.

(3) Surat persetujuan penghapusan BMO sebagaimanei dimaksud padaayat
(2)memuatdata BMO yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya
meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
e. spesifikasi/identitas teknis;
f. kondisi barang ;
g. jumlah;
h. nilai perolehan;
i. nilai buku untuk BMOyang dapat dilakukan penyusutan.dan
j. kewajiban Pengguna Baranguntuk melaporkan pelaksanaan penghapusan

kepada Bupati. ~I,
(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud [iPada ayat (3), Pengelola

Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lruta 1 (satu) bulan sejak
tanggal persetujuan. n

(5) Pengguna Barang meIakukan penghapusan SMD U dari Oaftar Barang
Penggunadari/ atau Daftar SarangKuasa Pengguna ijerdasarkan keputusan
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasa1453 ,
(1) Pengelola Barangmelakukan penelitian terhadap permoh~penghapusan BMO

dari Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal4p 1ayat (3).
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi: "

a. penelitian kelayakan pertimbangandan alasan permohorjan penghapusan;
b. penelitian data administratif sedikitnyaterhadapkode lbarang, kode register,

nama barang, tahun perolehan, spcsifIkasijidentitas 'fMO, penetapan status
penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMO yang h~s dilengkapi dcngan
bukti kepemilikan, nilai buku.darr/ atau nilai perolehan; pan

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karejia alasan sebagaimana
dimaksud d~ Pasal.~51ayat (3)h.urufb d~ hurufc UF diperlukan).

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana drmaksud Pfda ayat (1) Pengelola
Barangmengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan
BMO karena sebab lain.

1. mengenai terjadi keadaan kahar.atau I

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar; dan
b. pernyataan bahwa BMO tela h terkena keadaan kahar dari Pengguna

BarangjKuasa Pengguna Barang.



Pasal460 I,
(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan ya~g teJth mernperoleh ~ekuatan

hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnYlf sebagaimana dirnakeud
dalam Pasal432ayat (1) hurufd dilakukan oleh Pengelo1a Barang.

(2) Pengelola Barangmengajukan permohonan penghapus~b kepada Bupati yang
sekurang-kurangnya memuat: ::
a. pertimbangandan alasan penghapusan; dan .

Pasa1459
(1) Perubahan Daftar BarangPengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan BMD

harus dicantumkan dalam laporan barangsemesteran] dan tahunanPengelola
Barang.

(2) Perubahan Oaftar BMD sebagai akibat dari pemindahtanganan BMD harus
dicantumkan dalamlaporan BMD semesteran dan tahunan,

Pasal458
(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMDjl kepada Pihak lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengelo1a
Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (;[) dilakukan setelah
Bupatimenerbitkan keputusan penghapusan BMD. i

(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat
1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggalBAST. I;

(4) Pengelola Barangmenyampaikan lapo,ran p~ngha_.pusan t", epada Bupati dengan
melampirkan keputusan penghapusanyang disertai denga ::
a. Risalah Lelang dan BAST, apabiJapemindahtanganan lilakukan dalam bentuk

penjualan secara lelang; :,
b. BAST, apabilapemindahtanganan dilakukan dalam ~ntuk penjualan tanpa

lelang, tukar menukardan penyertaan modal Pemerintah Daerah;dan
c. BAST dan naskah hibah, apabilapemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

hibah.
(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pengelola Barangmenghapuskan HMDdariDaftar BMD.

Pasal457
(1) Perubahan Daftar BarangPengelola scbagai akibat dari p~yerahan BMD kepada

Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan sernesteran dan laporan
tahunan Pengelola Barang.

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan f3MD kepada Pengguna
Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran danjlaporan tahunan.

H
Pelaksanaan Penghapusan BMDPada Pengelolp Barang

~j;
Pasa1456 ;;

(1) P~nghapusan karena penyerahan BMD kepada Penggunt Barang sebagaimana
drmaksud dalam Pasal432ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud padaayat (l)dila!ukan setelah Bupati
menerbitkan keputusan penghapusan BMD.

(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud atat (2) paling lambat 1
(satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggalB~Tpenyerahan kepada
Pengguna Barang. :

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan ~epada Bupati dengan
melampirkan keputusan penghapusan dan BASTpenyer~an kepada Pengguna
Barang sebagaiamana dimaksud padaayat (3). .'

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pengelola Barangmelakukan penyesuaian pencatatan BMD lPada Daftar BMD.



Pasal464
(1) Penghapusan BMO karena melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang­

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayat (l) huruf e diawali dengan
mengajukan permohonan penghapusan BMO dari Pengelola Barangkepada Bupat.i.

(2) Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pertimbangandan alasan penghapusan; dan

(2) Perubahan Oaftar BMO sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.

Pasal463
(1) Perubahan Oaftar l:3arangPengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukurn tetap harus dicantumkan dalamlaporan
semesteran dan laporan tahunan Pengelola Barang.

Pasa1462
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460dan piSal 461hanya dilakukan
karena adanya putusan pengadilan yang telah mempero1ehl kekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnva. '

Pasal461
(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460ayat (7),

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.
(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud padaayat (1)

Pengelola Barang rnelakukan penghapusan BMO dari Daftar Barang Pengelola.
(3) Keputusan penghapusan BMO diterbitkan oleh Bupatisebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan

me1ampirkan keputusanpenghapusan Bupati. ,
(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3),

Pengelola Barang menghapuskan BMOdari Daftar BMD.

b. dataBMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnva meliputi
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas,
kondisi, Iokasi, nilai buku.danyatau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sekurang­
kurangnya dilengkapi dengan:
a. salinan/ fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh

pejabatbenNenang;dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari
Pengelola Barang sebagairnana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi:
a. penelitian data dan dokumen BMD;
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya; dan

c. penelitian lapangan, jika diperlukan, guna mernastikanjkesesuaian antara BMD
yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi. objek
pennohonan penghapusan.

(6) Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Bupati
memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai denganjalasan.

(7) Dalam hal pennohonan penghapusan BMD disetujui, Bupatimenerbitkan surat
persetujuan penghapusan BMD.

(8) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana i dimaksud pada ayat
(7)sekurang-kurangnya memuat:
a. data BMD yang diset.ujui untuk dihapuskan,sekurang-\'urangnya meliputi kode

barang, kode register, nama barang, tahun perolehan.spesifikaai/ identitas
teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku.dan/ atau nilai perolehan; dan

b. kewajibanPengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan
kepada Bupati.



Pasa1468
(1) Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengelola Barangsebagaimana

dimaksud dalam Pasal432 ayat (1) huruf f dilakukan den~.anketentuan.
(2)Penghapusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ~1akukan oleh Pengelola

Barangsetelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan BMO.
(3)Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkanoleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan s~jak tanggal berdasarkan
Berita Acara Pemusnahan. :

(4) Pengelola Barangmenyampaikan laporan penghapusankepada Bupatidengan
melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana d~aksud pada pada ayat
(2)danBerita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana [dimaksud pada ayat
(3),PengelolaBarangmenghapuskan BMOdariDaftar SMO~

:
i

Pasa1469 Ii
"(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat 1ari pemusnahan harus

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahUlp-anPengelolaBarang.
(2)Perubahan Oaftar BMDsebagai akibat daripemusnahan ~MD harus dicantumkan

dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasa1467
(1) Perubahan Daftar Barang PengeloJasebagai akibat darijmelaksanakan keterrtuan

Peraturan Perundang-undangan harus dicantumkan d~lam laporan semesteran
dan laporan tahunan PcngelolaBarang.

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan.

I
I
1

Pasa1466
(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan

melampirkan keputusan penghapusan.
(2)Berdasarkan keputusanpenghapusansebagaimana dima.%suddalam Pasal 465ayat

(4)PengelolaBarang menghapuskan BMDdari Daftar BMD.

Pasa1465
(1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dala Pasal

464ayat (4)Bupatimenerbitkan surat persetujuan penghrpusan.
(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:
a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, )lang sekurang-kurangnya

meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifIkasi/identitas teknis,
kondisi, jumlah, nilai buku.dari/ atau nilai perolehanjdan

b. kewajiban Pengelola Baranguntuk melaporkan pelaksanaan penghapusan
kepada Bupati.

(3)Berdasarkan persetujuan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola
Barang melakukan penghapusan HMDdari Daftar Pengelola Barangberdasarkan
keputusan penghapusan Bupati.

(4)Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksudjpada ayat (3) diterbitkan
oleh Bupatipaling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persdtujuan.

b. dataBMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, ang sekurang-kurangnya
meliputi tahun perolehan, kode barang, kode re~ster, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/ atau nilai ~rolehan.

(3) Bupati melakukan penelitian tcrhadap permohonajipenghapusan BMD dari
Pcngclola Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1). I

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi~
a. penelitian data dan dokumen BMD; ,
b. penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan ferkait BMD;dan
c. penelitian lapangan, jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD

yang menjadi objek Peraturan Perundang-undangan tIengan BMDyang menjadi
objek pennohonan penghapusan.



I
(I) Apabila permohonan penghapusansebagaimana dimaks~d dalam Pasal 470ayat

(3)tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada P+gelola Barang disertai
dengan alasan. \1

(2)Apabilapermohonan penghapusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 470ayat
(3)disetujui,Bupatimenerbitkansu rat persetujuan penghapusan BMD.,

Pasa1471

nghapusan BMO dari

karena

untukmati

Pasa1470 ~
(1) Penghapusan karena sebab lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayat (1)

huruf g dilakukan oleh PengelolaBarang. ii
(2) PengelolaSarangmengajukan permohonanpenghapusan 8~D kepada Bupatiyang

paling sedikit memuat:
a. pertimbangandan alasan penghapusan; dan ,
b. data BMDyang dimohonkan untuk dihapuskan, yan,' di antaranyameliputi

kode barang, kode register, nama barang, nomor re ister, tahunperolehan,
spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilail buku.darr/atau nilai
perolehan. :

(3) Permohonan penghapusan BMO sebagaimana dimaksub pada ayat (2)dapat
diajukan karena alasan: ,I

a. hilang karena kecurian; J
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadalularsa,

hewanjikan/tanaman; danjatau .•
c. keadaan kahar. jl

(4) Permohonan penghapusan SMO dengan ala~. n hilang
kecuriansebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a harul dilengkapi:
a. surat keterangan dari Kepolisian;
b. surat keterangan dari PengelolaBarangyang sekurang-lrtrangnya memuat:

1. identitas PengelolaBarang; ~T
2. pemyataan mengenai atas kebenaran permohonan tn BMDtersebut hilang

karena kecurian sertatidak dapat diketemukan; dan Ii
3. pemyataan apabila di kemudian hari ditemukan b~ti bahwa penghapusan

BMOdimaksud diakibatkan adanya unsur kelalai dan/ atau kesengajaan
dari Pejabat yang menggunakan/penanggungjawab ~ MO/Pengurus Barang
tersebut, tidak menutup kemungkinan kepada y~g bersangkutan akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perunpang-undangan.

(5) Permohonan penghapusan BMO dengan alasan terbakar, susut, menguap,
mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanamru¥>ebagaimana dimaksud
pada ayat (3)huruf b harus dilengkapi: .
a. identitas PengelolaBarang;
b. pemyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenban permohonan yang

diajukan; I

c. pernyataan bahwa BMD telah,terbakar, susut.] menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati untuk hewan/Ikan/tanaman; dan :,

d. surat ~rnyataanse.b~gaimana dimaksud pada huruf ~ dilampiri hasil laporan
pemeriksaanj penelitian, ~

(6) Permohonan penghapusan BMO dengan alasankeadaan kahar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)huruf c harus dilengkapi: ~
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: I

1. mengenai terjadinyakeadaan kahar;atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan k ar; dan

b. pemyataan bahwa BMDtelah terkena keadaan kahar.
(7) Bupatimelakukan penelitian terhadap permohonan

PengelolaBarangsebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)meliputi: ~

a. penelitian kelayakan pertimbangandan alasan permohopan penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnyaterh~aptahun perolehan,
spesifikasi/ identitas BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan
untuk BMO yang harus dilengkapidengan bukti kepemilikan, nilai
buku.dari/ atau nilai perolehan; dan ~

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)hurufbdan huruf c (jikadiper1tf<an).

·.
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11

Pasal475 Ii
(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling s~dikit 1 (satu) kali dalam

5 (lima) tahun. r.
(2) Dalam hal SMD sebagaimana dim.aksud padaayat i(l) berupa persediaan

dankonstruksi dalam pengerjaan, invcntarisasi dilakukan oleh Pengguna Sarang
setiap tahun.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal474 .
(1) Pengelola Sarangmenghim pun Daftar Barangl-engguna/ Daftar SarangK uasa

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473ayat (2)~
(2) Pengelola Barangmenyusun Daftar BMD berdasarkan himpunan Daftar Barang

PenggufolajDaftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana ~imaks~d pada ayat (1)
dan Daftar SarangPengelola menurut penggolongan dan kqdefIkasl barang.

(3) Dalam Oaftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ~(2) termasuk BMD yang
dimanfaatkan oleh pihak lain. .

Pasal473 ;;
(

i;
1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan SMD yang berada

di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Bam~g Pengelola menu rut
penggolongan dan kodefikasi barang. :;

(2) Pengguna Sarangj Kuasa Pengguna Barangharus melakukan pendaftaran dan
pencatatan SMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna
SarangjKuasa Pengguna Barangke dalam Daftar S(i.rang PenggunajDaftar
SarangKuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

BAB XIII
PENATAUSAHAAlf

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal472 ii
(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan iikepada Bupati dengan

melampirkan keputusan penghapusan BMD. I

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimclksud dalam Pasal 471
ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan SMD dari DaftarjiBMD.

(3) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

t!

(3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana I dimaksud padaayat
(2)memuatdata BMD yang disetujui untuk dihapuska!l, yang paling sedikit
meliputi: f
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
e. spesifikasi/Identitas teknis;
f. kondisi barang;
g. jumlah;
h. nilai perolehan; ;
i. nilai buku untuk BMDyang dapat dilakukan penyusutah: dan
j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelE(!ksanaan penghapusan

kepada Bupati. i:
(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebag~ana dimaksudl pada ayat .(2), Bupati

menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satp) bulan sejak tanggal
persetujuan. i

(5) Pengelola Barang melakukan penghapusan SMD dari paftar SarangPengelola
berdasarkan keputusan penghapusansebagaimana dimaksad pada ayat (4).



Pasal481
(1) Pengguna Barangmelakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan,

peman faa tan , pcmindahtanganan, penatausahaan.] pemeliharaan, dan
pengamanan BMO yang berada di dalam penguasaannya ..

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana i~imaksud pada ayat (1)
untuk unit kerja PDdilaksanakan oleh Kuasa Pengguna B~rang .

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang ~apat meminta Aparat
PengawasanlntemPemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil
pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud padai ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang mequdaklanjuti hasil audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan Peraturan Peruridang­
undangan.

Pasal480 !:
Pegawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh:
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; daPj a tau
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Bagian Kedua
Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal479
(1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan BMD.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada

Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu
Pembinaan

BAB XIV .i
it

PEMBINAAN', PENGENDALIAN, DAN PENGA'WASAN

Pasa1478 Ii

(1) Pengelola Barangharus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan
laporan barang Pengelola tahunan. ;,

(2) Pengelola Barangharus menghimpun laporan barang Peagguna semesteran dan
¥

laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477ayat
(2) serta laporan barangPengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
bahan penyusunan laporan BMD. i

(3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di~nakan sebagai bahan
untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Pasa1477 !i

(1) Kuasa Pengguna Barangharus menyusun laporan ba~ng Kuasa Pengguna
semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna tahuntn untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang. t

(2) Pengguna Barangmenghimpun laporan barang Kuasa Peqgguna semesteran dan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan
barang Pengguna semesteran dan tahunan. Ii

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pad a ay4t (2) digunakan sebagai
bahan untuk menyusun neraca PDuntuk disampaikan kep;da Pengelola barang.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasa1476
Pengelola Barangmelakukan inventarisasi BMD berupa tan~ dan/ atau bangunan
yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali qalarn5 (lima) tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventartsasi sebagaimana
dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3(tiga)
bulan setelah selesainya inventarisasi.



Paaa1486
(1) Rumah negara golongan 1sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 ayat (2)huruf a

adal.ah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jab~n tertentu dan karena
sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak
penghuniannya t.erbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang
jabatan tertentu tersebut..

(2) Rumah negara golongan II sebagaimana dirnaksud dalam,Pasal 486 ayat (2) huruf
b adalah rumah negaray~g ~empunyai hU~':lng~ ya~. tidak dapat dipisahkan
dari suatu PD dan hanya disediakan untuk didiami oleh lfS Daerah.

(3)Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah llfIlah negarayang berada
dalam satu kawasan dengan PD atau unit kerja, rumah t~usun dan mess /usrama
Pemerintah Daerah.

Pasa1486
(1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah nfgara.
(2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga)

golongan, yaitu:
a. rumah negara golongan I;
b. rumah negara golongan II; dan
c. rumah negara golongan III.

(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud ~da ayat (1) didasarkan
pada pemohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna
Barang.

Pasa1484
Rumah negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat. tinggal atau
hunian dan sarana pembinaan serta rnenunjang pelaksanaan tugas pejabatdarr/ atau
PNSDaerah.

Bapan Kesatu
Prinsip Umum

BAB XVI
BMD BERUPA RUMAH NEGARA

Pasa1483
(1) BMD yang digunakan oleh BLUD merupakan kekayaan Daerah yang Lidak

dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan BLUDyang tersangkutan.
(2) Pengelolaan BMp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nlempedomani ketentuan

Peraturan Perundang-undangan rnengenai pengelolaan ~MD, kecuali terhadap
barang yang dikelola danj'atau dimanfaatkan" sepenuhnya untuk
menyelenggarakan kegiat.an pelayanan umum sesuai depgan tugas dan fungsi
BLVDmempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

BABXV
PENGELOLAAN BMD PADA PERAl'fGKAT DAERAH YAl'f. MENGGUNAKAN

POLAPENGELOLAAl'fKEUAl'fGAl'f BADAl'f LAYAl'fAl'f tbroM DAERAH

Paaa1482
(1) Pengelola Barangmelakukan pemantauan dan investigrsi atas pelaksanaan

penggunaan, pemanfaatan, dan pernindahtanganan BMD,d~am rangka penertiban
penggunaan, pernanfaatan, dan pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud IlPada ayat (1) dapat
ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan!; meminta Aparat
PengawasanlntemPemerintah. untuk melakukan audit atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD. "

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamptikan kepada Pengelola
Baranguntuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



(5)Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud: pada ayat (2) huruf b,
hams disertai sekuang-kurangnya dengan:
a. persetujuan' tertulis dari Bupati mengenai pengaliharr status golongan rumah

negaradari rumah negaragolongan IImenjadi rumah nqgaragolongan III;
b. surat pemyataan bersedia menerima pengalihan dati (.Pengguna Barangrumah

negaragolongan III;
c. salinan keputusan penetapan status rumah negaragoldngan II;
d. salinan SIPrumah negara golongan II;dan
e. gambarledgerjgambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.

(6)Pengguna Barang bertanggungjawab penuh atas kebenl" an dan keabsahan data
dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan . sulan pengalihan status
penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54samp i dengan Pasal 60.

Pasa1490 ,:
(1) BMDberupa rumah negaradapat dilakukan alih status periJggunaan.
(2)Alih status penggunaan, yakni: fi

a. antar-Pengguna Barang untuk rumah negaragolengan I dan rumah
"negaragolongan II; Ii

b. dari Pengguna Barangkepada Pengguna Barang rurfah negaragolongan III,
untuk rumah negaragolongan ITyang akan dialihkan ~tatusnya menjadirumah
negaragolongan III;atau ;:

c. dari Pengguna Barangrumah negaragolongan III kepada Pengguna Barang,
untuk rumah negaragolongan In yang telah dikembalikan status golongannya
menjadi rumah negaragolongan If. '

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sul\}ati.

(4)Alihstatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayatll(2)huruf b, hanya dapat
dilakukan apabila BMD berupa rumah negara telah beiplsia paling singkat 10
(sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Pemerintah Daerahatau sejak ditetapkan
perubahan fungsinya sebagai rumah ncgara.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal489
(1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus PNSDaerah' hanya dapat menghuni

satu rumah negara. :
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya

dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas ~an bertempat tinggal di
wilayahkecamatan yang berlainan di Daerah.

Pasal488
(1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487ayat (1) untuki rumahnegara golongan

I ditandatangani PengelolaBarang. ,
(2)SIP sebagaimanadimaksuddalamPasal 487ayat (1) untuk rumah negara golongan II

dan golongan IIIditandatangani Pengguna Barang.

Pasa1487 'I

(1) BMDberupa rumah negarahanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat
atau PNSDaerahyang memilikiSIP. ~

(2)Pengguna Barangwajib mengoptimalkan penggunaan BMq berupa rumah negara
golongan I dan rumah negaragolongan II dalam menunjangjpelaksanaan tugas dan
fungsi. "

(3) Pengguna Barang rumah negaragolongan I dan rumah 1egaragOlOnganII wajib
menyerahkan BMDberupa rumah negara yang tidak digunakan kepada Bupati.

i

(4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam ~asal 486 ayat (2) huruf
c adalah rumah negarayang tidak termasuk golongan I dan] golongan II yang dapat
dijual kepada penghuninya. .



Pasal495
(1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalahrumah negaragolongan III yang

telah berumur 10 (sepuIuh) tahun atau Iebih dan tidak d~am keadaan sengketa.
(2) Umur rumah negarasebagaimana dimaksud pada pada rayat (1), diperhitungkan

berdasarkan penetapan status atau pengalihan status oleh Bupati.

f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah] negara golonganIII dari
Pengguna Barang rumah negara golongan III. :,

(2) Pengguna Barangrumah negaragoiongan III be~gfungj~.wab penuh atas
kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana drmaksud pada ayat
(1).

Pasal494
(1) Pengajuanusulpenjualan BMD beruparumahnegaragolongan III dilakukan oleh

Pengguna Barang rumahnegaragolonganIII kepada Bupati, yang sekurang­
kurangnya disertai dengan data dan dokumen:
a. surat pernyataan dari Pengguna Barang rumahnrgaragolongan III yang

menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam
keadaan sengketa;

b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III;
c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan BMD;
d. SIP rumah negara golonganIII;
e. gambar / ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanaa.dan bangunan rumah

negara golonganIII; dan '

Pasa1493
(1) Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh P~ngelola Barang setelah

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
(2) Penjualan BMD berupa rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah nefaragolongan III.
(3) Dalam hal usulan penjualan BMD berupa rumah negara golongan III disetujui,

Bupati menerbitkan surat persetujuan penjualan ''HMO berupa rumah
negaragolongan III.

(4) Dalam hal usulan penjualan BMO beruparumahnegaragolengan III tidak disetujui,
Bupati menerbitkan surat penolakan usulan penjuala! BMO berupa rumah
negaragolongan III disertai alasannya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengaliban Hak Rumah Negaf.-a

Pasal492
(1) Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah negarajhanya dapat dilakukan

terhadap BMD berupa rumah negara golongan Ill. ,
(2) Penjualan BMD berupa rumah negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan kepada penghuni yang sah. t
(3) Penjualan BMD berupa rumah negara sebagaimana difnaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang. ~
(4) Penjualan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan terhadap rumah negara yang tidakdalam ~eadaan sengketa.

Pasa1491
(1) Dalam hal diperlukan,Bupati dapat melakukan alih fungri BMD berupa rumah

negara golongan I dan rumah negara golongan IImenjadi b~gunan kantor.
(2) Alih fungsi BMD berupa rumah negaragolongan I dan rumah negaragolongan II

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan oleh BupatJ.

(7) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan mengikuti
ketentuan mengenai alihstatus penggunaan.



2. memiliki SIP yang sah;dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas, rumah danjatau tanah

dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

e. Pejabat Negara, jandajduda Pejabat Negara:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
2. memiliki SIP yang sah;dan
3. belum pcmah mcmbeli atau memperoleh fasilitazs rumah dan/ atau tanah

dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

PasaJ496
(1) Penghuni rurnah negara golongan 1II yang dapat mengajukan permohonan

pengalihan hak kepada Pengguna Barangharus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. PNS Daerah:

1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh] tahu n;
2. memiliki SIPyang sah;dan
3. belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas rumah danj atau tanah

dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan' Peraturan Perundang­
undangan.

b. pensiunan PNS Daerah:
1. menerima pensiun dari Negara;
2. merniliki SIP yang sah;dan
3. belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas tumah danj atau tanah

dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan II Peraturan Perundang-
undangan. t'

c. jandaj duda PNS Daerah: til
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Ne a, yang:

a) almarhum suaminyajisterinya sekurang-kuran nya mempunyai masa
kerja 10 (sepuluh) tahun; atau

b) masa kerja almarhum suaminyajisterinya ditambah dengan jangka
waktu sejak yang besangkutan menjadi [anda/rluda berjumiah
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

2. memiliki SIP yang sah;dan
3. belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas ,rumah dan/ atau tanah

dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. .

d. jandajduda pahlawan, yang suaminyajisterinya dinya,itakan sebagai pahlawan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;

(3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danl: ayat (2) hanya dapat
dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melalui Pengguna
Barangj Kuasa Pengguna Barang.

(4) Penghuni rumah negara golongan III dapat mengajukan permohonan pengalihan
apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja l~ (sepuluh) tahun atau
Iebih sebagai PNS Daerah. ,

(5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat SIP ~tUk menghuni rumah
negarag?lon.gan III, pengalihan hak seb~gaim~a d~ak.sUP pada ayat (1) hanya
dapat diberikan kepada salah satu dan suami dan 1Stn;" ng bersangkutan dan
belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas rum i danj atau tanah dari
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Peru I ang-undangan.

(6) PNS Daerah yang telah memperoleh rumah danj atautanah dari Pemerintah
Daerah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atasrumah
negaragoiongan III,

(7) Pengalihan hak rumah negara golonganIII kepada penghuninya ditetapkan oleh
Bupati.



PasalSOO
(1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negaragolonganlll beserta

tanahnya, memperoleh:
a. penyerahan hak milik rumah; dan
b. pelepasan hak atas tanah.

(5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikif 50% (lima puluhpersen)
dari harga rurnah negara golongan III dan dibayar peI1(ph pada saat perjanjian
sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalfm jangka waktu paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan sesuai ketentuan
Peraturan Penmdang-undangan.

Pasal499
(1) Pengaliban rurnah negaragolongan III dilakukan dengan c¥a sewa bell.
(2) Bupatimenandatangani surat perjanjian sewa bell rumah riegara golongan III.
(3) Pembayaran harga rumah negara golongan III dapat dilaksanakan secara angsuran

dan disetor ke Kas Urnum Oaerah.
(4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena reneana ltata ruang sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1) pembayarannya dapat dilakukan ¥cara tunai.

Pasa1498
(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1497ayat(5)Bupati

menetapkan harga rurnah beserta tanahnya berdasarkan lftsil penilaian.
(2) Harga rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar. '

Pasa1497
(1) Bupatimelalui Pengeioia Barang rnenugaskan Penilai untuk melakukan penilaian

atas rumah negara golonganIlI yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan
kepada Bupati. '

(2) Oalarn rnelakukan penelitian dan pengkajian sebagaimanajdimaksud dalam Pasal
496ayat (5), Bupati dapat rnernbentuk Tim.

(3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita ~eara dan disampaikan
kepada Bupati sebagai bah an pertimbanganpersetujuan penjualan rumah negara
golongan III. :

(4) Bupati menyetujuidan rnenetapkan pengalihan hak +ah negara golongan
IIIberdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada. ,yat (1) dan ayat (3).

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan
surat persetujuandan penetapan dengan menerbitkan sura! keputusan.

(6) Pelaksanaan penjualan BMO berupa rurnah negara golopgan III dalam bentuk
pengalihan hak harus dilaporkan kepada Bupati dengan rnelampirkan salinan
keputusan pengalihan hak rumah ncgara dan penetapah harga rurnah negara
golongan III setelah penerbitan keputusan sebagaimana dirfaksud pada ayat (5).

(7) Oalarn hal Bupati tidak menyetujuiatas pengajuan peljlmohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 496ayat (1) Bupatimemberitaljukan kepadaPengguna
Barang rumah negaragoiongan III disertai alasannya untuk disarnpaikan kepada
penggunirurnah negaragolongan 1lI.

(2) Apabila penghuni rumah .negara goiongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meninggal duma, pengajuan permohonan pengaliban hak atas rumah negara
dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yangjbersangkutan.

(3) Apabila PNS Daerahy penghunl yang bersangkutan s~6agaimana dimaksud
padaayat (2) rneninggaI dan tidak rnempunyai anak sah, rumah negara kern bali ke
Pemerintah Daerah. '

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada liayat (1) Pengguna
Barangmengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III kepada Bupati.

(5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan
pertimbanganpersetujuan Bupatiatas permohonan yang diajukan penghuni rumah
negara golonganIIIsebagaimana dimaksud pada ayat (4).



Pasal 502

c. penjualan rumah negara golonganlIl; dan ii
d. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan tiwajarmenjadi penyebab

penghapusan, antara lam terkena beneana alam atau terkena dampak dari
terjadinya keadaan kahar.

(5) Penghapusandari Daftar BMD sebagaimana dimaksudl pada ayat (2) huruf c
dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
a. penjualan rumahnegara golongan III;atau
b. sebab lam yang seeara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab

penghapusan, antara lain terkena beneana alam, atau terkena dampak dari
terjadinya keadaan kahar.

Paaa1501
(1) Penghapusan BMD berupa rumah negara dilakukan:; berdasarkan keputusan

penghapusan yang diterbitkan oleh:
a. Pengelola Barang untuk penghapusan dati Daftar flBarang Pengguna/Kuasa

Pengguna Barang.dan .
b. Bupati untuk penghapusan dati Daftar BMDPengelola Barang.

(2) Penghapusan BMD berupa rumah negara sebagaimanq dimaksud pada ayat (1)
meliputi: '
a. penghapusan BMD berupa rumah negara gQlongan I dan rumah

negaragolongan II dati Daftar BarangPenggunajKuasd Pengguna kepada Bupati
atau Pengguna BarangjKuasa Pengguna Barang lau1J"a;

b. penghapusan BMD beruparumah negaragolongan III dari Daftar
BarangPenggunajKuasaPengguna kepada Bupati atau Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negaragefongan III;atau

c. penghapusanBMO berupa rumah negaradari Daftar BMD.
(3) Penghapusan BMO berupa rumah negarasebagaimana :dimaksud pada ayat (2)

huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
a. penyerahan kepada Bupati;
b. alih status penggunaan kepada Pcngguna Barang lain;
c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau
d. sebab lam yang secara normal dapat diperkirakan [wajar menjadi penyebab

penghapusan, antara lain terkena bencana a1am atau terkena dampak dati
terjadinya keadaan kahar.

(4) Penghapusan BMD bcruparumah negarasebagaimana ;climaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dati: .
a. penyerahan kepada Bupati; ;
b. alih statuspenggunaan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain;

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan RumahNepra

(2) Penghuni yang telah memperoleh pcnyerahan hak mil* dan pclepasan hak atas
tanah sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) wajib mer1gajukan permohonan hak
atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undargan.

(3) Pelepasan hak atas tanah dan/ atau penyerahan fhak milik rumah serta
penghapusan dari Daftar BMDditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Bupati menyerahkan keputusan penyerahan hak milik [umah dan pelepasan hak
atas tanah kepada penghuni yang telah membayar luhas harga rumah beserta
harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli sebagaimaha dimaksud dalam Pasal
499 ayat (2). .

(5) Penghuni yang telah mernperoleh keputusan penyerahan hak milik rumah dan
pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud padajayatf-l) wajib mengajukan
permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hakatas tanah kepada Kantor
Pertanahan setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah untuk
ditindaklanjutidenganpenghapusan dati Daftar BMD. .



(2)Pelaksanaan inventarisaaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengumpulkan data administrasi dan fisik BMDberupa rumah negara sekurang­
kurangnya meliputi:
a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
b. status penggunaan;
c. status penghunian;
d. nilai dan luas tanah dan bangunan;
e. a1amat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
f. kondisi bangunan. .

(3)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ilaporkan oleh Pengelola
Barangdanj atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barangkepada Bupati.

Pasal506
(1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan BMDberupa rumah negara dilakukan

sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima)tahun.

(1) Penatausahaan BMD berupa rumah negara
inventarisasi, dan pelaporan.

(2) Pengguna Barangj Kuasa Pengguna Barangdan
penatausabaan BMDberupa rumah negara.

(3) Penatausabaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)metupakan pelengkap dari
penatausahaan BMDantara lain:
a. alih status penggunaan;
b. alih status golongan;
c. alih fungsi;
d. penjualanrumahnegara golonganlll;dan
e. penghapusan.

,.
Imeliputikegiatan pembukuan,
t
j,,

Pengelela Barang melakukan

Pasal505

Bagian Kelima ;'
Tata Cara Penatausahaan Rumah NeWa

Pasal504
Nilai SMD berupa rumah negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum
da1am:
a. Oaftar Barang Pengclo1ajOaftar Barangl-engguna/Daftar Barang Kuasa

Pengguna;atau
b. Oaftar BMO.

Pasal503 ,
(1) PengelolaBarangmenyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati

dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Daftar Barang
PenggunajKuasa Penggunasebagaimana dimaksud da1am[Paaal 502 huruf a dan
hurufb. ..

(2)PengelolaBarangmenyampaikan laporan pe1aksanaan penghapusan karena
penjualan rumah negara golonganIIIkepada Bupatidengan'melampirkan:
a. keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna rumah

negara golongan III;
b. keputusan penyeraban hak milik rumah dan pelepasan hakatas tanahrumah

negara golongan III;dan
c. perjanjian sewa beli.

Peng~apusan BMD bcrupa rumah negarasebagaimana dhnaksud dalam Pasal
501dllakukan setelah keputusan penghapusan diterbitkan oleh;
a. Pengelola Baranguntuk BMO berupa rumah negaragolongan Idan rumah

negaragolongan II, untuk penghapusan dari Daftar Barang PenggunajKuasa
Pengguna;

b. Pengelola Barang rumah negara golongan III, untuk pejighapusan dari Oaftar
Barang PenggunajKuasa Pengguna rumab negara golonganliIII;atau

c. Bupati,untukpenghapusan dari Daftar Barang PengelolaBatang.



Pasal 511
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pfrigi Moutong (Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor It, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 117), dicabut dan djinyatakan tidak berlaku.

i

BAB XIX
KETE!fTUAN PElWTUP

Pasal 510
(1) Penggolongan dan kodefikasi BMO yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah Ini dengan berpedoman
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pembukuan,inventarisasi dan pelaporan BMD yang telah ada dinyatakan
masihtetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkap Peraturan Daerah ini
dengan berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABXVDI
KETE!fTUAN PERALlHAN

PasalS09
(1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahguna4njpelanggaran hukum

atas pengelolaan BMO diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai
ketentuanPeraturan Perundang-undangan. !,

I,

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi sesuai kete ntuan peraturan peruhdang-undangan.

A

BAB XVII
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 508
Pengguna Barangmelakukan pengawasan dan pengendaliari BMD berupa rumah
negarayang berada dalam penguasaannva.

Bagian Keenam
Pengawasan Dan Pengendalian Rumah !fetara

PasalS07
(1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan BMO berupa rumah negaradilaksanakan

setiap semesteran dan tahunan.
(2) Pengguna Barangmenyusun laporan scrnesteran dan tahiman atas BMD berupa

rumah negara sebagai bagian dan pelaporan BMO.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap

kegiatanpembukuan dan inventarisasi BMD berupa rumah negara.
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I
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pasal512

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangka\
Agar setiap orang mengetahuinya, roernerintabkan pengund gan Peraturan Daerah
IDldengan penempatannya dalam LernbaranDaerah Kabupate ParigiMoutong.
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